140
   PEMAHAMAN PERPAJAKAN  PELAKU BISNIS ONLINE SHOP DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN
(STUDI KASUS PADA PELAKU BISNIS ONLINE SHOP DI KOTA SAMARINDA)

SKRIPSI
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
[image: ]





Oleh :
RIZKA AMALIA HIDAYAT
1901036116
S1-AKUNTANSI


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
[bookmark: _Toc120190624][bookmark: _Toc147087116][bookmark: _Toc120190625][bookmark: _Toc120193433][bookmark: _Toc120748764][bookmark: _Toc120839951][bookmark: _Toc120840537][bookmark: _Toc120841628][bookmark: _Toc121097153][bookmark: _Toc121376569][bookmark: _Toc121376636][bookmark: _Toc121376729][bookmark: _Toc121377095][bookmark: _Toc121483526][bookmark: _Toc121484885][bookmark: _Toc121526639][bookmark: _Toc122308738]2023


1


[image: ]

[image: ]

[image: ]
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama		: Rizka Amalia Hidayat
NIM		: 1901036116
Program Studi	: S1 – Akuntansi 
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti non-Ekkslusif (Non-exclusive Royalti-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul “Pemahaman Perpajakan Pelaku Bisnis Online Shop dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Pelaku Bisnis Online Shop di Kota Samarinda)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti non-Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mangalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta, dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di  : Samarinda
Tanggal    : 02 Oktober  2023
Yang Menyatakan,
[image: ]
Rizka Amalia Hidayat
[bookmark: _Toc139244105][bookmark: _Toc139877679][bookmark: _Toc139879612][bookmark: _Toc147087117]RIWAYAT HIDUP

[image: ]Rizka Amalia Hidayat lahir di Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara  dari pasangan Bapak Bahri dan Ibu Wahidah, S.Ag. Pada tahun 2006 Memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Baitunnur Samarinda Seberang dan lulus pada tahun 2007. Kemudian, pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) Negeri 005 Samarinda Seberang sampai di kelas 1 lalu melanjutkan kelas 2  di Sekolah Dasar (SD) Negeri 021 Samarinda Seberang dan lulus pada tahun 2013 Selanjutnya, melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 008 Samarinda dan lulus pada tahun 2016. Lalu, melanjutkan pendidikan di Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 4 Samarinda dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2019.
Pada tahun 2019, penulis diterima menjadi mahasiswa Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Kota Samarinda melalui jalur (SNMPTN). Kemudian, pada tahun 2022, penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bertempat di Desa Bente Tualan Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Hingga penulis lulu pada tanggal 27 September 2023.

Samarinda, 02 Oktober 2023
[image: ]

Rizka Amalia Hidayat


ABSTRAK
Rizka Amalia Hidayat, Pemahaman Perpajakan Pelaku Bisnis Online shop Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Pelaku Bisnis Online shop  Di Kota Samarinda), Rusliansyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di Kota Samarinda. Subjek penelitian ini melibatkan enam pelaku bisnis online shop  yang berdomisili di Kota Samarinda. Selain itu melibatkan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu dan Konsultan pajak sebagai subjek pendukung penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop di Kota Samarinda dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan masih belum terpenuhi secara maksimal. Hal demikian disebabkan bahwa kurangnya informasi peraturan perpajakan terbaru yang diperoleh baik secara langsung maupun melalui sosialisasi. Namun disamping itu, ketika dihadapkan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan pelaku bisnis online shop cenderung akan melaksanakan kewajiban pajak penghasilan yang dibebankan karena memiliki sikap kesadaran perpajakan dan sikap untuk tetap menaati peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Pemahaman Perpajakan, peraturan perpajakan online shop, kewajiban pajak penghasilan
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[bookmark: _Toc139244107][bookmark: _Toc139877681][bookmark: _Toc139879614]Rizka Amalia Hidayat, Understanding of Taxation of Online shop Business Actors in Fulfilling Income Tax Obligations (Case Study of Online shop Business Actors in Samarinda City), Rusliansyah. This study aims to determine how much understanding of taxation online shop business people have in fulfilling income tax obligations in Samarinda City. The subject of this study involved six online shop business people who are domiciled in Samarinda City. In addition, it involves the Pratama Samarinda Ulu Tax Service Office and tax consultants as research supporting subjects. The research method used is qualitative with a case study approach. Sources of research data using primary data and secondary data obtained using data collection methods with in-depth interviews, and documentation. The technique of checking the validity of the data in this study uses the triangulation method. The results of the study shoppw that the level of taxation understanding of online shop business actors in Samarinda City in fulfilling income tax obligations is still Not optimally fulfilled. this is due to the lack of information on the latest tax regulations obtained either directly or through outreach. But besides that, when faced with fulfilling income tax obligations, online shop business people tend to carry out income tax obligations that are imposed because they have an attitude of tax awareness and an attitude to comply with applicable tax regulations.

Keywords: Understanding of Taxation, online shop tax regulations, income tax obligations
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Pada zaman ini, kemajuan teknologi semakin pesat. Laju perkembangan zaman membawa bidang  teknologi dan informasi ikut berkembang. Dampak dari perkembangan tersebut ialah segala aktivitas yang berhubungan dengan teknologi, informasi dan komunikasi kini serba mudah. . Salah satu kemajuan dari teknologi yang berkembang pesat ialah media sosial.  Kemajuan teknologi di bidang media sosial akan banyak menguntungkan bagi pihak-pihak yang paham  memanfaatkan media sosial dengan bijak. Laju penggunaan internet memberikan peluang untuk seseorang dalam memiliki penghasilan. 
Pada masa sekarang ini, berjualan tidak lagi tentang bertatap muka, namun bisa menggunakan media sosial dan transaksi penjualan dapat dilakukan secara daring. Berjualan atau berbisnis menggunakan  media sosial biasa kita sebut dengan  online shop.  Online shop sendiri adalah bisnis yang menggunakan media teknologi untuk dapat bertransaksi dengan pembeli (Yoganingsih & Husadha, 2021). Keterlibatan media sosial disini sangat penting bagi terciptanya suatu online shop.
Beberapa tahun belakangan ini telah banyak berkembang pelaku  bisnis yang melakukan transaksi secara online.  Pelaku bisnis tersebut dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana atau wadah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan konsumen. Selain menggunakan media sosial, pelaku bisnis online juga dapat melakukan transaksi penjualan pada aplikasi marketplace seperti, Lazada, Tokopedia, Shoppe, Bukalapak dan lain sebagainya. Bisnis secara online merupakan salah satu cara yang lebih mudah  untuk memperoleh  penghasilan  (Viana et al., 2018).
[bookmark: _GoBack]Di Indonesia sendiri, ruang untuk melakukan suatu kegiatan bisnis online sangatlah besar dengan didukung oleh popularitas media sosial seperti instagram, facebook, twitter, bahkan hingga ke aplikasi Tiktok. Dengan popularitas media sosial yang dimiliki oleh para pelaku online shop tersebut tentunya akan lebih mudah dalam menjalankan transaksi jual beli. Bukan hanya kemudahan dalam menjalan aktivitas jual beli, namun dengan akses internet ini maka pangsa pasar yang dimiliki juga sangat banyak dibandingkan dengan toko konvensional. Bagaimana tidak, jika toko konvensional hanya orang-orang sekitar saja yang menjadi pelanggan, sedangkan untuk online shop  sendiri pelanggannya sangat luas.
Laju perkembangan pelaku bisnis online shop akan memberikan dampak positif perekonomian Indonesia. Pelaku bisnis online shop memiliki potensi yang cukup besar bagi penerimaan perpajakan. Akan tetapi potensi tersebut dapat digali apabila pelaku bisnis tersebut memiliki pemahaman dan kesadaran perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang dibebankan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Widyasari & Satria  (2022) ditemukan bahwa pemerintah masih kesulitan untuk dapat mengontrol dan menarik kewajiban pajak bagi pelaku bisnis online shop.
Wajib pajak pelaku bisnis online shop tidak memenuhi kewajiban pajak penghasilannya disebabkan oleh pemahaman perpajakan yang dimiliki dan masih banyak pelaku bisnis online shop yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu, peneliti berusaha untuk menggali pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah para pelaku bisnis online shop mengetahui tentang kewajibannya membayar dan melaporkan pajak.
Peraturan perpajakan bagi pelaku bisnis online shop saat ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada bulan Oktober tahun 2021. UU tersebut mengatur salah satunya tarif Pajak penghasilan (PPh). Pada peraturan perpajakan ini melakukan perubahan atas pengenaan pajak penghasilan setahun yang diperoleh UMKM. Tarif pajak penghasilan UMKM yaitu sebesar 0,5% untuk penghasilan lebih dari Rp.500.000.000 dalam setahun, dan tarif 0% atau tidak dikenakan pajak apabila penghasilan bruto dibawah Rp. 500.000.000 dalam setahun.
Peraturan mengenai perpajakan e-commerce juga telah dijelaskan oleh pemerintah melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor. SE/62/PJ/2013 tentang penegasan pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-commerce (Rosalinawati & Syaiful, 2018). Pajak sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam hal menunjang pendapatan negara. Bagaimana tidak, pajak merupakan sumber pemasukan  terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, sumber pajak yang berasal dari pelaku bisnis online shop memiliki potensi yang cukup besar dalam menunjang pendapatan negara. Wajib Pajak yang paham mengenai pentingnya pembayaran pajak tentulah mengetahui bahwa penundaan membayar pajak akan menghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia. 
Data pelaku UMKM maupun pelaku bisnis online shop di Kota Samarinda yang melaksanakan kewajiban pajak penghasilan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1.1 Data Pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Samarinda Ulu
	
	Tahun
	Jumlah WP UMKM
	WP UMKM Menyampaikan SPT Tahunan
	WP UMKM Melakukan Pembayaran
	Jumlah pembayaran WP UMKM

	2018
	3.065
	1.630
	1.262
	Rp. 11.785.347.561

	2019
	3.382
	1.839
	3.965
	Rp. 11.127.214.546

	2020
	4.576
	1.815
	2.952
	Rp. 7.993.264.515

	2021
	7.066
	1.727
	2.113
	Rp. 11.286.371.146

	2022
	10.586
	1.774
	2.055
	Rp. 10.607.902.235

	Keterangan :
wajib pajak UMKM = Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan kode setor 411128-420 
*Data diambil 18 Juli 2023
sumber : MPN-INFO dan SIDJP
WP = Wajib Pajak
SPT = Surat Pemberitahuan Pajak
UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
*Setelah berlakunya UU HPP menetapkan pembebasan PPh untuk omzet usaha hingga Rp.500juta pertahun. Artinya, pelaku usaha khususnya pelaku UMKM akan dikenakan pajak apabila omzetnya dalam satu tahun melebihi Rp.500 juta.
*untuk periode pelaporan SPT Tahunan  tahun pajak 2022 dimulai tanggal 01/01/2023 sehingga data SPT tahun 2022 diambil per tanggal 18/07/202





Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu, 2023
Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu, dapat dilihat pada tabel 1.1 WP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan yang sangat pesat. Namun melihat dari data WP UMKM yang memenuhi kewajiban pajak penghasilan hanya beberapa saja yang melaksanakan kewajiban melaporkan dan membayar pajak. Pada tahun 2018 ada 3.065 WP UMKM yang wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun hanya sebesar 53% WP yang melaporkan pajaknya, sedangkan hanya sebesar 41% WP yang melakukan pembayaran pajak. Per tahun 2019 terdapat 3.382 WP UMKM aktif, namun yang malakukan pelaporan pajak hanya sebesar 54%, sebaliknya WP UMKM yang melakukan pembayaran pajak per tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat pesat yaitu sebesar 117%. Di tahun 2020 ada 4.576 WP UMKM yang terdaftar, hanya sebesar 40% yang menyampaikan SPT tahunan, sebaliknya hanya 64% yang membayar pajak. Pada tahun 2021 jumlah WP UMKM yang aktif sebesar 7.066, hanya sebesar 24% WP yang melaporkan SPT tahunan, sedangkan sebesar 30% tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak. Per tahun 2022 hingga per tanggal 18 Juli 2023 terdapat 10.584 WP UMKM yang aktif, tetapi WP yang melaporkan SPT tahunannya hanya 17% , sementara itu sebesar 19% WP yang membayar pajak.
Dari tahun 2018 hingga 2019 tingkat kepatuhan WP UMKM dalam melaporkan pajaknya berada diatas 50%. Kemudian, pada tahun 2020 hingga 2022 mengalami penurunan jumlah WP yang melaporkan pajak, hingga berada dibawah 50%. Per tahun 2018 tingkat kepatuhan  WP UMKM dalam membayar pajak berada dibawah 50%, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan hingga berada diatas 100%. Selanjutnya, dari tahun 2020 hingga tahun 2022 terus mengalami penurunan secara berturut-turun, hingga berada dibawah 20% pada tahun 2022. 
Berdasarkan pada data yang diperoleh dari KPP Pratama Samarinda Ulu mengindikasikan bahwa para pelaku UMKM baik yang melaporkan maupun membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah WP UMKM yang aktif. Penurunan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. salah satunya adalah pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh pelaku bisnis online shop.
Berdasarakan penelitian yang dilakukan oleh Agus Ismaya Hasanudin et al (2020) menemukan bahwa pada kenyataannya pengenaan pajak penghasilan online shop yang dibebankan kepada pemilik dari usaha tersebut saat ini masih belum efektif secara keseluruhan. Pemahaman perpajakan dan penyebaran  mengenai kewajiban membayar pajak masih belum meluas dan masih sulit untuk dipahami oleh banyak pelaku bisnis dengan berbagai alasan. Masih belum diketahui apakah pelaku bisnis online shop telah memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang dibebankan kepada usahanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aryani (2020) ditemukan bahwa  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum bisa mengawal penerapan pembayaran pajak pelaku bisnis online shop, karena tidak mengetahui berapa banyak jumlah pelaku online shop.
Telah banyak penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian peneliti. Namun yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu berdasarkan pada subjek penelitian  yang dibuat oleh penulis kali ini lebih berfokus kepada pelaku bisnis online shop  yang berada di Kota Samarinda. Dengan maksud lain ialah pelaku usaha UMKM yang melakukan kegiatan jual beli secara daring. Alasan peneliti memilih subjek tersebut karena online shop merupakan bisnis yang berkembang pesat saat ini serta memiliki potensi yang cukup besar pada penerimaan pajak. Peneliti berusaha untuk menggali informasi maupun melihat kondisi pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Selain itu, peneliti juga mencoba melihat perilaku yang dihasilkan oleh pelaku bisnis online shop ketika dihadapkan untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan.
1.2. [bookmark: _Toc120190632][bookmark: _Toc120193440][bookmark: _Toc120748771][bookmark: _Toc120839958][bookmark: _Toc120840544][bookmark: _Toc120841635][bookmark: _Toc121097160][bookmark: _Toc121376576][bookmark: _Toc121376643][bookmark: _Toc121376736][bookmark: _Toc121377102][bookmark: _Toc121483533][bookmark: _Toc121484892][bookmark: _Toc121526646][bookmark: _Toc122308745][bookmark: _Toc139244115][bookmark: _Toc139877689][bookmark: _Toc139879622][bookmark: _Toc147087130]Fokus Penelitian
Fokus penelitian dalam studi kasus ini yaitu  pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop  yang berada di Kota Samarinda dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Dengan demikian, Subjek dari penelitian yang dilakukan hanya dilakukan pada pelaku usaha mikro kecil yang  menjalankan usahanya secara  online.
1.3. [bookmark: _Toc120190633][bookmark: _Toc120193441][bookmark: _Toc120748772][bookmark: _Toc120839959][bookmark: _Toc120840545][bookmark: _Toc120841636][bookmark: _Toc121097161][bookmark: _Toc121376577][bookmark: _Toc121376644][bookmark: _Toc121376737][bookmark: _Toc121377103][bookmark: _Toc121483534][bookmark: _Toc121484893][bookmark: _Toc121526647][bookmark: _Toc122308746][bookmark: _Toc139244116][bookmark: _Toc139877690][bookmark: _Toc139879623][bookmark: _Toc147087131]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengangkat beberapa masalah: 
1. Bagaimana pemahaman pajak pelaku bisnis online shop di kota Samarinda dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan atas usahanya ?
2. Bagaimana pelaku bisnis online shop di kota Samarinda dalam menentukan perilakunya apabila dihadapkan pada kondisi wajib memenuhi kewajiban pajak penghasilan ?
1.4. [bookmark: _Toc120190634][bookmark: _Toc120193442][bookmark: _Toc120748773][bookmark: _Toc120839960][bookmark: _Toc120840546][bookmark: _Toc120841637][bookmark: _Toc121097162][bookmark: _Toc121376578][bookmark: _Toc121376645][bookmark: _Toc121376738][bookmark: _Toc121377104][bookmark: _Toc121483535][bookmark: _Toc121484894][bookmark: _Toc121526648][bookmark: _Toc122308747][bookmark: _Toc139244117][bookmark: _Toc139877691][bookmark: _Toc139879624][bookmark: _Toc147087132]Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan bisnis yang dijalankannya.
2. Untuk menentukan perilaku dari pelaku bisnis online shop apabila dihadapkan pada situasi  harus memenuhi kewajiban pajak penghasilan

1.5. [bookmark: _Toc120190635][bookmark: _Toc120193443][bookmark: _Toc120748774][bookmark: _Toc120839961][bookmark: _Toc120840547][bookmark: _Toc120841638][bookmark: _Toc121097163][bookmark: _Toc121376579][bookmark: _Toc121376646][bookmark: _Toc121376739][bookmark: _Toc121377105][bookmark: _Toc121483536][bookmark: _Toc121484895][bookmark: _Toc121526649][bookmark: _Toc122308748][bookmark: _Toc139244118][bookmark: _Toc139877692][bookmark: _Toc139879625][bookmark: _Toc147087133]Manfaat Penelitian
Proposal penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan akan mampu menambah wawasan serta pemahaman masyarakat umum dan mahasiswa mengenai penerapan dari peraturan perpajakan atas transaksi pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan.
2. Secara praktis:
a. Bagi peneliti, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dan menambah wawasan serta pengalaman bagi peneliti yang nantinya akan berguna untuk masa yang akan datang.
b. Bagi KPP Samarinda (Kantor Pelayanan Pajak Kota Samarinda) dan konsultan pajak, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, masukan dan sebuah pertimbangan bagi pihak regulator yang berwenang sehubungan dengan pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan.
c. [bookmark: _Toc120190636][bookmark: _Toc120193444][bookmark: _Toc120748775][bookmark: _Toc120839962][bookmark: _Toc120840548][bookmark: _Toc120841639][bookmark: _Toc121097164][bookmark: _Toc121376580][bookmark: _Toc121376647][bookmark: _Toc121376740][bookmark: _Toc121377106][bookmark: _Toc121483537][bookmark: _Toc121484896][bookmark: _Toc121526650][bookmark: _Toc122308749][bookmark: _Toc139244119][bookmark: _Toc139877693][bookmark: _Toc139879626]Bagi pelaku bisnis online shop dan masyarakat umum, penelitian ini dapat dijadikan bahan literature bagi para pelaku bisnis online shop agar pelaku dapat mengetahui sebagaimana kewajibannya dalam hal perpajakan secara umum dan dapat menambah wawasan masyarakat sehubungan dengan pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop.
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[bookmark: _Toc147087134]BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 [bookmark: _Toc120190637][bookmark: _Toc120193445][bookmark: _Toc120748776][bookmark: _Toc120839963][bookmark: _Toc120840549][bookmark: _Toc120841640][bookmark: _Toc121097165][bookmark: _Toc121376581][bookmark: _Toc121376648][bookmark: _Toc121376741][bookmark: _Toc121377107][bookmark: _Toc121483538][bookmark: _Toc121484897][bookmark: _Toc121526651][bookmark: _Toc122308750][bookmark: _Toc139244120][bookmark: _Toc139877694][bookmark: _Toc139879627][bookmark: _Toc147087135]Landasan Teori
2.1.1. [bookmark: _Toc120190638][bookmark: _Toc120193446][bookmark: _Toc120748777][bookmark: _Toc120839964][bookmark: _Toc120840550][bookmark: _Toc120841641][bookmark: _Toc121097166][bookmark: _Toc121376582][bookmark: _Toc121376649][bookmark: _Toc121376742][bookmark: _Toc121377108][bookmark: _Toc121483539][bookmark: _Toc121484898][bookmark: _Toc121526652][bookmark: _Toc122308751][bookmark: _Toc139244121][bookmark: _Toc139877695][bookmark: _Toc139879628][bookmark: _Toc147087136]Theory of reasoned action (teori tindakan beralasan)
Theory Of Reasoned Action (TRA) merupakan teori yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (Fishbein et al., 1975). Teori ini menjelaskan mengenai suatu perilaku individu. Dimana dalam hal ini teori ini menjelaskan suatu tindakan yang didasari oleh niat dari seseorang. Niat adalah suatu yang mendasari seseorang dalam bertindak. Jika niat tersebut kuat, maka akan besar pula peluang untuk melakukan suatu tindakan dan perilaku.
TRA ini menjelaskan bahwa niat dari seseorang untuk melakukan sesuatu diikuti oleh 2 (dua) penentu utama yakni (Widyasari & Satria, 2022) :
a. Sikap, adalah suatu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari hasil tersebut.
b. Norma subyektif, adalah suatu kepercayaan mengenai harapan-harapan yang hadir karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan tersebut. 
Norma subjektif dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang dapat dilihat dari lingkungan sosial seseorang, sehingga dapat mempengaruhi suatu keputusan, sedangkan definisi sikap disini ialah tentang seperti apa perasaan seseorang mengenai perilakunya dan biasanya hal tersebut dapat diukur berdasarkan suatu pemikiran yang menyenangkan atau tidak menyenangkan (Peslak,et.al., 2010). Oleh sebab itu, dalam penelitian ini niat dan Norma subjektif akan mempengaruhi niat pelaku bisnis melalui transaksi online shop agar membayar pajak penghasilan, dan kemudian pelaku bisnis online shop tersebut akan menentukan perilakunya untuk membayar atau tidak membayar pajak penghasilan yang telah ditetapkan (Aryani, 2020).
Sehubungan dengan penelitian ini, teori ini memberi gambaran bahwa niat seseorang menjadi penentu dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam penelitian ini ialah pajak penghasilan. Dalam hal ini pula pemahaman perpajakan menjadi acuan untuk membentuk niat yang besar dalam menentukan suatu tindakan. Tindakan tersebut berupa pemenuhan kewajiban pajak penghasilan oleh pelaku bisnis online shop.
2.1.2. [bookmark: _Toc120190639][bookmark: _Toc120193447][bookmark: _Toc120748778][bookmark: _Toc120839965][bookmark: _Toc120840551][bookmark: _Toc120841642][bookmark: _Toc121097167][bookmark: _Toc121376583][bookmark: _Toc121376650][bookmark: _Toc121376743][bookmark: _Toc121377109][bookmark: _Toc121483540][bookmark: _Toc121484899][bookmark: _Toc121526653][bookmark: _Toc122308752][bookmark: _Toc139244122][bookmark: _Toc139877696][bookmark: _Toc139879629][bookmark: _Toc147087137]Theory  of  planned behavior (teori perilaku terencana)
(TPB) Theory of Planned Behavior ini adalah pengembangan dari theory of reasoned action (Ajzen, 1991). Dalam  TRA tersebut terdapat bukti ilmiah bahwasanya niat untuk melakukan suatu perbuatan diakibatkan oleh dua alasan yaitu norma dan subyektif (Ajzen, 2011). Pada teori ini ditambahkan faktor baru yaitu kontrol atas kehendak atau kontrol perilaku. Faktor penentu dari TPB  ini adalah niat seseorang. Niat ini adalah penentu untuk melakukan perilaku tertentu. Niat yang didasarkan pada motivasi akan mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. 
Hal yang membedakan dari TRA  yaitu pada teori ini menambah faktor lain yaitu kontrol perilaku terhadap persepsi individu. Faktor inilah mengubah Reasoned  Action Theory menjadi Planned Behavior Theory (Seni & Ratnadi, 2017).
Semakin kuat niat individu untuk terlibat dalam suatu perilaku maka semakin besar pula kemungkinan untuk melakukan suatu tindakan tersebut (Ajzen, 1991). Akan tetapi, niat tersebut harus jelas, sehingga akan menghasilkan suatu tindakan dalam berperilaku dan diperkuat oleh suatu kendali. Kendali tersebut dapat menghasilkan suatu perilaku dimana individu tersebut akan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tersebut. 
Sejalan dengan penelitian ini, pemahaman perpajakan dapat menjadi dasar motivasi seorang wajib pajak untuk dapat menyadari bahwa pentingnya dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan ini. Pemahaman perpajakan yang baik akan menentukan diri seseorang untuk berperilaku menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. 
Menurut Theory of Planned Behavior, wajib pajak yang menyadari betapa pentingnya pajak bagi negara akan memiliki niat dan motivasi yang kuat dalam hal membayar pajak dengan berdasarkan pada peraturan  perpajakan yang berlaku. Niat dan motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut, berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri maupun berasal dari luar diri wajib pajak tersebut. 
2.1.3. [bookmark: _Toc121097168][bookmark: _Toc121376584][bookmark: _Toc121376651][bookmark: _Toc121376744][bookmark: _Toc121377110][bookmark: _Toc121483541][bookmark: _Toc121484900][bookmark: _Toc121526654][bookmark: _Toc122308753][bookmark: _Toc139244123][bookmark: _Toc139877697][bookmark: _Toc139879630][bookmark: _Toc147087138]Teori atribusi
Teori atribusi ini pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958 dan dikembangkan oleh Kelley (1972). Teori ini  mengemukakan tentang bagaimana seseorang dalam berperilaku dan mengapa seseorang tersebut berperilaku demikian. Apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal atau faktor internal. Robbins dan Judge (2002) mengemukakan bahwa :
“Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan”.

Teori ini relevan dengan rumusan masalah terkait penentuan perilaku dari pelaku bisnis online shop  ketika dihadapkan harus memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Oleh sebab itu, pemahaman perpajakan  akan menjadi faktor eksternal dalam menentukan perilaku dari pelaku bisnis online shop tersebut tentang kewajiban perpajakannya, sedangkan faktor internal yaitu niat dan kesadaran dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
2.1.4. [bookmark: _Toc120190640][bookmark: _Toc120193448][bookmark: _Toc120748779][bookmark: _Toc120839966][bookmark: _Toc120840552][bookmark: _Toc120841643][bookmark: _Toc121097169][bookmark: _Toc121376585][bookmark: _Toc121376652][bookmark: _Toc121376745][bookmark: _Toc121377111][bookmark: _Toc121483542][bookmark: _Toc121484901][bookmark: _Toc121526655][bookmark: _Toc122308754][bookmark: _Toc139244124][bookmark: _Toc139877698][bookmark: _Toc139879631][bookmark: _Toc147087139]Pemahaman perpajakan
Pemahaman perpajakan adalah sesuatu yang wajib untuk diketahui oleh semua wajib pajak. Pemahaman pajak yang baik tentunya akan membantu dalam hal kepatuhan pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun badan mempunyai keharusan dalam membayar pajak demi kelancaran pembangunan infrastruktur Negara. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses ketika seorang wajib pajak akan mempertimbangkan atas perpajakan setelah meminta persetujuan tersebut untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (A. S. Ningsih, 2019). Pemahaman mengenai pajak bukan hanya wajib diketahui oleh WPOP, namun pajak juga berlaku bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan jual beli, baik dengan membuka toko usaha langsung maupun online shop.
Pajak merupakan kontribusi wajib yang dipungut dari masyarakat untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009. Pajak dipungut berdasarkan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku, sehingga pajak tersebut memiliki sanksi yang tegas dan dapat bersifat dipaksa. Saat ini ada terdapat beberapa jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu Pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai. Pajak memiliki peran yang signifikan bagi negara terkhususnya dalam hal pembangunan negara (Wanto, 2018)
Menurut Resmi (2019), dalam melakukan pemungutan pajak, dikenal beberapa sistem pemungutan pajak berikut merupakan sistem pemungutan pajak berdasarkan yang menetapkan pajaknya yaitu :
a. Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparatur pajak untuk dapat menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pemungutan pajak tergantung pada aparatur perpajakan.
b. Self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, wajib pajak diberi kepercayaan dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.
c. With Holding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang diberikan kepada pihak ketiga yang dipilih untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Pemungutan pajak di Indonesia saat ini menganut sistem self assessment, dimana dalam sistem ini wajib pajak diberi kewenangan dan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut. Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan dirinya sendiri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selebihnya wajib pajak tersebut menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Diana & Setiawati, 2014).
Berdasarkan pada Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa :
“ wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Perlu diketahui bahwa seorang wajib pajak orang pribadi maupun badan tak terkecuali yang memiliki usaha dan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Mardiasmo, 2019).
Persyaratan subjektif merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya, sedangkan persyaratan objektif merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. 
Berdasarkan pada pasal 1 ayat 6  UU Nomor 28 tahun 2007 menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban  perpajakannya (UU No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6).
Setiap wajib pajak hanya memiliki satu NPWP yang digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Angka dalam NPWP terdiri dari 15 digit yang memiliki arti berikut : 
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	Digit
	Deskripsi

	2 digit pertama
	Merupakan identitas dari wajib pajak, yaitu :
01 sampai dengan 03    = wajib pajak badan
04 sampai dengan 06    = wajib pajak pengusaha
05                                  = wajib pajak karyawan
07, 08, dan 09               = wajib pajak orang pribadi

	6 digit kedua
	Merupakan Nomor registrasi/urut yang diberikan oleh Kantor Pajak Pusat DJP kepada KPP

	1 digit ketiga
	Diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan  dan kesalahan NPWP

	3 digit keempat
	Merupakan kode KPP

	3 digit terakhir
	000                                = wajib pajak tunggal atau pusat

	
	001 atau kode lainnya   = wajib pajak cabang ke-……….


Sumber : PajakOnline.com,2013

Setiap wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang telah diberikan NPWP, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak  NPWP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dengan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Rahayu & Putranto, 2020).
Berdasarkan pada sanksi tersebut, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat dari 1 (satu) tahun dimana hal ini dihitung sejak selesainya menjalani pidana  penjara yang dijatuhkan, maka pidana tersebut ditambah 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana.
Kewajiban wajib pajak dijelaskan dalam UU No 28 Tahun 2007 yaitu :
1. Mendaftarkan diri kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab,  satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. 
8. a. Memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
c. Memberi keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.
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2.1.5.1 [bookmark: _Toc147087142]Online shop
Di Indonesia tentunya tidak lazim lagi dengan istilah online shop. Online shop ini merupakan suatu bentuk bisnis online yang bergerak dengan menggunakan jaringan internet sebagai medianya. Sekarang ini, online shop sangat ramai di Indonesia, bahkan seringkali kegiatan ini dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Tiktok, maupun marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya.      
Menurut UU No 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa :
“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang, tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean”

Di dalam penelitian ini, online shop  ditempatkan sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini berperan sebagai wajib pajak. Berdasarkan pada UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1, menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Saat ini telah banyak pebisnis yang bergerak melakukan bisnis secara online. Bisnis secara online biasa disebut dengan online shop/e-commerce. (Ratnasari, 2017). Online shop merupakan kegiatan berbisnis dengan memanfaatkan jaringan internet dan media elektronik. Menurut (Asshiddiqie & Rohayati, 2018), online shop/e-commerce adalah suatu kegiatan bisnis yang menyangkut pembeli, manufaktur, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan internet. Online shop ini mulai berkembang akibat dari perkembangan internet yang mulai digeluti oleh masyarakat. Internet sendiri mulai masuk dan pertama kali dikenal pada masa tahun 1990-an. Dengan laju perkembangan internet pada dunia modern, sehingga pada tahun 2000-an masyarakat mulai memanfaatkan internet sebagai ladang untuk mencari penghasilan atau pemasukan. Dengan memanfaatkan jaringan internet ini maka masyarakat banyak yang memilih untuk membuka usahanya pada aplikasi marketplace  maupun dengan memanfaatkan media sosial. 
Dengan melakukan bisnis online shop ini pelaku bisnis merasa lebih mudah karena tidak perlu menyewa tempat usaha sehingga hal tersebut dapat menghemat modal yang harus dikeluarkan. Pendirian online shop sendiri tidak memerlukan biaya yang sangat banyak. (Lestari & Damayanti, 2019). Oleh sebab itu, dalam hal ini seseorang lebih banyak memilih untuk melakukan usaha bisnis online shop Kegiatan online shop dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa terikat dengan kontrak dari pihak lain. Dalam menjalankan usaha online shop ini sangat mudah, sehingga hal tersebut menjadi alasan kuat mengapa banyak orang melakukan kegiatan online shop tersebut. Metode pembayaran yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku online shop atas penjualan usahanya yaitu bisa menggunakan transaksi model ATM, transfer via mobile banking, go-pay, shopee pay, dana, dan dompet digital lainnya. .
2.1.5.2 [bookmark: _Toc147087143]UMKM
UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif  atau jenis kegiatan jual beli yang didirikan dan dijalankan oleh perorangan maupun badan dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan pada UU. No 20 Tahun 2008 dan tidak terikat dengan perusahaan manapun.
Berdasarkan pada UU No 20 pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka definsi UMKM sebagai berikut :
1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
UMKM juga memiliki kriteria yang dijelaskan dalam pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai berikut :
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	Jenis Usaha
	Kekayaan Bersih
	Omzet/Penjualan Tahunan

	Usaha Mikro
	Maks Rp. 50.000.000,00
	Maks Rp. 300.000.000,00

	Usaha Kecil
	Rp. 50.000.000,00 – Rp. 500.000.000,00
	Rp. 300.000.000,00 – Rp. 2.500.000.000,00

	Usaha Menengah
	Rp. 500.000.000,00 – Rp. 10.000.000.000,00
	Rp. 2.500.000.000,00 – Rp. 50.000.000.000,00


Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Berdasarkan pada tabel diatas, kriteria UMKM dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, maupun tempat usaha dan besaran omzet dalam satu tahun paling banyak yaitu Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) merupakan golongan usaha mikro. Kriteria UMKM dengan kekayaan bersih sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, maupun tempat usaha dan omzet dalam satu tahun sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) merupakan golongan usaha kecil. Kriteria UMKM dengan kekayaan bersih sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, maupun tempat usaha dan omzet dalam satu tahun sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) merupakan golongan usaha menengah.
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	Jenis Usaha
	Modal Usaha
	Hasil Penjualan/Omzet

	Usaha Mikro
	Maks Rp. 1.000.000.000,00
	Maks Rp. 2.000.000.000,00

	Usaha Kecil
	Rp. 1.000.000.000,00 – Rp. 5.000.000.000,00
	Rp. 2.000.000.000,00 – Rp. 15.000.000.000,00

	Usaha Menengah
	Rp.. 5.000.000.000,00 – Rp. 10.000.000.000,00
	Rp. 15.000.000.000,00 – Rp. 50.000.000.000


Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
Berdasarkan pada tabel diatas, maka usaha mikro yang memiliki modal usaha paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dengan hasil penjualan selama setahun paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Kriteria UMKM golongan usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dengan hasil penjualan selama setahun lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), sedangkan UMKM dengan golongan usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dengan hasil penjualan selama setahun Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Modal usaha digunakan untuk keperluan pendaftaran maupun pendirian kegiatan usaha.
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang diterbitkan pada bulan Juli 2018 terjadi penurunan tarif pajak UMKM yang semula tarif PPh Final sebesar 1% berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 menjadi 0,5%  dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam  1 (satu) tahun pajak. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendorong masyarakat agar dapat berperan dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang dibebankan kepada pelaku UMKM menjadi lebih kecil.
Pemerintah kembali mengubah peraturan perpajakan mengenai tarif pajak UMKM yang saat ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan pada peraturan tersebut tarif  PPh Final untuk pengusaha dengan peredaran bruto tertentu mengalami perubahan, yaitu bagi orang pribadi pengusaha menghitung PPh dengan tarif 0,5% dan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun tidak dikenai PPh. Artinya wajib pajak tersebut dikenakan tarif 0% dengan penghasilan pertahun tidak melebihi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga wajib pajak tersebut lepas dari kewajiban perpajakannya.
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Menurut (Resmi, 2019) dalam bukunya Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak yang  dikenakan kepada Subjek Pajak terhadap penghasilan yang telah diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan sebelumnya telah diwujudkan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984  dan berlaku mulai 1 Januari 1984 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir kali diubah menjadi Undang-undang No 36 Tahun 2008 sebelum pada akhirnya diubah lagi dan dituangkan didalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Subjek pajak dalam pajak penghasilan ini meliputi :
1. a. orang pribadi
         b. warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, menggantikan yang berhak
2. Badan
3. Bentuk Usaha Tetap
Sedangkan yang menjadi objek pajak dalam pajak penghasilan ini dituangkan di dalam UU No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa :
“yang menjadi objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”

Berdasarkan pada Undang-undang tersebut maka dapat dilihat bahwa pajak penghasilan dari transaksi online tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk perpajakan. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa  pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
Subjek pajak penghasilan akan dikenai pajak ketika menerima maupun memperoleh penghasilan (Santoso, 2019). Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa subjek pajak penghasilan yaitu wajib pajak. Wajib pajak ini dikenai pajak atas penghasilan yang telah diperolehnya selama satu tahun pajak. Oleh sebab itu, setiap pelaku usaha UMKM yang termasuk didalamnya yaitu pengusaha online shop  memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh) ketika mendapatkan keuntungan atas usahanya mulai dari ratusan hingga miliaran rupiah untuk setiap tahunnya. Pajak penghasilan yang dikenakan kepada pelaku online shop  merupakan jenis PPh atas omzet dari penjualan.
Pengenaan tarif pajak penghasilan untuk pelaku bisnis online shop yang tidak lain merupakan UMKM yang dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus ribu rupiah) dalam setahun yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Namun pemerintah kembali menetapkan peraturan perpajakan terbaru mengenai tarif pajak penghasilan untuk UMKM maupun bisnis online shop. Kebijakan baru tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di dalam kebijakan tersebut, pelaku usaha dengan penghasilan sampai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak dikenakan pungutan pajak atau 0% yang pada peraturan sebelumnya dikenakan 0,5% atas omzet penjualan per tahun. Kebijakan ini berlaku sejak 1 April 2022.
Selanjutnya bagi UMKM yang memiliki penghasilan pertahun di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta  rupiah) akan dikenakan tarif PPh Final 0,5% dengan rincian bulan-bulan dengan total penjualan sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan batas peredaran bruto terbaru. Tarif pajak 0,5% akan dikenakan untuk bulan berikutnya dalam tahun pajak berjalan.
Setelah wajib pajak mengetahui tentang kewajiban perpajakannya dan juga telah mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku untuk pajak penghasilan maka, wajib pajak juga diberi kepercayaan penuh untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya (self assessment system). Mengingat bahwa terdapat kebijakan terbaru terkait PPh Final untuk pelaku bisnis online shop maupun UMKM, oleh karena itu, perlu diketahui cara menghitung jumlah pajak yang dikenakan kepada pengusaha online shop  maupun UMKM atas usahanya.
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	Omzet dibawah Rp.500.000.000,00

	Penghasilan perbulan x 12 bulan (tidak dikenakan pajak

	Omzet diatas Rp. 500.000.000,00
	· Penghasilan perbulan x jumlah bulan sampai batas peredaran bruto (tidak dikenakan pajak)
· Penghasilan perbulan x sisa bulan berikutnya x 0,5%


Sumber : onlinepajak.com,2022
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Tabel 2.5 Simulasi PPh Final UMKM/online shop
	Simulasi Perhitungan penghasilan
	Penghasilan satu tahun
	Peredaran bruto per tahun
	PPh Final

	Rp. 30.000.000,00 / bulan
	Rp.30.000.000,00 x 12 bulan = Rp. 360.000.000,00
	Penghasilan bruto dibawah Rp.500.000.000,00
	Dibebaskan atau 0%

	Rp. 100.000.000,00/bulan
	Rp, 100.000.000,00 x 12 bulan = Rp. 1.200.000.000,00
	Penghasilan bruto diatas Rp. 500.000.000,00
	Diberlakukan PPh Final 0,5%

Sehingga, 
Rp.100.000.000,00 x 5 bulan = Rp. 500.000.000 (tidak dikenakan pajak)

Bulan berikutnya  dikenakan 0,5%
Rp. 100.000.000 x 7 bulan = Rp. 700.000.000
Sehingga,

PPh Final = Rp. 700.000.000 x 0,5% = Rp. 3.500.000


Sumber : Mekari.com, 2022

Berdasarkan pada tabel diatas, bahwa untuk penghasilan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) perbulan memiliki peredaran bruto per tahunnya dibawah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga dibebaskan dari pengenaan PPh Final atau 0%. Sedangkan untuk penghasilan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan memiliki peredaran bruto per tahunnya sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang artinya penghasilannya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setahun sehingga,  berlaku pajak penghasilan sebesar 0,5%. Untuk 5 bulan pertama dibebaskan pajak karena omzetnya sudah mencapai peredaran bruto, sedangkan untuk 7 bulan berikutnya akan dikenakan pajak Final 0,5%.
Selain melakukan penghitungan pajak penghasilan, pelaku bisnis online shop juga juga diwajibkan untuk mengetahui tata cara membayar dan melaporkan pajak penghasilan untuk UMKM. Berikut ini tahapannya :
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	Tahap Membayar PPh Final
	1. Siapkan kode-kode pembayar atau e-billing, kode ini bisa diketahui melalui halam web resmi DJP online.
2. Gunakan kode e-billing, untuk membayar pajak PPh online shop. Untuk membayar dapat dilakukan di web resmi DJP online , kantor pos, ATM, perbankan, maupun kring pajak
3. Beritahu Nominal PPh kepada petugas, lalu setor sejumlah Nominal yang dicantUMKMan.
4. Simpan bukti pembayaran baik berupa struk (apabila membayar melalui ATM) maupun NTPM (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).

Wajib Pajak harus melunasi PPh Final yang dikenakan kepadanya pada tanggal 15 setiap bulannya.

	Tahap Melaporkan PPh Final UMKM/Online shop
	1. Buka web dari DJP online , kemudian masuk ke akun pajak menggunakan NPWP dan password  yang telah dibuat sebelumnya.
2. Klik bagian “lapor”, kemudian “E-filling”
3. Pada halaman daftar SPT klik “buat SPT’. Dilakukan untuk membuat formulir SPT baru.
4. Isi formulir SPT online  sesuai dengan kriteria pajak UMKM.
5. Lengkapi data formulir SPT PPh 1770, mengisi setiap kolong kosong sesuai permintaan, termasuk kolom penghasilan neto dalam negeri.
6. Setelah mengisi semua data yang dibutuhkan, selanjutnya muncul tampilan hasil perhitungan pajak penghasilan beserta SPT pajak berdasarkan data yang  input.
7. Status dari SPT akan muncul di bawah tampilan, yang menampilkan Nihil, Kurang bayar, atau lebih bayar. Selanjutnya periksa kembali semua data, jika telah sesuai dan tidak ada kesalahan, klik ‘langkah selanjutnya’.
8. Untuk mengirim SPT, isi kode verifikasi yang dikirimkan oleh operator melalui e-mail terlebih dahulu, setelah itu, ‘kirim SPT”.
9. Selanjutnya akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang dikirim melalui e-mail. Simpan bukti tersebut agar tidak hilang, jika suatu saat nanti diperlukan..


Sumber : Mekari.com, 2022
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Pengenaan pajak  yang akan dikenakan kepada pelaku bisnis online shop adalah jenis PPh atas pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan pada  online shop tersebut. Pengenaan pajak online shop sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tarif pengenaan yang dikenakan yaitu sebesar 1% (Lestari & Damayanti, 2019). Namun  kemudian, pemerintah telah mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013 tersebut menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Dilansir pada KOMPAS.COM telah dijelaskan bahwa pada awal tahun 2022 telah terbentuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dimana hal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah menerapkan tarif PPh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau pajak Online shop sebesar 0,5 persen, sedangkan untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak UMKM orang pribadi ditetapkan sebesar Rp. 500 juta dalam satu tahun (Kompas.com, 2021).
Jadi sebenarnya berdasarkan pada peraturan bahwa pengenaan pajak atas pelaku bisnis online shop tersebut adalah setara dengan pengenaan pajak bagi pelaku bisnis konvensional (Lestari & Damayanti, 2019). Perpajakan timbul dari pelaku bisnis online shop karena adanya transaksi perdagangan barang dan jasa yang melalui internet yang diaplikasikan di dalam media sosial maupun yang dilakukan pada aplikasi marketplace. Ketentuan mengenai pajak bagi pelaku bisnis online shop telah diatur berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 17 yang kemudian diubah ke Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang  yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Peraturan mengenai pengenaan pajak penghasilan bagi pelaku bisnis online shop juga sebelumnya telah tertuang didalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-commerce).
Berdasarkan pada Undang-Undang No 36 tahun 2008  pasal 2 ayat (1) yang menjadi subjek pajak penghasilan salah satunya yaitu orang pribadi dan badan. Pelaku bisnis online shop yang melakukan transaksi jual beli secara online dapat digolongkan sebagai subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan. Subjek pajak orang pribadi pada usaha online shop yaitu pelaku bisnis yang bersifat individu dalam menjalankan usahanya tersebut (Makalalag, 2016).
Dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat imbalan dan penghasilan yang diterima oleh pelaku bisnis online shop dalam melakukan transaksi jual beli barang/atau jasa dapat didefinisikan sebagai objek pajak PPh. Pelaku bisnis online shop  orang pribadi wajib untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Akan tetapi, masih mengikuti ketentuan pajak penghasilan secara umum. Dalam hal ini, pengenaan pajak bisnis online shop orang pribadi disamakan dengan toko konvensional (Jamain et al., 2019). Berdasarkan pada PP Nomor 23 Tahun 2018, pajak pada pelaku/pengusaha e-commerce dengan besarnya pendapatan bruto tidak melebihi Rp.4,8 M yaitu sama dengan pajak UMKM. Tarif yang diberikan yaitu 0,5% dari omzet yang diperoleh dari setiap bulannya. Oleh karena itu, pelaku bisnis online shop wajib memiliki (NPWP) dan melaporkan  Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Kompas.com).
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Berdasarkan pada penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, maka penelitian mengenai pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa kalangan. Namun di dalam penelitian ini terdapat perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan skripsi peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti sebagai berikut :
1) Dalam penelitian yang dilakukan oleh R. Ayu Ida Aryani Universitas Bumimogara Mataram tahun 2020 dengan judul penelitian  Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Pelaku Social Commerce). Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemahaman pelaku social commerce masih cukup rendah karena masih kurangnya informasi serta pelaku social commerce tersebut ketika harus  membayar pajak maka mereka akan mengikuti aturan yang berlaku namun ada juga yang beranggapan bahwa ia tidak ingin membayar pajak karena melihat dari kondisi omzet yang diterima oleh pelaku social commerce tersebut (Aryani, 2020). 
2) Agni Metta Brilyan Lestari dan Theresia Woro Damayanti (Universitas Kristen Satya Wacana 2019) dalam riset penelitian mengenai “ Pemahaman Pelaku Bisnis Online shop Atas Aturan Perpajakan : Sebuah Preliminary Study. Hasil penelitian tersebut yaitu pengusaha online shop tersebut memahami hal-hal umum terkait perpajakan, seperti kewajiban mereka dalam melakukan pembayaran pajak saat memiliki sebuah usaha. Namun pada saat penyebaran kuesioner dapat dilihat bahwa sejumlah pengusaha online shop belum memahami dengan pasti terkait pajak yang dikenakan untuk online shop (Lestari & Damayanti, 2019)
3) Widji Utami Wahyudi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman 2019) dalam penelitiannya dengan judul “Analisis Interpretasi Pajak dan Implikasinya menurut perspektif wajib pajak usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Samarinda”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari beberapa informan dalam penelitian tersebut cukup mengetahui mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, dan telah memiliki kesadaran untuk membayar pajak, namun karena kurangnya pengetahuan mengenai pengenaan pajak sehingga salah satu informan belum dapat membayar pajaknya. Implikasi dengan diadakannya kewajiban dalam membayar pajak ini cendurung mengarah  ke arah negatif (Wahyudi et al., 2019)
4) Afrizal Tahar dan Delvina Dwi Septiani (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2021) dalam penelitiannya dengan judul “Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (e-commerce) Studi Pengusaha Online Di Yogyakarta”. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa sudah seharusnya penghasilan yang diperoleh pelaku bisnis online tersebut dikenakan pajak, karena pada dasarnya mereka memperoleh pertambahan nilai ekonomis dari kegiatan transaksi online shop tersebut. Dalam penelitian yang diperoleh dari informan tersebut menyimpulkan bahwa para pelaku bisnis online shop setuju jika harus dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang telah diperoleh, namun harus terdapat batasan transaksi yang dapat dikenakan pajak penghasilan (Tahar & Septiani, 2021)
5) Dewita Puspawati (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016) dalam penelitiannya dengan judul “Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Untu k Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) (Studi Kasus Pada Pelaku Social Commerce)”. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan tersebut ialah berdasarkan pada pengetahuan pelaku social commerce untuk membayar pajak informan memilih untuk tidak membayar pajak karena kurangnya informasi bahwa mereka merupakan objek pajak dan diwajibkan membayar pajak atas penghasilan yang diterima. Sedangkan 16,6% dalam penelitian ini memilih untuk tidak membayar pajak dengan alasan bahwa bisnis online tidak perlu dikenakan pajak sementara responden lain lebih memilih untuk melihat tergantung omzet yang mereka dapatkan.
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	Nama Peneliti
	Judul
	Persamaan
	Perbedaan
	Hasil Penelitian

	R. Ayu Ida Aryani
	Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan
	Pengetahuan pelaku social commerce sebagai wajib pajak pengusaha tertentu dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan serta sikap pelaku social commerce ketika dihadapkan harus membayar pajak penghasilan
	Tempat penelitian, subjek penelitian, dan objek penelitian dan menjadi fokus penelitiannya yaitu mencari kendala yang dihadapi instansi pajak atas pemungutan pajak transaksi social commerce
	Pengetahuan tentang pelaku social commerce tentang kewajibannya tentang membayar pajak masih sangat rendah. Karena kurangnya informasi yang sampai kepada mereka dan sikap mereka ketika dihadapkan dalam membayar pajak yaitu mengikuti aturan perpajakan yang berlaku namun terdapat anggapan bahwa juga harus melihat dari besarnya omzet yang dimiliki.  Pemerintah dalam memungut pajak transaksi commerce yaitu sulitnya melacak siapa saja yang melakukan transaksi tersebut.

	Disambung ke halaman berikutnya

	



Tabel 2.7. Sambungan

	Nama Peneliti
	Judul
	Persamaan
	Perbedaan
	Hasil Penelitian

	Agni Metta Brilyan Lestari dan Theresia Woro Damayanti
	Pemahaman Pelaku Bisnis Online shop Atas Aturan Perpajakan : Sebuah Preliminary Study
	Pemahaman pajak pelaku bisnis online shop
	Tempat penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian serta salah satu fokus penelitian ialah melihat seperti apa perilaku pelaku bisnis online shop.
	Pengusaha online shop memahami terkait pembayaran pajak secara umum, namun pada saat menyimpulkan dari kuesioner bahwa sejumlah pelaku bisnis online shop belum memahami secara pasti terkait pajak yang dikenakan untuk pengusaha online shop.

	Widji Utami Wahyudi
	Analisis Interpretasi Pajak dan Implikasinya menurut perspektif wajib pajak usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Samarinda
	Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM di Samarinda
	Objek penelitian dari penelitian ini berfokus pada pelaku bisnis online shop dengan kata lain yang fokus penjualan adalah secara online
	Informan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, namun karena kurangnya pengetahuan terkait pengenaan pajak UMKM sehingga masih terdapat yang belum membayar pajak.

	Afrizal Tahar dan Delvina Dwi Septiani
	Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (e-commerce) Studi Pengusaha Online Di Yogyakarta
	Persepsi pengusaha online shop terkait penerapan pajak penghasilan e-commerce
	Tempat dan subjek penelitian yang dilakukan. 
	Sudah seharusnya penghasilan yang diperoleh oleh pelaku bisnis online shop terkait usahanya dikenakan pajak penghasilan. Informan dalam penelitian tersebut  setuju jika pengusaha online dikenakan pajak, namun harus terdapat batasan transaksi yang dapat dikenakan pajak penghasilan. 

	Dewita Puspawati
	Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Untuk Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) (Studi Kasus Pada Pelaku Social Commerce)
	Wajib pajak pengusaha tertentu dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan.
	Tempat penelitian dan objek penelitian.
	Kurangnya informasi bahwa pengusaha tertentu merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh. Terdapat informan yang setuju dan tidak setuju terkait pengenaan pajak penghasilan yang diberlakukan oleh pengusaha tertentu termasuk pelaku bisnis online shop dan e-commerce.


Sumber: Penulis, 2022
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Theory of Reasoned Action
Theory of Planned Behavior





Pemahaman Perpajakan Pelaku Bisnis Online shop dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan



Membentuk Perilaku Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan

Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Studi Kasus
Hasil Penelitian
Pengumpulan Data Dengan Metode Wawancara Dan Dokumentasi
Menentukan Informan, Jenis dan Sumber data Penelitian
Melakukan Analisis Data Dengan Menggunakan Teknik Model  Miles Dan Huberman
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Sumber : Hasil Penelitian, 2022
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METODOLOGI PENELITIAN
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Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Pendekatan studi kasus digunakan oleh peneliti untuk memahami suatu individu tertentu secara menyeluruh agar mendapatkan suatu pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut serta masalah yang akan dihadapinya dengan tujuan masalah tersebut dapat selesai dan memperoleh perkembangan yang unggul.
Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan berfokus kepada suatu kejadian dan memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi.  Permasalahan dalam penelitian ini ialah menganalisis pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan dengan studi kasus pada pelaku bisnis online shop yang berada di kota Samarinda. Segala jenis informasi yang didapatkan dari lapangan maupun data yang dikumpulkan melalui informan akan disusun ke dalam teks sehingga kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai permasalahan yang terjadi.
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Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan serta menganalisis dengan jelas dan mendetail suatu permasalahan di dalam  penelitian secara mendalam dalam bentuk rangkaian kata. Sehingga hasil dari penelitian tersebut, dijabarkan dalam bentuk deskriptif. 
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[bookmark: _Toc120840564][bookmark: _Toc120841655]Agar mempermudah peneliti dalam mengukur dan mengamati variabel dalam penelitian, maka perlu dirumuskan definisi operasional terlebih dahulu. Definisi operasional adalah suatu acuan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian. Definisi operasional ini digunakan sebagai alat ukur agar mempermudah dalam proses pengukuran  penelitian. 
Pemahaman perpajakan merupakan suatu proses wajib pajak dalam memahami dan menafsirkan mengenai perpajakan itu sendiri. Wajib pajak akan cenderung tidak patuh apabila masih minim pengetahuan tentang perpajakan. Dalam penelitian ini yaitu pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan adalah kemampuan dari pelaku bisnis online shop  yang merupakan wajib pajak orang pribadi untuk dapat memahami  perpajakan secara baik dan jelas.  Dengan pemahaman pajak yang baik maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dan berkontribusi dalam membayar pajak penghasilan yang dibebankan kepada mereka.
Pajak penghasilan merupakan salah satu dari jenis pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Pajak penghasilan lahir akibat adanya penghasilan yang telah diterima oleh WPOP atau badan tersebut dalam satu tahun pajak. Didalam penelitian ini yang menjadi indikator pengukur pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan yaitu pemahaman pajak penghasilan bagi online shop/UMKM dan peraturan perpajakan pajak penghasilan UMKM yang memuat tarif pajak penghasilan yang dikenakan, serta proses menghitung, membayar, dan melakukan pelaporan atas pajak penghasilan.
UMKM merupakan suatu usaha produktif yang dijalankan dan didirikan oleh perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 dan tidak terikat dengan perusahaan manapun. Indikator pengukur dari Pelaku bisnis online shop dalam penelitian ini yaitu UMKM kategori usaha mikro kecil yang aktivitas transaksi jual belinya dilakukan secara daring/online  dengan diukur berdasarkan pada kriteria omzet atau hasil penjualan tahunan.
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Di dalam penelitian ini penulis menggunakan subjek penelitian yaitu para pelaku bisnis online shop yang berdomisili di Kota Samarinda. Pelaku bisnis online shop tersebut merupakan UMKM yang melakukan transaksi jual beli secara daring/online. Adapun kriteria dari subjek penelitian yaitu usaha kecil dan mikro dan diukur berdasarkan pada omzet pertahun atas aktivitas atas usahanya tersebut dan bersedia melakukan wawancara.
Adapun informan dalam penelitian ini yang dilibatkan yaitu enam dari sekian banyak pelaku bisnis online shop yang ada kota Samarinda. Informan tersebut dipilih karena melihat penjualan dan lama usaha yang ditekuni. Dalam pemilihan informan, peneliti melibatkan empat pemilik usaha mikro, dan dua pemilik usaha kecil karena peneliti ingin melihat respon atau pandangan atas usaha dan berkaitan dengan pajak penghasilan. Selain itu peneliti juga melibatkan satu pegawai kantor pelayanan pajak pratama kota samarinda ulu dan satu konsultan pajak samarinda karena ingin melihat pandangannya terkait dengan peraturan perpajakan untuk pelaku bisnis online shop. Didalm penelitian ini, identitas pribadi informan akan dirahasiakan :
Tabel 3.1 . Daftar Informan Penelitian
	No.
	Inisial
	Jabatan 
	Nama Usaha
	Jenis Usaha
	Kriteria Usaha

	1.
	NA
	Pemilik 
	@Na_____@smd
	Percetakan
	Kecil

	2.
	SN
	Pemilik
	@Bu_____.aja___
	Bucket
	Mikro

	3.
	IN
	Pemilik
	@Cemil______.byin___ dan @Cemil______.pay
	Cemilan dan Pulsa
	Mikro

	4.
	MJ
	Pemilik
	@Jc
	Makanan (kue)
	Kecil

	5.
	ZA
	Pemilik
	@cal___.id
	Bucket
	Mikro

	6.
	LI
	Pemilik
	@ry_____skin.id
	Skincare
	Mikro

	7.
	MF
	Pengawas KPP
	-
	-
	-

	8.
	SU
	Konsultan Pajak
	-
	-
	-


Sumber : Hasil Penelitian, 2023
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Didalam Penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan dan perilaku pelaku bisnis online shop ketika harus memenuhi kewajiban pajak penghasilan.
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Lokasi penelitian dilaksanakan  di tempat pelaku bisnis online shop yang berada di Kota Samarinda. Pengumpulan data penelitian juga dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama  Kota Samarinda yang beralamat Jl. MT HaryoNo No.17, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur kode pos 75127 dan konsultan pajak Samarinda yang beralamat Jl. Bukit Timur GG Sultan 2 No. 12, Sempaja Selatan., Kecamatan. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
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Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022 hingga Juni 2023, terhitung sejak dilakukannya pengajuan riset penelitian terhadap narasumber terkait hingga pada tahap penyimpulan hasil penelitian. Pelaksanaan wawancara dengan informan yaitu selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) minggu yaitu pada April-Mei 2023 sejak dilakukannya pengumpulan data narasumber hingga pada tahap reduksi hasil wawancara.
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung tanpa melalui suatu perantara. Pada penelitian ini, data tersebut didapatkan dari sesi tanya jawab dengan responden baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam. Akhirnya peneliti memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian.
3.6.2 [bookmark: _Toc120190652][bookmark: _Toc120193460][bookmark: _Toc120748808][bookmark: _Toc120839995][bookmark: _Toc120840584][bookmark: _Toc120841675][bookmark: _Toc121097198][bookmark: _Toc121376614][bookmark: _Toc121376681][bookmark: _Toc121376774][bookmark: _Toc121377142][bookmark: _Toc121483580][bookmark: _Toc121484939][bookmark: _Toc121526694][bookmark: _Toc122308793][bookmark: _Toc139244163][bookmark: _Toc139877737][bookmark: _Toc139879670][bookmark: _Toc147087178]Data sekunder 
Data sekunder merupakan data yang telah dimiliki oleh peneliti dari sumber yang sebelumnya telah ada. Data tersebut dapat berupa dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel dan penelitian terdahulu yang relevan. Data tersebut berhubungan dengan penelitian yang peneliti bahas sehingga dapat memecahkan rumusan masalah yang sebelumnya telah dirumuskan oleh peneliti.Data sekunder juga diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda Ulu berupa data jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar, dan jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan dan besaran pajak yang telah di bayar. data tersebut memuat dimuat dari tahun 2018-2022.
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Teknik pengumpulan data ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diinginkan di dalam penelitiannya. Pengumpulan data harus dilakukan secara tepat dan bersungguh-sungguh, sehingga data yang didapatkan tersebut merupakan data yang valid dan relevan.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua (2) teknik dalam pengumpulan data yaitu :
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4.1 [bookmark: _Toc120190657][bookmark: _Toc120193465][bookmark: _Toc120748813][bookmark: _Toc120840000][bookmark: _Toc120840589][bookmark: _Toc120841680][bookmark: _Toc121097203][bookmark: _Toc121376619][bookmark: _Toc121376686][bookmark: _Toc121376779][bookmark: _Toc121377147][bookmark: _Toc121483585][bookmark: _Toc121484944][bookmark: _Toc121526699][bookmark: _Toc122308798][bookmark: _Toc139244168][bookmark: _Toc139877742][bookmark: _Toc139879675][bookmark: _Toc140429551][bookmark: _Toc145486019][bookmark: _Toc147087183]
4.2 [bookmark: _Toc120190658][bookmark: _Toc120193466][bookmark: _Toc120748814][bookmark: _Toc120840001][bookmark: _Toc120840590][bookmark: _Toc120841681][bookmark: _Toc121097204][bookmark: _Toc121376620][bookmark: _Toc121376687][bookmark: _Toc121376780][bookmark: _Toc121377148][bookmark: _Toc121483586][bookmark: _Toc121484945][bookmark: _Toc121526700][bookmark: _Toc122308799][bookmark: _Toc139244169][bookmark: _Toc139877743][bookmark: _Toc139879676][bookmark: _Toc140429552][bookmark: _Toc145486020][bookmark: _Toc147087184]
4.3 [bookmark: _Toc120190659][bookmark: _Toc120193467][bookmark: _Toc120748815][bookmark: _Toc120840002][bookmark: _Toc120840591][bookmark: _Toc120841682][bookmark: _Toc121097205][bookmark: _Toc121376621][bookmark: _Toc121376688][bookmark: _Toc121376781][bookmark: _Toc121377149][bookmark: _Toc121483587][bookmark: _Toc121484946][bookmark: _Toc121526701][bookmark: _Toc122308800][bookmark: _Toc139244170][bookmark: _Toc139877744][bookmark: _Toc139879677][bookmark: _Toc140429553][bookmark: _Toc145486021][bookmark: _Toc147087185]
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3.7.1 [bookmark: _Toc120190662][bookmark: _Toc120193470][bookmark: _Toc120748818][bookmark: _Toc120840005][bookmark: _Toc120840594][bookmark: _Toc120841685][bookmark: _Toc121097208][bookmark: _Toc121376624][bookmark: _Toc121376691][bookmark: _Toc121376784][bookmark: _Toc121377152][bookmark: _Toc121483590][bookmark: _Toc121484949][bookmark: _Toc121526704][bookmark: _Toc122308803][bookmark: _Toc139244173][bookmark: _Toc139877747][bookmark: _Toc139879680][bookmark: _Toc147087188]Wawancara semi terstruktur
Dalam menggali informasi dari seorang informan maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur. Dimana dalam hal ini peneliti mengajukan suatu pertanyaan yang sebelumnya pertanyaan tersebut telah disusun oleh peneliti namun bisa saja terdapat pertanyaan diluar dari pedoman wawancara yang sebelumnya telah dibuat. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan informasi lebih dalam lagi. Peneliti menggunakan teknik wawancara ini apabila ingin melakukan suatu studi penelitian untuk menemukan suatu masalah yang akan diteliti dan dapat digunakan juga sebagai sarana peneliti kepada partisipan/responden untuk memecahkan suatu masalah terkait penelitian yang akan diteliti secara mendalam dengan jumlah responden yang sedikit.
Wawancara dilakukan kepada pelaku bisnis  online shop untuk dapat diketahui pemahaman perpajakannya dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan dan dapat mengetahui pendapat ataupun tanggapan dari pelaku bisnis online shop tersebut terkait perilakunya jika dihadapkan pada situasi harus memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Tidak hanya pelaku bisnis online shop saja yang melakukan wawancara. Namun pihak instansi pajak seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda dan Konsultan Pajak Kota Samarinda juga ikut seerta menjadi informan dalam penelitian ini
Peneliti melakukan wawancara kepada 8 informan yang terbagi atas enam pelaku bisnis online shop yang berdomisili di Kota Samarinda (empat orang yang mewakili kategori usaha mikro & dua orang yang mewakili kategori usaha kecil), satu orang   staff dari KPP Pratama Samarinda, dan satu orang konsultan pajak. Para informan tersebut merupakan kunci untuk mendapatkan jawaban dari penelitian yang sedang dilakukan. Jawaban dari berbagai informan tersebut akan disusun ke dalam sebuah teks sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada responden.
Pada saat proses wawancara berlangsung, peneliti menggunakan handphone untuk membantu dalam merekam pembicaraan atas izin informan. Wawancara dilakukan dalam durasi 10-30 menit. Kemudian, peneliti akan melakukan transkrip wawancara untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus pada penelitian ini. Peneliti juga menyampaikan kepada informan apabila data yang telah diperoleh tersebut kurang atau diragukan maka penelitian akan kembali pada sumber yang sama.
3.7.2 [bookmark: _Toc147087189]Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu bentuk pengumpulan data kualitatif yang memiliki banyak fakta dan tersimpan di dalam bentuk dokumen. Data tersebut dapat berbentuk surat, dokumen negara, Undang-Undang, data yang tersedia di website dan dokumen pendukung lainnya yang sehubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data-data tersebut memiliki sifat yang tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga dapat digunakan untuk menggali informasi yang terjadi dimasa lalu dan membandingkannya dengan masa sekarang. Didalam penelitian ini juga menggunakan data jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar didaerah Samarinda Ulu yang melaporkan dan membayar pajaknya sebagai data pendukung pernyataan informan.
[bookmark: _Toc120840008][bookmark: _Toc120840597][bookmark: _Toc120841688][bookmark: _Toc121097211][bookmark: _Toc121376627][bookmark: _Toc121376694][bookmark: _Toc121376787][bookmark: _Toc121377155][bookmark: _Toc121483593][bookmark: _Toc121484952][bookmark: _Toc121526707][bookmark: _Toc122308806][bookmark: _Toc139244175][bookmark: _Toc139877749][bookmark: _Toc139879682][bookmark: _Toc147087190]Triangulasi Data
Metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data penelitian yaitu menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sebelumnya telah ada. Triangulasi artinya peneliti mengumpulkan data secara berbeda-beda dengan tujuan mendapatkan informasi dari sumber yang sama.
Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi metode yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data. Selain menggunakan wawancara peneliti juga menggunakan dokumentasi berupa data wajib pajak dari kantor pelayanan pajak pratama samarinda ulu dan juga menggunakan jurnal maupun peraturan perpajakan yang dapat mendukung hasil wawancara.
[bookmark: _Toc120190664][bookmark: _Toc120193472][bookmark: _Toc120748821][bookmark: _Toc120840009][bookmark: _Toc120840598][bookmark: _Toc120841689][bookmark: _Toc121097212][bookmark: _Toc121376628][bookmark: _Toc121376695][bookmark: _Toc121376788][bookmark: _Toc121377156][bookmark: _Toc121483594][bookmark: _Toc121484953][bookmark: _Toc121526708][bookmark: _Toc122308807][bookmark: _Toc139244176][bookmark: _Toc139877750][bookmark: _Toc139879683][bookmark: _Toc147087191]Teknik Analisis Data
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman (1984), dimana analisis data ini dilakukan pada saat pengumpulan data dilapangan yang dilakukan secara terus menerus hingga datanya sudah jenuh dan seluruh data telah terkumpul dalam waktu tertentu. teknik analisis data model Miles dan Huberman, sebagai berikut :
[image: Analisis Data Kualitatif PTK Menurut Milles dan Huberman (1984) | MiniNote]
[bookmark: _Toc139244177][bookmark: _Toc139877751][bookmark: _Toc139879684][bookmark: _Toc140429560][bookmark: _Toc145486028][bookmark: _Toc147087192]Gambar 3.1. Analisis Data Model Miles dan Huberman (1984)
Sumber : Sugiyono, 2014

Analisis data yang dilakukan peneliti yaitu diperoleh dari data hasil wawancara mendalam oleh informan baik langsung dilapangan maupun tidak langsung, dan dari dokumen-dokumen pendukung yang sehubungan dengan penelitian ini. 
Pada saat pengumpulan data tersebut dilakukan, maka peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban. Apabila peneliti merasa bahwa jawaban tersebut kurang memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi hingga memperoleh data yang dapat dipercaya. Data yang dikumpulkan tersebut cukup banyak sehingga perlu dirincikan dan dicatat dengan teliti. Apabila hasil dari pengumpulan data tersebut telah dimiliki, data kemudian direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal pokok yang menjadi bahasan dari penelitian. Pemilihan hal-hal pokok ini penting dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk menyajikan data. 
Setelah melakukan reduksi data, maka selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar dapat tersebut memiliki pola yang saling berhubungan agar mudah dipahami. Data yang diperoleh setelah melakukan reduksi data, maka data tersebut dikategorikan berdasarkan pada permasalahan. Penyajian data tersebut dilakukan secara deskriptif. Dari hasil yang telah dikumpulkan pada tahap pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, maka selanjutnya akan ditarik sebuah kesimpulan untuk dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang sebelumnya telah dirumuskan di awal. Kesimpulan yang diperoleh tersebut akan disimpulkan sementara. kesimpulan sementara tersebut perlu diverifikasi. Teknik verifikasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan teknik triangulasi data.
[bookmark: _Toc120190665][bookmark: _Toc139244178]Jawaban dari informan  yang berbeda-beda membuat tingkat pemahaman menjadi bervariasi dan data yang dianalisis pun akan semakin banyak. Oleh karena itu, peneliti menggunakan analisis data tersebut untuk menarik suatu kesimpulan secara mendasar dari data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan maupun berdasarkan pada dokumen-dokumen terkait.
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4.1 [bookmark: _Toc139244180][bookmark: _Toc139877754][bookmark: _Toc139879687][bookmark: _Toc147087195]Hasil Penelitian
4.1.1 [bookmark: _Toc139244181][bookmark: _Toc139877755][bookmark: _Toc139879688][bookmark: _Toc147087196]. Gambaran umum informan
Di dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu terdiri dari delapan orang, yakni empat informan dari pelaku bisnis online shop kategori usaha kecil, dua orang informan pelaku bisnis online shop kategori usaha mikro, satu orang informan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda, dan satu orang informan dari kantor konsultan pajak yang berada di Kota Samarinda. Identitas para informan didalam penelitian ini dirahasiakan dengan artian bahwa nama dari informan tidak dicantumkan demi memenuhi etika dalam penelitian dengan melindungi privasi informan. Hal ini dilakukan oleh peneliti karena tidak ingin menimbulkan perasaan tidak nyaman maupun merasa dirugikan setelah penelitian ini akhirnya dipublikasikan. Berikut dibawah ini merupakan gambaran umum informan penelitian.
a. Informan pertama (NA)
Informan pertama merupakan pelaku bisnis online shop yang berada di Kota Samarinda. Informan ini berinisial NA yang memiliki usaha online dengan jenis usaha percetakan. Saat ini NA merupakan seorang mahasiswi yang berusia 20 tahun. NA sendiri sudah menjalankan usahanya tersebut sekitar 6 tahun. Didalam wawancara tersebut NA mengaku bahwa ia sudah mendirikan usahanya sejak masih duduk dibangku SMP. NA mempromosikan dan melakukan penjualan melalui instagram dan whatsapp. NA juga menjalankan usahanya tersebut hanya dirumah sendiri di daerah Samarinda Seberang. Selama itu dia sudah menjalanakan kegiatannya sebagai pelaku bisnis online shop secara maksimal.
Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan NA, suasana yang dapat dirasakan yaitu perasaan santai dan tidak terlalu kaku. Peneliti mendatangi lokasi tempat NA berada sekaligus merupakan lokasi usahanya sekitar pukul 19.30 WITA untuk dapat melaksanakan wawancara. Wawancara sendiri berlangsung selama kurang lebih 15-30 menit. NA sendiri merupakan seorang yang mampu menceritakan pendapatnya secara terbuka, hal ini terbukti dari cara NA dalam menjawab setiap pertanyaan yang peneliti berikan.
b. Informan kedua (SN)
Informan kedua yaitu seorang pelaku bisnis online shop di Kota Samarinda yang hanya melakukan usahanya secara online dengan maksud lain yaitu tidak memiliki toko. Informan ini berinisial SN. SN sendiri merupakan lulusan dari S1 Farmasi, ia menjalankan usahanya sambil bekerja disuatu klinik. Jenis usaha yang dijalankan SN yaitu membuat berbagai jenis bucket tergantung pada orderan pelanggan. SN sendiri sudah menjalankan usahanya sekitar 16 bulan atau dalam artian 1 tahun 4 bulan. SN melakukan promosi dari usahanya yaitu melalui platform instagram dan whatsapp. SN melakukan penjualannya di kostnya yang berada di JL pramuka, sementara SN sendiri berasal dari Balikpapan. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan SN suasananya sedikit santai dan berlangsung cukup singkat dikarenakan sudah malam. Peneliti mendatangi lokasi informan pada pukul 20.30 WITA untuk melaksanakan wawancara. Wawancara sendiri berlangsung kurang lebih 10-15 menit. SN merupakan orang yang santai sehingga dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dengan tanpa terburu-buru.
c. Informan ketiga (IN)
Informan ketiga merupakan salah satu dari informan pelaku bisnis online shop yang berada di Kota Samarinda tepatnya di Kecamatan Loa Janan Ilir. Informan tersebut berinisial IN, dan merupakan seorang mahasiswa yang saat ini berusia 22 tahun. IN sendiri melakukan kegiatan perdagangan online ini sudah berlangsung selama 3 tahun. IN memiliki 2 jenis usaha dalam transaksi online ini. IN melakukan promosi penjualan dagangannya itu melalui instagram dan mitra shopee dan melakukan prosesnya dirumah yang merupakan lokasi dari usaha yang dijalankannya. IN sendiri memiliki suatu motivasi untuk membangun usahanya yaitu karena pada saat pendirian usaha tersebut IN membutuhkan uang tambahan sehingga akhirnya jualan online. Jenis usaha yang dilakukan oleh IN yaitu cemilan dan jasa pembayaran secara online. Pada saat melakukan wawancara dengan informan IN suasana yang diberikan cukup santai dan berlangsung dengan pembicaraan yang tidak kaku. Wawancara tersebut berlangsung selama 15-30 menit. Peneliti mendatangi kediaman dari informan tersebut yaitu pada pukul 19.00 WITA atas permintaan dari informan untuk melaksanakan wawancara serta peneliti disambut dengan baik dan IN merupakan orang yang ramah.
d. Informan keempat (MJ)
Informan keempat merupakan salah satu pelaku bisnis online shop yang berada di Kota Samarinda yang memiliki usaha online yang cukup besar. Owner dari pemilik online shop @JC ini memiliki inisial MJ yang saat ini berusia 30 tahun. MJ sendiri merupakan seorang lulusan dari D3 Keperawatan. Jenis usaha yang dilakukan oleh MJ merupakan jenis usaha makanan yang berupa kue. MJ mempromosikan jualannya melalui instagram dan facebook. MJ mengembangkan usahanya ini sekitar 5-6 tahun. MJ sendiri membuka usaha tersebut dengan alasan agar bisa mengurus anak sambil bekerja. MJ mengungkapkan bahwa dulu ia sempat bekerja dirumah sakit.  Selama menjadi wajib pajak MJ selalu menjalankan kewajiban perpajakanya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yakni membayar dan melaporkan pajaknya untuk menjadi penerimaan negara.
Peneliti mengunjungi lokasi dari MJ yang merupakan lokasi usaha tersebut yakni yang berada di Jl. AW. Syahranie. Peneliti datang sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama yaitu pada pukul 10.00 WITA. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan MJ suasana yang yang tercipta yaitu tidak kaku dan santai. MJ juga merupakan orang yang ramah dan dapat menjawab pertanyaan wawancara dengan baik dan jelas.
e. Informan kelima (ZA)
Informan kelima yaitu seorang pelaku bisnis online shop yang berada di Kota Samarinda. Insial dari pelaku bisnis online shop ini adalah ZA. ZA sendiri merupakan mahasiswa yang saat ini masih menempuh pendidikan disalah satu Universitas di Kota Samarinda. ZA usaha online yang ditekuni oleh ZA merupakan usaha pembuatan bucket yang sudah berlangsung selama 2 tahun. ZA membuat bucket sesuai dengan request dari pembeli atau custumer. ZA melakukan pembuatan bucket di rumahnya sendiri lokasinya yaitu di Jl Merdeka 1. ZA melakukan promosi penjualan di platform Instagram, Facebook, dan Whatsapp. ZA memutuskan untuk membangun usahanya dengan melihat peluang yang ada, ia melihat bahwa ia memiliki banyak teman-teman disektarnya yang juga merupakan mahasiswa dan setiap tahunnya terdapat kelulusan mahasiswa yang mungkin membutuhkan bucket.
Peneliti melaksanakan wawancara dengan ZA di Universtias tempat ZA berkuliah. Hal ini sebelumnya telah disepakati oleh ZA dan atas permintaan dari ZA sendiri. Proses wawancara dilakukan pada pukul 13.30 WITA dan berlangsung kurang lebih 10-20 menit dengan diawali dengan pembahasan yang ringan. ZA merupakan orang yang ramah sehingga pada saat proses wawancara berlangsung tercipta suasana yang santai dan tidak kaku. ZA mampu menjawab pertanyaan 
f. Informan keenam (LI)
Informan keenam merupakan salah satu pelaku bisnis online shop yang menjalankan kegiatan usaha onlinenya di Kota Samarinda. Informan ini berinisial LI yang merupakan seorang mahasiswa yang masih menempuh pendidikan disalah satu Universitas Kota Samarinda. LI saat ini berusia 22 tahun dan telah menjalankan usahanya kurang lebih 2-3 tahunan. Jenis usaha online yang dijalankan oleh LI adalah usaha skincare. LI melaksanakan kegiatan usahanya di kostnya yang berada di Jl Juanda dan juga tidak lain merupakan lokasi dari usahanya tersebut. Dalam menjalankan usahanya tersebut LI sebelumnya telah melihat peluang yang cukup menjanjikan pada awal perintisan usahanya. Pada awal perintisan usahanya tersebut yaitu pada tahun 2020 dimana kasus Covid sangat besar sehingga banyak orang yang hanya berdiam diri dirumah dan melakukan pekerjaan dirumah. Bahkan banyak transaksi penjualan dilakukan secara online. Hal inilah yang menjadi alasan LI untuk membangun usahanya tersebut.
Peneliti mengunjungi LI di kostnya sekitar pukul 15.30 untuk melaksanakan wawancara dan juga pengisian kuesioner. Wawancara berlangsung selama kurang lebih 15-20 menit. LI dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan jelas. LI sendiri merupakan orang yang ramah sehingga pada saat melakukan wawancara kondisinya cukup santai meskipun banyak anak kecil dilokasi tersebut. 
g. Informan ketujuh (KPP-MF)
Informan ketujuh merupakan salah satu pelaksana di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu. Informan tersebut berinisial MF. MF sendiri berusia 24 tahun dan telah menjalani masa kerja tersebut sekitar 3 tahun. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pajak Pratama Samarinda Ulu pada tanggal 09 Mei 2023 pukul 10.00. Terdapat sedikit kendala yang yang terjadi sehingga waktu untuk melakukan wawancara sedikit terulur dikarenakan kesibukan dari informan sendiri. Wawancara akhirnya dapat terlaksana dan berlangsung kurang lebih 15.-30 menit. MF merupakan orang yang ramah dan juga tenang. Sehingga pada saat melakukan wawancara tercipta suasana yang santai namun terarah dan MF juga dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan memahami maksud dari pertanyaan wawancara peneliti. 


h. Informan kedelapan (konsultan pajak-SU)
Informan kedelapan dalam penelitian ini merupakan seorang konsultan pajak yang berada di Kota Samarinda. Informan tersebut memiliki inisial SU dan telah menjadi konsultan pajak selama 3 tahun. SU sendiri memiliki klien tetap pelaku bisnis online shop sebanyak 3 klien. Selain menjadi konsultan pajak SU sendiri juga merupakan seorang menajer pajak di salah satu PT yang berada di Kota Samarinda. 
Peneliti mengunjungi kediaman SU yang juga merupakan kantor konsultan pajak yang bersangkutan pada hari Sabtu pukul 13.00 WITA. Lokasi dari kediaman SU sendiri berada di Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara. SU merupakan seseorang yang ramah dan juga santai. Sebelum masuk kepembahasan kami berbincang sedikit diluar dari pembahasan wawancara yang akan dibahas guna membuat suasana menjadi santai. Proses wawancara berlangsung kurang lebih 15-25 menit. SU dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan dengan jawaban yang jelas. Peneliti juga disuguhkan minum, sehingga memberi kesan yang baik.
4.1.2 [bookmark: _Toc139244182][bookmark: _Toc139877756][bookmark: _Toc139879689][bookmark: _Toc147087197]. Pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di Kota Samarinda
Pemahaman perpajakan merupakan suatu dasar pembentuk dari kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi maupun badan. Pemahaman yang baik tentunya akan menghasilan tingkat kesadaran pajak yang baik pula, sehingga wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya dan berkontribusi dalam hal pembayaran pajak. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada keenam pelaku bisnis online shop yang berkaitan dengan pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan, dan dua informan pendukung pernyataan dari pelaku bisnis online shop. Maka dibawah ini disajikan data lapangan yang diperoleh :
4.1.2.1 [bookmark: _Toc139244184][bookmark: _Toc139877757][bookmark: _Toc139879690][bookmark: _Toc147087198]. Pemamahan pajak penghasilan UMKM/online shop
Pemahaman pajak penghasilan UMKM merupakan sesuatu yang sudah seharusnya dimiliki oleh para pelaku bisnis online shop untuk dapat memahami kewajiban pajak penghasilan atas usahanya. Namun pada kenyataannya pemahaman pajak penghasilan baik umum maupun pajak penghasilan terkait UMKM belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh pelaku bisnis online shop. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :
“ Belum” (NA-12)
“ Belum tau” (IN-11)
“ Kurang mengetahui” (LI-10) 

Dari pernyataan yang disampaikan oleh NA, IN, dan LI diatas bahwa ketiga  informan pelaku bisnis online shop tidak mengetahui tentang pajak penghasilan UMKM. ZA menjelaskan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut dengan berdasarkan pada penghasilan. (ZA-10). MF juga menjelaskan terkait pemahaman pajak penghasilan UMKM dalam kutipan wawancaranya :
“….Gak semuanya sih, tapi beberapa mayoritas sudah paham lah” (MF-13)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh MF bahwa mayoritas dari informan pelaku bisnis online shop telah paham terkait kewajiban perpajakannya. Meskipun demikian, terdapat beberapa anggapan bahwa pelaku bisnis online shop hanya mengetahui pajak penghasilan namun tidak mengetahui pajak penghasilan untuk UMKM. Seperti yang diungkapkan oleh SN berikut kutipan wawancaranya :
“Tau. Tapi untuk bisnis online, gak tau . Kalau untuk yang kecil-kecil gini harus bayar pajak itu gak tau” (SN-11).

Dari pernyataan tersebut bahwa SN memiliki pemahaman terkait pajak penghasilan, namun ia tidak mengetahui pajak penghasilan yang dibebankan kepada UMKM maupun bisnis online shop. MJ memiliki respon yang berbeda terkait dengan pemahaman pajak penghasilan UMKM. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :
“Pajak penghasilan, iya tau. Kayaknya itu yang saya terapkan dipembayaran saya. Jadi saya hitung, perbulan berapa, pertahun berapa. Karena kan saya belum ada NPWP usaha, masih pakai yang pribadi, tapi saya hitung dari hasil usaha saya” (MJ-10)

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh MJ bahwa ia tidak mengetahui secara pasti pembayaran pajak yang ia lakukan, namun secara tidak langsung ia melaksanakan kewajiban pajak penghasilannya meskipun ia belum memiliki pemahaman yang cukup terkait pajak penghasilan. MJ hanya menghitung dari hasil usaha yang dimilikinya. Hal tersebut juga diungkapkannya pada percakapan wawancaranya yaitu :
“saya hitung dari profit bersih, per bulan, lalu saya kalkulasikan ke pertahun 1% sampai 1,5% kadang saya kasih 2% tapi minimal di 1%” (MJ-12)

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh MJ tersebut bahwa ia menghitung tarif yang ia gunakan selama melaksankan kewajiban perpajakannya, tarif yang ia gunakan adalah 1% bahkan hingga 2%.
Tarif pajak merupakan suatu dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk dapat menghitung pajak yang dibebankan kepada wajib pajak pelaku bisnis online shop. Namun dengan pemahaman pajak penghasilan UMKM yang minim, mengakibatkan para pelaku bisnis online shop tidak mengetahui informasi tarif yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan UMKM maupun kepada pelaku bisnis online shop. Hal tersebut sejalan dengan pemahaman pajak penghasilan UMKM yang diungkapkan oleh informan pelaku usaha pada tabel 4.1. Tarif pajak UMKM yang berlaku saat ini ialah 0% atau tidak dikenakan pajak atas usaha yang dilakukan. Pengenaan tarif 0% diberlakukan dengan ketentuan penghasilan bruto dari wajib pajak atau pelaku bisnis online shop maupun UMKM lain itu ialah dibawah Rp. 500.000.000,00. Hal demikian juga disampaikan oleh MF sebagai pihak KPP Pratama Samarinda Ulu. Berikut merupakan kutipan wawancara dari MF :
“…kemudian yang terbaru ditahun 2022 berdasarkan UU No. 7, pemerintah memberikan insentif bagi UMKM orang pribadi, bagi wajib pajak yang omzetnya dibawah Rp. 500.000.000 itu tidak ada kewajiban, tidak dikenakan pajak, tapi diantara Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp.4,8 Miliar itu tetap dikenakan pajak 0,5%......” (MF-3).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh MF bahwa pemerintah memberikan insentif atau keringanan kepada wajib pajak UMKM maupun pelaku bisnis online shop dalam hal tarif pajak UMKM yang dibebankan. Tarif pajak yang dibebankan yaitu sebesar 0% dengan ketentuan penghasilan bruto per tahun yang dihasilkan dibawah Rp. 500.000.000,00, namun jika usaha tersebut diatas Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 4,8 Miliar maka akan tetap dipungut pajak sebesar 0,5% dari penghasilannya.
Tarif pajak penghasilan UMKM merupakan bagian dari peraturan perpajakan pajak penghasilan UMKM yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Namun pemahaman terkait dengan peraturan pajak penghasilan UMKM juga masih kurang dipahami oleh pelaku bisnis online shop. Hal tersebut diungkapkan oleh pelaku usaha online shop  yang terdapat pada tabel 4.1. 
Berdasarkan pada kumpulan hasil temuan terkait pemahaman tarif pajak penghasilan UMKM dan pemahaman peraturan perpajakan UMKM dan yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pelaku bisnis online shop, maka dibawah ini disajikan pada tabel 4.1. 
Tabel 4.1 Pemahaman Pajak Penghasilan UMKM/online shop
	Kode Informan
	Pemahaman Pajak Penghasilan UMKM

	
	Tarif Pajak Penghasilan UMKM
	Peraturan Perpajakan UMKM

	NA
	Tidak mengetahui tarif pajak UMKM (NA-17)
	Tidak mengetahui peraturan perpajakan UMKM (NA-16)

	SN
	Tidak mengetahui tarif pajak UMKM (SN-17)
	Tidak mengetahui peraturan perpajakan UMKM (SN-15)

	IN
	Tidak mengetahui tarif pajak UMKM (IN-16)
	Tidak mengetahui peraturan perpajakan UMKM (IN-15)

	MJ
	Mengetahui tarif pajak UMKM (MJ-12)
	Tidak mengetahui peraturan perpajakan UMKM (MJ-14)

	ZA
	Tidak mengetahui tarif pajak UMKM (ZA-16)
	Tidak mengetahui peraturan perpajakan UMKM (ZA-14)

	LI
	Tidak mengetahui tarif pajak UMKM (LI-16)
	Mengetahui peraturan perpajakan UMKM (LI-14)


Sumber : Data diolah, 2023

Dari hasil temuan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman tarif pajak penghasilan UMKM dan pemahaman peraturan perpajakan UMKM masih minim atau kurang. Terbukti bahwa hanya 16,6% informan pelaku bisnis online shop yang mengetahui tarif pajak penghasilan UMKM dan hanya 16,6% informan yang mengetahui peraturan perpajakan UMKM. Pelaku usaha yang memiliki pemahaman tarif pajak penghasilan yaitu MJ. Dalam kutipan wawancara MJ menyampaikan bahwa :
“…saya kalkulasikan ke pertahun 1% sampai 1,5% kadang saya kasih 2% tapi minimal di 1%” (MJ-12)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh MJ bahwa secara tidak langsung ia mengetahui adanya tarif penghasilan yang dibebankan kepada pelaku bisnis online shop maupun UMKM. Meskipun MJ tidak mengetahui tarif pajak penghasilan yang berlaku saat ini, namun ia mengetahui pemotongan pajak pertahun dengan mengkalkulasikan hasil pendapatan setahun dengan tarif sebesar 1% hingga 2%. 
Berdasarkan pada hasil temuan dari konfirmasi ulang terkait pemahaman peraturan perpajakan UMKM, LI dalam wawancaranya menyatakan bahwa untuk usaha online juga bisa dikenakan pajak yaitu pajak PPh Final UMKM. Berikut merupakan kutipan wawancara yang diungkapkan oleh LI :
“…kalau usaha online itu bisa dikenakan pajak, kalau tidak salah ya itu PPh Final UMKM…” (LI-14)

Selain pemahaman perpajakan yang baik yang harus dimiliki oleh wajib pajak pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya, untuk dapat melaksanakan kewajiban pajak penghasilannya baik membayar pajak maupun melaporkan pajaknya, Seorang wajib pajak memerlukan NPWP sebagai identitas dan syarat untuk dapat melaksanakan kewajiban pajaknya. Pemahaman terkait dengan NPWP sudah seharusnya dimiliki oleh setiap wajib pajak. Untuk menjadi seorang wajib pajak handaklah memiliki kesadaran untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP. Hal tersebut wajib dilakukan karena merupakan salah satu bentuk kewajiban wajib pajak. Seperti yang diungkapkan oleh (MF) sebagai pihak pengawas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu. Berikut kutipan wawancaranya :
“Jadi untuk pendaftaran NPWP itu kan kesadaran masing-masing,….” (MF-2).	

Didalam percakapan wawancara tersebut, MF juga menjelaskan bahwa kewajiban sebagai wajib pajak ialah mendaftar diri, menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya. Berikut kutipan wawancaranya :
“...Jadi masyarakat Indonesia sendiri diwajibkan untuk mendaftarkan diri, mendaftar, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.” (MF-19).

Menurut MF didalam percakapan tersebut mendaftarkan diri yang dimaksud ialah mandaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan memperoleh NPWP dan MF juga menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Pelaku bisnis online shop juga mengemukakan pendapatnya terkait NPWP dan kepemilikan NPWP. Hal demikian disajikan pada tabel 4.2.
Tabel 4.2. Pemahaman NPWP 
	Kode informan
	Pemahaman NPWP

	
	Kepemilikan NPWP
	Pemahaman

	NA
	Belum memiliki (NA-1)
	NPWP adalah  tanda memiliki penghasilan (NA-7), dan belum memahami prosedur NPWP (NA-8)

	SN
	Belum memiliki (SN-1)
	NPWP adalah buat bekerja (SN-7), dan belum memahami prosedur NPWP (SN-8)

	IN
	Belum memiliki (IN-1)
	NPWP adalah data diri (IN-06) dan belum mengetahui prosedur NPWP (IN-7)

	MJ
	Memiliki NPWP (MJ-1)
	NPWP adalah Nomor pajak (MJ-6) dan prosedur NPWP langsung ke dinas pajak (MJ-7)

	ZA
	Memiliki NPWP (ZA-1)
	NPWP adalah  suatu identitas (ZA-6), dan melakukan prosedur NPWP melalui website NPWP (ZA-7)

	LI
	Belum memiliki (LI-1) 
	NPWP adalah  identitas wajib pajak (LI-6) dan belum memahami prosedur NPWP (LI-7)


Sumber : Data diolah, 2023
Berdasarkan pada tabel 4.2 diatas maka, hanya 33,3% Informan pelaku usaha pada penelitian ini yang memiliki NPWP. Meskipun demikian, mereka mengetahui makna dari NPWP itu sendiri. Kesimpulan dari percakapan dari para pelaku usaha tersebut ialah mereka menjelaskan bahwa NPWP merupakan suatu identitas atau Nomor pajak wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak setelah memiliki penghasilan. Namun meskipun mereka memahami definisi dari NPWP tersebut, mereka masih belum mengetahui prosedur untuk memperoleh NPWP. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman perpajakan oleh wajib pajak khususnya bagi pelaku bisnis online shop.  
4.1.2.2 [bookmark: _Toc139244185][bookmark: _Toc139877758][bookmark: _Toc139879691][bookmark: _Toc147087199]. Pandangan terkait peraturan perpajakan pajak penghasilan UMKM
Peraturan perpajakan pajak penghasilan UMKM tidak lepas dari peran pemerintah yang membuat peraturan tersebut. Peraturan perpajakan pajak penghasilan UMKM yang berlaku mendapatkan respon dari berbagai pandangan, baik positif maupun negatif. Pandangan terkait peraturan perpajakan UMKM disampaikan oleh pelaku bisnis online shop, pelaksana KPP Pratama Samarinda Ulu, dan Konsultan Pajak. Dari hasil temuan peneliti, maka pelaku bisnis online shop memberikan pandangannya terkait peraturan perpajakan UMKM. Dibawah ini disajikan tabel 4.3.
Tabel 4.3 Respon Pelaku Bisnis Online shop Terhadap Peraturan Perpajakan UMKM
	Kode Informan
	Respon Informan

	
	Pelaksanaan Sosialisasi
	Pemberlakuan Pajak penghasilan Online shop
	Tanggapan
	Saran/Keluhan

	NA
	Belum pernah dilakukan sosialisasi (NA-15)
	Boleh diberlakukan pajak (NA-13)
	Tidak terbebani karena memiliki penghasilan (NA-23)
	Lebih memperhatikan UMKM atau Online shop dan memberikan informasi terkait pajak (NA-27)


Disambung ke halaman berikutnya


Tabel 4.3 Sambungan
	Kode Informan
	Respon Informan

	
	Pelaksanaan Sosialisasi
	Pemberlakuan Pajak penghasilan Online shop
	Tanggapan
	Saran/Keluhan

	SN
	Belum pernah dilakukan sosialisasi (SN-14)
	Tidak adil (SN-12)
	Setuju dengan pemberlakuan peraturan UMKM 0% bagi yang berpenghasilan dibawah Rp. 500.000.000,00 (SN-16) 
	Tidak ada saran lain selama tarif pajak adil (SN-26)

	IN
	Tidak pernah mengikuti sosialisasi (IN-14)
	Sedih (IN-12)
	Setuju , karena tidak mengurangi penghasilan yang sudah kecil (IN-17)
	Lebih sering melakukan sosialisasi (IN-25)

	MJ
	Belum pernah diadakan sosiaslisasi (MJ-13)
	Tidak keberatan (MJ-11)
	Berapapun penghasilannya tetap wajib bayar pajak (MJ-15)
	Gak diberlakukan tarif 0%, kembali pada 0,5% (MJ-23)

	ZA
	KPP pernah melakukan sosialisasi, namun tidak mengikuti (ZA-13)
	Tidak ada tanggapan (ZA-11)
	Cukup adil dengan tarif 0% (ZA-15)
	Tidak membebani UMKM dan hanya memungut pada usaha menengah keatas (ZA-26)

	LI
	Belum pernah dilakukan sosialisasi (LI-13)
	Tidak mempermasalahkan, namun kurang adil jika omzet kecil (LI-11)
	Tidak masalah dengan peraturan pajak UMKM (LI-15) dan 
Tarif 0% bisa jika belum mencapai ratusan juta, penghasilan diatas ratusan bisa 0,5% (LI-17)
	Wajib pajak harus lebih pintar mencari informasi (LI-21), serta pemerintah lebih mempermudah administrasi perpajakan (LI-25)


Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan pada tabel diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaku usaha memberikan tanggapan atau respon yang berbeda-beda terhadap peraturan perpajakan UMKM. Meskipun demikian, terdapat kesamaan dari respon pelaku bisnis online shop terhadap pelaksanaan sosialisasi baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun instansi terkait maupun yang diikuti oleh wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan pada hasil penelitian, pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun instansi terkait masih kurang maksimal dilakukan sosialisasi langsung kepada wajib pajak pelaku bisnis online shop. Hal tersebut dibuktikan oleh pelaku usaha NA, SN, IN, MJ, dan LI. Kelima pelaku usaha memberikan penyataan bahwa belum pernah dilakukan sosialisasi perpajakan oleh instansi terkait. Namun ZA memberikan pendapat lain bahwa mungkin saja pemerintah maupun instansi terkait pernah melakukan sosialisasi, tetapi ia tidak pernah mengikuti sosialisasi langsung yang diadakan oleh pemerintah maupun instansi terkait.
Pelaksanaan sosialisasi dibutuhkan guna memberikan pemahaman kepada wajib pajak baik itu badan maupun pribadi guna memenuhi kewajiban perpajakannya. Pihak dari KPP juga memberikan tanggapan terkait pelaksanaan sosialisasi. Berikut merupakan kutipan wawancara MF sebagai pihak dari KPP :
“…Jadi untuk sosialisasi peraturan yang terbaru itu setiap hari atau setiap hari itu kita stel video di kantor pajak itu dibagian pelayanan bahwa ada fasilitas perpajakan yang UMKM (MF-25) 

Kemudian MF juga melanjutkan dengan pernyataan dibawah ini :
“…Kemudian sosialisasi, setiap adanya kelas pajak atau ada kami kunjungan lapangan keluar itu kami selalu sosialisasikan baik ke UMKM atau ke bagian perusahaan” (MF-25).

Untuk itu, MF juga menegaskan kepada wajib pajak untuk dapat aktif mencari informasi secara mandiri terkait peraturan perpajakan yang berlaku untuk usahanya. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :
“…untuk kewajiban perpajakan mereka bisa lebih aktif yah dalam mencari informasi tentang pajak yang saat ini berlaku. Karena untuk peraturan perpajakan sendiri kan update terus yah tidak stuk setiap tahun terus, selalu ada update-updatenya. Terus  mereka juga bisa lebih aktif untuk konsultasi ke kantor pajak apabila ada kendala yang dialami. Baik dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya. Dan juga mereka lebih bersifat terbuka pada setiap informasi perpajakan yang ada, jangan menutup diri” (MF-24).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh pihak KPP (MF) bahwa, mereka sudah pernah melakukan sosialisasi baik kepada UMKM maupun kunjungan kepada perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, dikantor pajak setiap hari juga akan di tampilkan video pada bagian pelayanan terkait fasilitas perpajakan UMKM. MF juga menyampaikan bahwa wajib pajak juga harus berperan aktif dalam mencari informasi perpajakan serta melakukan konsultasi kepada kantor pajak maupun konsultan pajak. 
Selain respon wajib pajak pelaku bisnis online shop terhadap pelaksanaan sosialisasi, pelaku bisnis online shop juga memiliki tanggapan dengan adanya pemberlakuan pajak penghasilan UMKM. Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pelaku usaha, maka peneliti melihat adanya respon yang berbeda-beda pada tabel 4.3. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang tidak mempermasalahkan dengan adanya pemberlakuan pajak penghasilan ini. Namun kurang adil apabila omzet yang dimiliki sedikit atau kurang dari ketentuan peraturan perpajakan UMKM. Hal demikian disampaikan oleh NA, SN, MJ, dan LI). Kemudian, terdapat pelaku usaha yang merasa sedih dan menyayangkan adanya pemberlakuan pajak penghasilan bagi UMKM maupun online shop dengan omzet yang rendah serta ada pula pelaku usaha yang tidak memberikan tanggapan terkait pemberlakuan pajak penghasilan UMKM. Hal demikian disampaikan oleh IN dan ZA.
Wajib pajak pelaku bisnis online shop juga memiliki tanggapan terkait dengan adanya peraturan perpajakan UMKM yang diterbitkan oleh pemerintah. Tanggapan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3. Dari tanggapan tersebut, pelaku bisnis online shop memiliki tanggapan yang berbeda-beda terhadap peraturan perpajakan UMKM. Berdasarkan pada hasil analisa peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, masih terdapat pelaku bisnis online shop yang tidak keberatan dengan peraturan perpajakan UMKM yang diberlakukan, namun masih dengan ketentuan tarif pajak yang dibebankan ialah 0% bagi yang berpenghasilan kecil atau kurang dari Rp.500.000.000,00 dengan asumsi peraturan perpajakan tersebut tidak mengurangi penghasilan pelaku UMKM maupun pelaku bisnis online shop yang sudah sedikit. Hal demikian disampaikan oleh (NA, SN, IN, ZA, dan LI). Namun berbeda pendapat dengan ZA yang menyatakan bahwa berapapun penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak pelaku bisnis online shop maupun UMKM tetap harus dipungut atau membayar pajak. 
Dari berbagai tanggapan yang sampaikan oleh informan pelaku bisnis online shop terhadap peraturan perapajakan UMKM, mereka juga memiliki saran bagi pemerintah terhadap perpajakan di Indonesia. Saran yang disampaikan tersebut diharapkan menjadi masukan terkait peraturan perpajakan UMKM.  Saran yang disampaikan oleh informan pelaku bisnis online shop terdapat pada tabel 4.3. Pelaku bisnis online shop memberikan saran yang berbeda-beda terhadap peraturan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan pada hasil penelitian bersama pelaku usaha, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah harus bisa lebih memperhatikan wajib pajak pelaku bisnis online shop maupun UMKM lain dengan melakukan sosialisasi guna mendapatkan informasi terkait peraturan perpajakan. Selanjutnya, dengan adanya peraturan perpajakan UMKM diharapkan tidak memberatkan UMKM dan memberikan tarif pajak yang adil dengan proses administrasi yang dipermudah. Hal demikian disampaikan oleh  NA, SN, IN, ZA, dan LI.
Selain proses administrasi yang diharapkan dipermudah, LI juga menyampaikan bahwa wajib pajak harus lebih pintar dalam mencari informasi perpajakan. Hal tersebut juga disampaikan oleh MF dalam wawancaranya. Berikut merupakan kutipan wawacaranya :
“kalau wajib pajak mau lebih aktif sedikit itu mereka bisa lebih mereka bisa pantau media sosial kantor pajak ataupun kantor pemerintahan lainnya untuk informasi yang lebih update. Karena kan kita juga gak bisa menjangkau langsung yah kepada wajib pajak. Samarinda ini luas, Indonesia ini luas kami gak bisa menjangkau kontak satu persatu wajib pajak itu. Jadi kami biasanya memanfaatkan media sosial maupun media lainnya untuk menyampaikan informasi perpajakan”(MF-21)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh MF bahwa MF berharap wajib pajak bisa lebih aktif memantau informasi perpajakan karena KPP sendiri kesulitan untuk dapat menjangkau banyaknya UMKM maupun wajib pajak lainnya dalam penyebaran informasi secara langsung. Oleh sebab itu, KPP memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi. 
Berbeda dari kelima pelaku usaha lainnya, MJ memberikan saran lain. MJ menyatakan bahwa diharapkan pemberlakuan tarif pajak sebesar 0% dikembalikan pada tarif 0,5%. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :
“…jadi mungkin sebaiknya gak diberlakukan lagi 0% mungkin balik lagi ke 0,5% karena buat negara juga, jadi kayaknya sebaiknya udah di Rp. 500.000.000,00 ke bawah itu sebenarnya besar, jadi kayaknya mereka mampu lah kalau Cuma 0,5%”(MJ-23)

Peraturan perpajakan merupakan sesuatu yang bersifat dinamis atau terus berubah-ubah untuk setiap tahunnya. Hal demikian merupakan tanggapan yang disampaikan oleh MF sebagai pihak KPP Pratama Samarinda Ulu terkait peraturan perpajakan UMKM. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :
“jadi untuk peraturan perpajakan itu kan sifatnya dinamis yah, gak sama terus setiap tahun, itu semakin sekarang itu peraturan perpajakan semakin memudahkan wajib…” (MF-16).

Kemudian MF juga melanjutkan bahwa peraturan perpajakan UMKM untuk kebijakan dibawah Rp.500.000.000 tidak dikenakan pajak. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :
“…contohnya untuk kebijakan yang pas Rp. 500.000.000 itu sebelumnya gak ada. Terus pas covid itu ada, cuma wajib pajak itu diwajibkan untuk melakukan pelaporan realisasi insentif. Jadi kalau omzetnya itu memang dibawah 4,8 miliar itu ada dari kantor pajak  mewajibkan WP untuk melaporkan omzetnya…” (MF-16)

Pernyataan yang disampaikan diatas oleh MF diperkuat lagi melalui pernyataan yang disampaikannya. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :
“untuk peraturan sekarang ini, cenderung lebih memudahkan yah bagi wajib pajak dan juga dari sisi pemerintah. Karena untuk wajib pajak UMKM orang pribadi mereka dibebaskan dari pengenaan pajak UMKM dan dari sisi kantor pajaknya juga tidak  perlu melakukan pengawasan atas pajak UMKM yang Rp. 500.000.000,00 ini. Maaf, tetap diawasin cuma untuk pembayaran pajaknya itu ditiadakan tapi tetap melaporkan SPT tahunannya.” (MF-22)

Dari pernyataan yang sampaikan oleh MF bahwa adanya peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM maupun online shop memberikan kemudahan dari sisi pemerintah dan juga dari pelaku bisnis online shop tersebut. Bagi UMKM atau pelaku bisnis online shop dengan peraturan perpajakan yang terbaru ini mereka dibebaskan dari pengenaan pajak UMKM sedangkan dari sisi pemerintah meskipun pelaku bisnis online shop tidak melakukan pembayaran pajak namun masih tetap harus melakukan pengawasan dimana tetap melaporkan SPT tahunannya.
Insentif yang diberikan pemerintah terkait peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM maupun online shop memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah maupun dari wajib pajak pelaku bisnis online  shop. Hal demikian juga disampaikan oleh MF dalam wawancaranya :
“...Nah justru malah dengan adanya peraturan ini malah akan menambah penerimaan negara. Terbukti ditahun 2021 dan 2022 itu target penerimaan perpajakan di Indonesia itu lebih dari 100% dan yang terakhir itu tahun 2008 kalau gak salah kita mencapai tarif sampai dengan 100%. Jadi tahun 2008 kita 100%, 100% lagi itu kita di tahun 2021 dan 2022. Jadi untuk insentif perpajakan ini bukannya mengurangi penerimaan perpajakan, justru dengan adanya insentif justru wajib pajak itu lebih aktif dalam kontribusi dalam perpajakannya baik pembayaran sama pelaporan hasilnya itu bisa kita liat dari realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia tahun 2021 dan 2022 yang sudah lebih dari 100%.” (MF-23)
	
Dari pernyataan yang disampaikan oleh MF  bahwa, adanya peraturan perpajakan memberikan dampak positif bagi negara dimana dengan pemberian insentif ini penerimaan negara menjadi bertambah dan wajib pajak lebih aktif dalam berkontribusi terhadap perpajakannya. Baik dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajaknya. Tanggapan mengenai peraturan perpajakan UMKM juga disampaikan oleh konsultan pajak yaitu SU dalam wawancaranya. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :
“UMKM sebenarnya penyederhanaan dan lebih mudah dan simple di tahun 2018 yang PP 23 2018, sekarang berubah lagi dari 1% jadi 0,5% tarif Final. Setiap sales penjualan ada itu kita lapor Final. Biarpun itu biaya berapa tetap. Nah ada satu yang saya sayangkan itu PPN nya PMSE itu keluar…” (SU-5).

Dari pernyataan yang disampaikan SU bahwa untuk pajak UMKM yang lebih sederhana dan mudah terjadi pada tahun 2018 dengan PP Nomor 23 tahun 2018 lalu kemudian berubah dari 1% menjadi 0,5% tarif final hingga saat ini peraturan terbaru 0% bagi penghasilan bruto pertahun dibawah Rp. 500.000.000,00. Namun SU tidak mempermasalkan dengan tarif yang berlaku sekarang, SU hanya menyayangkan bahwa PPN PMSE (perdagangan melalui sistem elektronik) itu keluar.
SU memberikan pernyataan kembali dalam wawancaranya. Berikut kutipan wawancaranya :
“…tapi pemerintah menerapkan PPN untuk menarik dana dari pelaku pelaku online. Itu sebetulnya yang saya sesalkan. Harusnya kenapa sih ada PPN harusnya lebih tarifnya gak usah lah PPN kan udah cukup tarif yang Final itu UMKM itu sudah cukup sebetulnya” (SU-5).

Menurut SU berdasarkan pada peraturan perpajakan UMKM yang berlaku ini tentunya ada kendala yang dihadapi. Berikut merupakan kutipan wawancara SU :
“…kurangnya petugas pajak, sangat minim. Untuk itulah kita sebagai konsultan pajak membantu pemerintah sebagai fasilitator untuk jadi jembatan antara pihak pemerintah dengan WP…” (SU-9)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh SU bahwa pemerintah juga memiliki kendala dalam memaksimalkan penerimaan pajak pelaku bisnis online shop. Menurut SU kendala tersebut iala kurangnya petugas pajak. Ia berasumsi untuk itulah konsultan pajak hadir sebagai fasilitator antara pemerintah dengan WP untuk memberikan informasi pemahaman perpajakan.
Selain memberikan pemahaman perpajakan kepada wajib pajak pelaku bisnis online shop, diharapkan pihak regulator juga memberikan kemudahan didalam tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Hal demikian diungkapkan oleh MF dalam wawancaranya. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :
“… kepada pihak regulator itu mungkin bisa lebih mempermudah tata cara pembayaran sama pelaporan pajaknya karena bercermin dari wajib pajak yang sering kami hadapi itu wajib pajak itu sebenarnya patuh terharap perpajakan, Cuma mereka ada kendala di cara pembayaran sama pelaporan pajaknya” (MF-26)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh MF bahwa sebenarnya wajib pajak pelaku bisnis online shop patuh akan perpajakan namun mereka memiliki kendala dalam proses pembayaran maupun pelaporan pajak. Untuk memenuhi pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop menurut SU memberikan saran kepada pemerintah untuk mau melakukan diskusi dan sosialisasi untuk setiap peraturan perpajakan baru kepada masing-masing UMKM. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :
“Setiap kantor pajak itu mau lah memberikan diskusi atau sosialisasi, setiap peraturan yang baru itu merka tolonglah mensosialisasikan ke masing-masing UMKM baik yang ritel, online shop seperti itu. Sehingga yah pelaku usaha itu mereka jadi paham, apa sih kewajibannya yang harus dibayar, dilapor setiap bulan” (SU-10)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh SU bahwa setiap kantor pajak melakukan sosialisasi apabila terdapat peraturan perpajakan terbaru bagi pelaku bisnis online shop maupun UMKM lainnya agar mereka mengetahui dan paham terkait kewajiban pajak yang harus dilaksanakan. Selain itu SU tidak hanya memberikan masukan kepada pemerintah, namun juga memberikan tanggapan kepada wajib pajak pelaku bisnis online shop. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :
“…kedua juga pihak masyarakat sebagai pelaku online shop sadar diri juga, bahwa itu kan istilahnya apabila kita ada penghasilan diatas Rp. 500.000.000,00 bayarlah pajak UMKM sebesar 0,5% dan mendaftarkan. Apabila belum mendaftarkan menjadi wajib pajak, daftarlah ke kantor pajak terdekat sesuai KTP dan domisilinya.” (SU-10).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh SU bahwa bagi pelaku bisnis online shop juga harus memiliki kesadaran diri dengan maksud apabila penghasilan sudah melebihi Rp. 500.000.000,00 penuhilah kewajiban perpajakannya dengan membayar sebesar tarif yang dibebankan dan melaporkan pajak. Serta apabila belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, maka daftarlah terlebih dahulu baik melalui online maupun ke kantor pajak terdekat sesuai dengan KTP dan domisilinya.
4.1.3 [bookmark: _Toc139244186][bookmark: _Toc139877759][bookmark: _Toc139879692][bookmark: _Toc147087200]. Perilaku pelaku bisnis online shop ketika harus memenuhi kewajiban pajak penghasilan
Perilaku pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Tindakan tersebut mengantarkan wajib pajak kepada kesadaran akan perpajakan yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan pada hasil wawancara terdapat kategori dan indikator penentu dalam penentuan perilaku dari pelaku bisnis online shop. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada keenam pelaku bisnis online shop, pihak KPP Pratama Samarinda Ulu, dan konsultan pajak yang berkaitan dengan pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Maka dibawah ini disajikan data lapangan yang diperoleh.
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4.1.3.1 [bookmark: _Toc139244187][bookmark: _Toc139877760][bookmark: _Toc139879693][bookmark: _Toc147087201]. Faktor membayar pajak
Faktor membayar pajak menjadi salah satu pembentuk perilaku wajib pajak pelaku bisnis online shop maupun UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan yang dibebankan kepada mereka. Memenuhi kewajiban pajak tidak lepas kaitannya pada penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak. Dengan penghasilan yang sedikit wajib pajak cenderung menolak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut juga disampaikan oleh SN dalam wawancaranya. Berikut merupakan kutipan wawancara oleh SN :
“kalau misalnya penghasilannya diatas Rp. 500.000.000 yah wajar-wajar saja bayar pajak gitu” (SN-24)

Berdasarkan pada pernyataan yang disampaikan oleh SN bahwa ia akan membayar pajak apabila omzet penghasilan yang dimilikinya mencapai lebih dari Rp.500.000.000,00 pertahunnya. Pendapat serupa juga disampaikan oleh IN, ZA, LI. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :
“yah penghasilan lebih dari Rp.500.000.000,00/tahun dan itu karena kewajiban” (IN-23)

“mungkin dari penghasilan saya sendiri juga sudah mencukupi, dan itu sudah membantu dan bisa dibagi lagi maka saya akan membayar pajak” (ZA-24)

“yah kurang lebih sih, kalau omzet saya mencukupi saya pasti bayar pajak” (LI-23)

Berdasarkan pada pernyataan yang disampaikan oleh  pelaku usaha diatas bahwa penghasilan menjadi salah satu faktor penentu sikap dari wajib pajak pelaku bisnis online shop dalam hal membayar pajak. Semakin sedikit penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak pelaku bisnis online shop maka ia akan cenderung untuk tidak membayar pajak penghasilan meskipun ia memahami kewajiban perpajakannya.  Dengan demikian, kesadaran dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan menjadi hal yang patut dimiliki oleh setiap wajib pajak. Seperti yang diungkapkan oleh MJ. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :
“eh, merasa sebagai kewajiban aja sih. Merasa sebagai kewajiban warga negara sepertinya kita harus bayar pajak…..” (MJ-20)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh MJ bahwa membayar pajak ialah kewajiban sebagai warga negara yang harus dipenuhi. Kesadaran dalam kewajiban membayar pajak juga menjadi faktor penentu perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang dibebankan. Dengan maksud lain ialah mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  Hal tersebut juga disampaikan oleh NA dalam wawancaranya. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :
“...kewajiban kita sebagai, masyarakat Indonesia yah patuhi aturan pemerintah saja, itu kalau saya. Karena gak mau yang gimana-gimana ya, ikuti jalannya aja sesuai pemerintah. Kalau pemerintah ajarkan untuk bayar pajak ya ikutin saja…” (NA-25)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh NA bahwa mematuhi maupun mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang dibebankan. Peraturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah akan berisikan informasi-informasi terkait kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Informasi-informasi tersebut dapat diterima oleh para pelaku bisnis online shop apabila memiliki pemahaman perpajakan yang baik dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang dibebankan kepadanya. Hal serupa juga disampaikan oleh MF selaku pelaksana KPP Pratama Samarinda Ulu. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :
“Sebenarnya untuk wajib pajak di Samarinda itu cenderung kontributif yah….Karena mereka pada saat kita arahkan untuk berapa tarifnya nominal berapa, tarifnya berapa itu mereka cenderung sudah menerima mereka tidak menolak tidak denial terhadap informasi ini karena mereka juga sudah paham kewajiban perpajakannya.” (MF-6)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh MF bahwa, untuk wajib pajak di Samarinda cenderung kontributif mereka menerima informasi perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah, karena mereka paham dan sadar akan kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan pada hasil wawancara penelitian dengan para pelaku usaha, maka pandangan mereka terkait faktor penentu wajib pajak pelaku bisnis online shop dalam hal membayar pajak ialah berlandaskan pada penghasilan yang dimiliki, kesadaran akan kewajiban perpajakannya, mengikuti peraturan perpajakan, serta pemahaman kewajiban perpajakan yang baik oleh wajib pajak pelaku bisnis online shop. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1
Penghasilan yang banyak
Kesadaran dan pemahaman perpajakan
Tetap Menaati aturan yang berlaku
Faktor Membayar Pajak
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Sumber : Hasil Penelitian, 2023

4.1.3.2 [bookmark: _Toc139244189][bookmark: _Toc139877762][bookmark: _Toc139879695][bookmark: _Toc147087203]. Faktor tidak membayar pajak
Pemahaman perpajakan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan masih minim diperoleh oleh pelaku bisnis online shop. Misalnya saja tidak mengetahui kewajiban pembayaran pajaknya, sehingga wajib pajak enggan untuk membayar pajak yang telah dibebankan kepadanya. Hal tersebut disampaikan juga oleh MF dalam wawancaranya. Berikut merupakan kutipan wawancara MF :
“Hanya saja ketika mereka tidak membayar pajak itu salah satu alasan utamanya, karena mereka tidak mengetahui adanya kewajiban pembayaran pajak.” (MF-6).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh MF bahwa yang menjadi alasan utama untuk wajib pajak tidak mau membayar pajak penghasilan yang dibebankan karena mereka tidak mengetahui adanya kewajiban pembayaran pajak. Apabila mereka diberi pemahaman perpajakan secara maksimal, maka mereka akan cenderung mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan pemahaman perpajakan yang minim tentunya wajib pajak memilki kendala dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut juga disampaikan oleh MF dalam wawancaranya. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :
“Cuma mereka kendalanya di bagian administrasinya. Tentang bagaimana cara mereka menyetorkan pajaknya dan melaporkan pajaknya” (MF-6)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh MF bahwa wajib pajak memiliki kendala didalam melaksanakan administrasi perpajakan. Pelaku usaha kesulitan didalam melakukan penyetoran dan melaporkan pajaknya. Sehingga hal tersebut membuat wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Meskipun terkendala dengan sistem administrasi perpajakan, terdapat faktor lain yang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajaknya. Hal tersebut disampaikan oleh para pelaku bisnis dalam penelitian. Berikut disajikan kutipan wawancara dari para pelaku bisnis online shop :
“….walaupun dia punya penghasilan tapi nggak semuanya penghasilannya itu diatas secukupnya gitu. Bisa aja dia cuma memenuhi kebutuhan yang dia butuhkan saja… (NA-24).

“karena penghasilannya itu gak sesuai untuk bayar pajak,….” (SN-23).

“yang pertama penghasilan saya itu tidak lebih dari Rp. 500.000.000 pertahun. Itu sih” (IN-22).

“…penghasilannya belum stabil, biasanya seperti itu. Eh, karena awal saya mulai juga tidak langsung, sudah mulai 2 tahun saya merasa secara financial sudah stabil jadi saya rasa itu wajib kita untuk bayar pajak, .” (MJ-21).

“… sebagai pelaku usaha penghasilan yang ada pada usaha saya dibawah Rp. 500.000.000,00 dan itu juga sangat-sangat terbebani  jika kita harus membayar pajak gitu” (ZA-23)

“…omzet saya yang tidak terlalu banyak gitu, dan masih belum terlalu berkembang gitu” (LI-22).
Dari pernyataan yang disampaikan oleh NA, SN, IN, MJ, ZA, dan LI bahwa hal yang memicu para informan wajib pajak pelaku bisnis online shop untuk tidak membayar pajak yaitu karena penghasilan yang tidak banyak atau dibawah Rp. 500.000.000 pertahun sehingga mereka akan merasa rugi apabila harus menanggung beban pajak dengan penghasilan yang tidak stabil.
Berdasarkan pada hasil wawancara penelitian dengan para pelaku usaha maka pandangan mereka terhadap faktor penentu wajib pajak pelaku bisnis online shop dalam hal tidak membayar pajak penghasilan yang dibebankan yaitu masih kurangnya pemahaman perpajakan, kendala dalam melakukan administrasi perpajakan, dan penghasilan yang minim atau tidak tercukupi. Untuk lebih jelaskan dapat dilihat pada gambar 4.2.
pemahaman perpajakan yang minim
administrasi perpajakan sulit dipahami
penghasilan yang sedikit
Faktor Tidak Membayar Pajak
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4.1.3.3 [bookmark: _Toc139244191][bookmark: _Toc139877764][bookmark: _Toc139879697][bookmark: _Toc147087205] Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan
Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan merupakan salah satu bentuk kontribusi yang dilakukan oleh wajib pajak pelaku bisnis online shop untuk kepentingan negara. Selain mendaftarkan dan memperoleh NPWP sebagai wajib pajak, menghitung dan memperhitungkan pajak yang dibebankan, kewajiban pajak penghasilan lainnya yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pelaku bisnis online shop yaitu membayar/menyetor dan melaporkan pajaknya. Berbagai tanggapan maupun pandangan wajib pajak pelaku bisnis online shop ketika dihadapkan harus membayar pajak penghasilan UMKM secara tiba-tiba. Hal tersebut diungkapkan oleh informan penelitian dalam wawancaranya. Berikut merupakan kutipan wawancara dengan pelaku bisnis online shop :
“sedikit bingung sih, karena kita belum mengetahui apa, dan rentetan bagaimana dan apa saja yang ada didalam pajak gitu” (NA-20).

“yah kurang setuju tadi. Gak cuma saya kan yang ini, pasti orang-orang juga pada gak setuju kalau pendapatannya, apalagi dibawah Rp. 10.000.000, disuruh bayar pajak yah gak mau” (SN-20).

“pastinya langsung terbebani pastinya, dan bingung” (IN-19).
“kayaknya sih pasti bayar sih pasti. Karena kan kewajibankan” (MJ-17).

“kalau saya sebagai pelaku usaha, sebenarnya sedikit ada rasa  kesal atau bagaimana gitu, karena tidak ada pemberitahuan. Kemudian juga seharusnya ketika itu resmi dari perpajakan langsung dari pemerintah itu harus ada imbauan bahwa UMKM tersebut harus membayar pajak” (ZA-19).

“yah gakpp sih. Karena kan kewajiban kita sebagai wajib pajak yah memang harus membayar” (LI-19).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh pelaku bisnis online shop dalam bahwa 66,6% informan pelaku usaha yang berpendapat mereka kurang setuju bahkan merasa bingung dan kesal apabila mereka harus membayar pajak dalam kondisi tidak mengetahui pajak yang dibabankan kepada mereka. Oleh sebab itu, akan memicu perilaku tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak penghasilan. Disamping itu, 33,3% informan pelaku usaha memilih untuk tetap melaksanakan kewajiban membayar pajak penghasilan ketika dihadapkan harus membayar secara tiba-tiba. Mereka menyimpulkan bahwa membayar pajak sudah seharusnya dilaksanakan karena merupakan kewajiban sebagai wajib pajak yang telah memiliki penghasilan. Hal demikian dapat terjadi apabila wajib pajak pelaku bisnis online shop memiliki kesadaran dan inisiatif yang tinggi didalam pemenuhan pemahaman perpajakan. Selain melaksanakan kewajiban menyetorkan pajak yang dibebankan, wajib pajak juga harus melakukan pelaporan pajaknya di SPT masa dan SPT Tahunan. Hal tersebut juga disampaikan oleh MF didalam wawancaranya. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :
“… Jadi untuk pelaporan pajaknya itu tetap wajib dilaporkan di SPT tahunan atau di SPT masanya…” (MF-15).
Dari pernyataan yang disampaikan oleh MF bahwa wajib pajak pelaku bisnis online shop tetap wajib untuk melakukan pelaporan pajaknya di SPT masa atau SPT tahunannya. Meskipun dibebaskan dari pungutan pajak karena termasuk kategori UMKM dengan penghasilan dibawah Rp. 500.000.000,00 pertahunnya, wajib pajak juga diberi kepercayaan untuk tetap melaporkan pajaknya kepada instansi pajak terkait. Pelaku bisnis online shop memberikan tanggapan terkait perilakunya dalam melaporkan pajak. Berikut merupakan kutipan wawancara dari pelaku bisnis online shop :
“iya tetap” (NA-26)

“kalau gampang persyaratannya, tetap melaporkan. Cuma kalau misalnya ibaratnya disulitkan dari pembuatan NPWP dan lain-lain kayaknya gak.”(SN-21)

“eh, tetap melaporkan” (IN-24)
	
“tetap-tetap, tetap saya laporkan” (MJ-22)

“untuk saat ini karena saya masih mempelajari pajak, jadi saat ini belum” (ZA-21)

“tetap melakukan kalau mungkin omzet saya diatas Rp. 500.000.000” (LI-24)

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh NA, SN, IN, MJ, ZA, dan LI diatas bahwa 50% informan pelaku bisnis online shop yang tetap akan melaksanakan kewajiban melaporkan pajak penghasilan meskipun dibebaskan dari pajak. SN menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan pelaporan pajak apabila persyaratan untuk melaporkan itu tidak sulit. Apabila administrasi pelaporan pajak yang dilakukan sulit, maka ia tidak akan melaporkan pajaknya. ZA menjelaskan bahwa ia tidak bisa melaporkan pajaknya karena masih mempelajari pajak, dan LI menjelaskan bahwa ia hanya akan melaporkan pajaknya apabila omzet yang ia hasilkan selama setahun tersebut mencapai Rp. 500.000.000,00.
Berdasarkan pada pernyataan yang telah diberikan oleh para pelaku usaha dalam penelitian ini, maka dibawah ini disajikan tabel 4.4 atas perilaku pelaku bisnis online shop dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.
Tabel. 4.4 Perilaku Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan
	Kode Informan
	Kewajiban Pajak Penghasilan
	Interpretasi

	
	Membayar
	Melaporkan
	

	NA
	Bingung (NA-20), membayar jika menerima informasi pajak (NA-21)
	Tetap melaporkan (NA-26)
	NA merasa bingung namun jika menerima informasi pajak secara detail maka ia akan membayar. Meskipun dibebaskan dari pajak NA tetap akan melaporkan pajaknya

	SN
	Kurang setuju (SN-20)
	Jika administrasinya tidak sulit akan melaporkan, jika sulit maka tidak melaporkan (SN-21)
	SN kurang setuju ketika tiba-tiba harus membayar pajak. Meskipun dibebaskan dari pajak SN tetap akan melaporkan, namun dengan persyaratan yang tidak sulit. Apabila persyaratan tersebut sulit maka SN tidak mau melaporkan pajaknya

	IN
	Terbebani dan bingung (IN-19)
	Tetap melaporkan
	IN merasa terbebani dan bingung karena pajak yang dipungut secara tiba-tiba. Meskpun demikian, IN tetap kan melaporkan pajaknya meskipun ia tidak dipungut pajak.

	MJ
	Tetap membayar karena sudah suatu kewajiban (MJ-17)
	Tetap melaporkan (MJ-22)
	MJ akan tetap membayar pajak karena memiliki kesadaran bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban dan MJ akan tetap melaporkan pajaknya guna memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang dibebankan kepadanya.

	ZA
	Kesal karena tidak ada pemberitahuan atau imbauan (ZA-19)
	Belum bisa melaksanakan kewajiban (ZA-21)
	ZA merasa kesal karena ia tidak menerima imbauan maupun pemberitahuan pajak, namun dikenakan pajak secara tiba-tiba. ZA juga memilih untuk tidak melaksanakan kewajiban melaporkan pajak karena masih mempelajari pajak yang dibebankan atas UMKM.

	LI
	Tidak mempermasalahkan (LI-19)
	Tetap melaporkan (LI-24)
	LI tidak mempermasalahkan dengan pajak yang tiba-tiba harus dipungut karena sudah menjadi kewajiban. Meskipun terlihat LI ingin mematuhi aturan dengan tetap akan melaporkan pajaknya, namun dengan ketentuan bahwa omzet yang dimilikinya sudah diatas Rp. 500.000.000,00


Sumber : Data diolah, 2023
4.2 [bookmark: _Toc139244192][bookmark: _Toc139877765][bookmark: _Toc139879698][bookmark: _Toc147087206]Triangulasi Data
Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk menguji kabsahan data dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi metode yakni dengan melakukan lebih dari satu teknik pengumpulan data dalam waktu yang sama. Selain melakukan wawancara, peneliti juga menggunakan dokumentasi berupa data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu dan menggunakan jurnal maupun peraturan perpajakan untuk dapat mendukung hasil wawancara. Berikut merupakan triangulasi metode pada penelitian ini  :
Tabel. 4.5 Triangulasi Metode 
	No
	Item Hasil Penelitian
	Pengumpulan Data
	Interpretasi

	
	
	Wawancara
	Dokumentasi
	

	
	
	Pelaku usaha
	Pengawas KPP
	Konsultan Pajak
	
	

	1.
	Sejarah pendirian usaha
	Jenis usaha yang dikelola oleh pelaku usaha berbeda-beda dan usaha yang dibangun oleh pelaku usaha karena hobi, kebutuhan, peluang usaha yang menjanjikan, serta untuk mencari pengalaman. Lama usaha pelaku usaha dibangun sekitar 1-5 tahun.
	-
	-
	-
	Setiap usaha yang didirikan memiliki sejarah pendirian nya masing-masing. pelaku usaha didalam penelitian ini memiliki motivasi berbeda namun tetap memilih untuk tetap bertahan sampai sekarang karena peluang yang cukup baik.


Disambung ke halaman berikutnya



Tabel 4.5. Sambungan
	No
	Item Hasil Penelitian
	Pengumpulan Data
	Interpretasi

	
	
	Wawancara
	Dokumentasi
	

	
	
	Pelaku usaha
	Pengawas KPP
	Konsultan Pajak
	
	

	2.
	Pemahaman  pajak penghasilan UMKM
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM oleh pelaku bisnis online shop masih belum sepenuhnya terpenuhi. Para pelaku usaha tidak mengetahui bahwa atas kegiatan usahanya dikenakan pajak penghasilan UMKM. Selain itu, pemahaman yang dimiliki oleh pelaku usaha terkait peraturan perpajakan berupa tarif masih minim. Dari segi pelaporan pajak, apabila tidak memiliki pemahaman perpajakan yang baik serta tidak mencari informasi terkait perpajakan. Para pelaku usaha akan kesulitan dalam melakukan pelaporan perpajakan.
Para pelaku usaha ketika diberi pemahaman perpajakan mereka cenderung sadar akan perpajakannya, namun terkendala dengan proses sehingga menghambat wajib pajak memenuhi kewajiban pajak penghasilannya.
	KPP masih pelan-pelan dalam meningkatkan pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop  dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. masih banyak dari pelaku usaha yang tidak mengetahui mengenai kewajiban pajaknya. Namun, beberapa pelaku usaha juga aktif secara mandiri untuk mengetahui tata cara pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Selain itu, wajib pajak kurang pemahaman terkait tata cara memotong, memungut, membayar dan melaporkan pajaknya.
	Wajib pajak pelaku bisnis online shop merupakan orang awam yang masih belum memiliki pemahaman perpajakan yang cukup  terkait dengan peraturan perpajakan online shop.
	59% tidak memahami yang dimaksud pajak penghasilan UMKM (lestari & damayanti, 2019)
Pengenaan pajak toko online pada dasarnya disamakan dengan toko konvensional (puspawati, 2016a)
Adanya peraturan pajak UMKM ternyata belum mampu untuk dipahami oleh wajib pajak UMKM karena tidak mengetahui aturan tersebut (wahyudi et al., 2019)
Berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) mengatur wajib pajak orang pribadi UMKM dengan peredaran bruto pertahunnya sampai dengan 500 juta per tahun tidak perlu membayar PPh Final 0,5%. Jika wajib pajak memiliki peredaran bruto diatas  500 Juta akan dikenai PPh Final UMKM sebesar 0,5%
	Berdasarkan pada hasil wawancara dan dokumen pendukung bahwa pemahaman perpajakan pajak penghasilan  UMKM masih sepenuhnya belum terpenuhi. Hal tersebut karena pelaku bisnis online shop tidak memahami ataupun mengetahui adanya peraturan pajak penghasilan UMKM.


Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 4.5. Sambungan
	No
	Item Hasil Penelitian
	Pengumpulan Data
	Interpretasi

	
	
	Wawancara
	Dokumentasi
	

	
	
	Pelaku usaha
	Pengawas KPP
	Konsultan Pajak
	
	

	3
	Pandangan terkait peraturan perpajakan UMKM 

	pelaku usaha belum pernah mengikuti sosialisasi langsung ataupun mengetahui adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait yang membahas terkait peraturan perpajakan UMKM. Para informan memberikan respon positif dan negatif terkait adanya peraturan perpajakan UMKM ini. terdapat informan yang merasa keberatan dan kurang adil dengan peraturan ini dan terdapat informan yang tidak merasa terbebani. Namun secara sadar informan bisa menyetujui dengan adanya peraturan perpajakan UMKM terbaru saat ini.
Keluhan maupun masukan juga disuarakan oleh informan bahwa lebih memperhatikan UMKM baik dari segi tarif maupun pemberian informasi secara merata, agar dapat mempermudah administrasi perpajakan dan informan mengetahui adanya pajak yang dibebankan kepada usaha mereka.
	Peraturan perpajakan semakin memudahkan wajib pajak. Dengan adanya peraturan perpajakan UMKM dengan tidak dipungut pajak bagi penghasilan dibawah Rp.500.000.000 . Penerapan peraturan tersebut dirasa cukup adil karena KPP juga berupaya untuk melindungi UMKM yang baru merintis dengan omzet yang dihasilkan belum terlalu banyak.

Dalam menyosialisasikan peraturan perpajakan DJP aktif dalam beberapa kegiatan atau publikasi. Diantaranya publikasi melalui media sosial, Whatsapp blast, kelas pajak, dan Business Development Servicese. Selanjutnya KPP aktif datang langsung ke perusahaan atau komunitas UMKM untuk mengedukasi mengenai peraturan perpajakan.
	Dalam memaksimalkan pemahaman peraturan perpajakan bagi pelaku bisnis online shop  maka diharapkan DJP bisa lebih sering melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Selanjutnya potensi penerimaan pajak dari pelaku bisnis online shop  sangat besar.
Wajib pajak diharapkan memiliki inisiatif untuk mencari informasi seputar peraturan perpajakan yang berlaku serta wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari 500 juta diharapkan dapat berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya. 
	Masih banyak pelaku e-commerce di Yogyakarta belum mendapatkan sosialisasi perpajakan sehingga belum mengetahui secara jelas kewajiban perpajakannya (Tahar & Septiani, 2021)
	Dari hasil wawancara dan dokumen pendukung para informan memberikan respon positif dan negatifnya terkait peraturan perpajakan UMKM. Pemerintah  lebih memperhatikan para UMKM dengan tidak menyulitkan pada saat melakukan administrasi perpajakan. Selanjutnya, pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi secara langsung guna memberikan informasi perpajakan sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak penghasilannya.


Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 4.5. Sambungan
	No
	Item Hasil Penelitian
	Pengumpulan Data
	Interpretasi

	
	
	Wawancara
	Dokumentasi
	

	
	
	Pelaku usaha
	Pengawas KPP
	Konsultan Pajak
	
	

	4.
	Faktor membayar pajak penghasilan
	Menurut para informan yang menjadi faktor wajib pajak pelaku bisnis online shop maupun UMKM mau membayar pajak ialah berdasarkan pada penghasilan yang sudah banyak selama setahun yang memiliki arti melebihi jumlah aturan perpajakan UMKM yang berlaku. Selanjutnya pelaku bisnis online shop juga berpendapat, bahwa untuk membayar pajak memerlukan kesadaran dan pemahaman perpajakan yang cukup baik dari setiap wajib pajak pelaku bisnis online shop yang sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak. Niat seseorang membayar pajak juga tergantung kepada informasi perpajakan yang diterima serta keinginan untuk tetap mematuhi aturan yang telah diatur.
	Wajib pajak di kota Samarinda cenderung kontributif dalam melaksanakan pembayaran pajak. Selain itu, wajib pajak dapat menerima atau tidak menolak dengan adanya peraturan perpajakan terbaru yang cukup meringankan beban pajak yang harus ditanggungnya.
	-
	Semakin kuat niat individu untuk terlibat dalam suatu perilaku maka akan semakin besar pula kemugkinan untuk melakukan suatu tindakan tersebut (Ajzen, 1991)

Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik, akan memiliki pandangan keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang mengakibatkan tingkat kepatuhan pajak menjadi tinggi (Puspawati, 2016)
	Dari hasil wawancara dan dokumen pendukung bahwa niat dari pelaku bisnis online shop menentukan suatu perilakunya. Sehingga faktor yang membuat informan membayar pajak ialah penghasilan, kesadaran pemahaman perpajakan, dan mematuhi aturan yang berlaku. Semakin besar pemahaman perpajakannya maka akan semakin tinggi tingkat untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan.


Disambung ke halaman berikutnya



Tabel 4.5. Sambungan
	No
	Item Hasil Penelitian
	Pengumpulan Data
	Interpretasi

	
	
	Wawancara
	Dokumentasi
	

	
	
	Pelaku usaha
	Pengawas KPP
	Konsultan Pajak
	
	

	5.
	Faktor tidak membayar pajak penghasilan
	Untuk dapat memenuhi kewajiban pajak penghasilan dalam hal membayar pajak, pelaku bisnis online shop terkendala karena penghasilan yang sedikit atau usaha yang masih berkembang dan omzet yang belum stabil. Selain karena penghasilan yang sedikit, faktor lainnya yaitu sistem administrasi yang sulit. Informan tidak mengetahui cara bagaimana menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Oleh sebab itu, faktor memiliki pemahaman perpajakan yang baik akan membuat pelaku bisnis online shop mengetahui tentang kewajiban pembayaran pajaknya dan mempelajari tata cara dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang dibebankan kepada mereka. Namun sayangnya pemahaman perpajakan pajak UMKM masih belum terpenuhi sehingga mempengaruhi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
	Alasan utama untuk tidak melaksanakan kewajiban pajaknya yaitu wajib pajak tidak mengetahui adanya kewajiban pembayaran pajak. Selain itu, wajib pajak terkendala terkait administrasi yaitu tata cara dalam menyetor dan melaporkan pajaknya.
	kurangnya informasi yang diterima oleh wajib pajak pelaku bisnis online shop untuk dapat melaksanakan kewajiban pajak penghasilannya.
	Untuk dapat memenuhi kewajiban pajak penghasilan dalam hal membayar pajak, pelaku bisnis online shop terkendala karena penghasilan yang sedikit atau usaha yang masih berkembang dan omzet yang belum stabil. Selain karena penghasilan yang sedikit, faktor lainnya yaitu sistem administrasi yang sulit. Informan tidak mengetahui cara bagaimana menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Oleh sebab itu, faktor memiliki pemahaman perpajakan yang baik akan membuat pelaku bisnis online shop mengetahui tentang kewajiban pembayaran pajaknya dan mempelajari tata cara dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang dibebankan kepada mereka. Namun sayangnya pemahaman perpajakan pajak UMKM masih belum terpenuhi sehingga mempengaruhi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
	Dari hasil wawancara dan dokumen pendukung, bahwa untuk memenuhi kewajiban membayar pajak informan memiliki kendala pada pemahaman perpajakan UMKM yang masih rendah sehingga informan tidak mengetahui kewajiban penghasilan yang dibebankan. Selain itu penghasilan yang sedikit dan sistem administrasi yang sulit membuat informan tidak membayar pajak. Dengan adanya kendala tersebut akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak pelaku bisnis online shop.
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Tabel 4.5. Sambungan
	No
	Item Hasil Penelitian
	Pengumpulan Data
	Interpretasi

	
	
	Wawancara
	Dokumentasi
	

	
	
	Pelaku usaha
	Pengawas KPP
	Konsultan Pajak
	
	

	6.
	Perilaku melaksanakan kewajiban pajak penghasilan
	Ketika dihadapkan pada kondisi harus membayar pajak disaat pemahaman perpajakan belum terpenuhi dengan sangat baik, informan merasa terbebani dan bingung karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan maupun imbauan sehingga banyak yang kurang setuju untuk membayar pajak. Namun terdapat pula informan yang tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan membayar karena sadar bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban. Namun ketika diberi pemahaman dan kejelasan terkait pajak penghasilan UMKM wajib pajak cenderung memberikan respon yang positif.
Selain membayar pajak yang menjadi salah satu kewajiban pajak penghasilan, maka kewajiban selanjutnya ialah melaporkan pajak yang dibebankan. Apabila wajib pajak pelaku bisnis online shop memiliki pemahaman perpajakan yang baik maka tentu akan melaksanakan kewajiban pelaporan pajaknya.
	Sebagian besar pelaku bisnis online shop belum melaksanakan kewajiban pajak penghasilannya.
Selanjutnya, dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan dimana hal tersebut merupakan bentuk self assessment wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. wajib pajak pribadi dengan omzet tidak lebih dari 500 juta tetap melaksanakan kewajiban melaporkan pajaknya selama status NPWPnya aktif 
	-
	Pelaku social comeerce perlu diberikan kejelasan kriteria pengenaan pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak, serta memberikan kepastian agar tidak merasa dirugikan (Puspawati, 2016b)
	Dari hasil wawancara dan dokumen pendukung bahwa informan tidak akan membayar pajak tanpa adanya informasi yang diterimanya terlebih dahulu. Informan akan melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajak apabila diberikan kejelasan kriteria pengenaan pajak serta tata cara dalam membayar maupun melaporkan pajak. Dengan pemahaman perpajakan yang terpenuhi informan akan bisa leih mengerti terkait pajak dan dapat memenuhi kewajiban pajak penghasilannya.


Sumber : Data diolah, 2023
4.3 [bookmark: _Toc139244193][bookmark: _Toc139877766][bookmark: _Toc139879699]
4.4 [bookmark: _Toc147087207][bookmark: _Toc120193473][bookmark: _Toc120748822][bookmark: _Toc120840010][bookmark: _Toc120840599][bookmark: _Toc120841690][bookmark: _Toc121097213][bookmark: _Toc121376629][bookmark: _Toc121376696][bookmark: _Toc121376789][bookmark: _Toc121377157][bookmark: _Toc121483595][bookmark: _Toc121484954][bookmark: _Toc121526709][bookmark: _Toc122308808]Pembahasan
4.3.1. [bookmark: _Toc139244194][bookmark: _Toc139877767][bookmark: _Toc139879700][bookmark: _Toc147087208]Pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di Kota Samarinda
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disusun oleh peneliti dengan memperoleh data dari hasil wawancara dengan pelaku bisnis online shop, pihak KPP Pratama Samarinda, dan konsultan pajak mengenai pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Hasil yang diperoleh yaitu melihat  kondisi pemahaman pemahaman dari pelaku bisnis online shop terhadap pajak penghasilan UMKM/online shop serta melihat pandangan dari pelaku bisnis online shop, pihak KPP Pratama Samarinda Ullu, dan dari konsultan pajak terkait dengan peraturan perpajakan UMKM maupun menjadi dasar pengenaan pajak untuk usaha online shop.
4.3.1.1 [bookmark: _Toc139244196][bookmark: _Toc139877768][bookmark: _Toc139879701][bookmark: _Toc147087209]. Pemahaman pajak penghasilan online shop/UMKM
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh bahwa wajib pajak sebagai pelaku bisnis online shop masih belum memahami terkait pajak penghasilan, baik dari segi pajak penghasilan itu sendiri, maupun pajak penghasilan atas usaha online shop. Pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh pelaku bisnis online shop belum terpenuhi secara maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50% informan pelaku bisnis online shop tidak mengetahui adanya pajak penghasilan yang dibebankan kepada pelaku bisnis online shop.  Berdasarkan pada hasil penelitian terkait kondisi pemahaman mengenai pajak panghasilan itu sendiri yaitu 50%  informan pelaku bisnis online shop tidak mengetahui dan 33,3% informan pelaku bisnis online shop tersebut mengetahui pajak penghasilan namun hanya secara garis besarnya saja tidak secara detail. Hasil temuan dalam proses wawancara juga mencoba untuk melihat kondisi pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop terkait tarif pajak penghasilan dan peraturan pajak penghasilan UMKM/online shop.
Dari hasil penelitian untuk melihat kondisi pemahaman pelaku bisnis online shop mengenai tarif pajak penghasilan atas usaha online yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.1. Berdasarkan pada tabel tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa 16,6% informan pelaku bisnis online shop yang mengetahui tarif pajak penghasilan sebagai dasar pengenaan pajak untuk usaha online shop. Namun untuk besaran tarif PPh Final yang terbaru untuk online shop masih belum mengetahui. Namun hanya mengetahui besaran tarif pajak penghasilan UMKM yang lama. Sementara itu, berdasarkan pada tabel 4.1 hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hanya 16,6% informan pelaku usaha yang mengetahui mengenai peraturan pajak penghasilan UMKM/online shop.
Berdasarkan pada pemaparan hasil penelitian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman pajak penghasilan online shop/UMKM yang dimiliki oleh pelaku bisnis online shop masih kurang maksimal. Pelaku bisnis online shop tidak mengetahui adanya pajak yang dikenakan pada kegiatan usaha yang dilakukan. Pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop terkait dengan tarif pajak penghasilan sebagai dasar pengenaan pajak dan peraturan perpajakan online shop/UMKM masih minim. Selain tanggapan yang disampaikan oleh pelaku bisnis online shop, pihak dari KPP Pratama Samarinda Ulu juga menyampaikan bahwa sebenarnya untuk pemahaman kurang lebih mereka sudah paham pajak, namun cenderung yang mereka tidak pahami mengenai prosedur ataupun tata cara dalam melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak. Hal demikian juga telah dikonfirmasi oleh para pelaku bisnis online shop bahwa ketidakpahaman dalam perpajakan menyebabkan ketidaktahuan dalam melakukan tata cara melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Selanjutnya, pelaku bisnis online shop yang masih buta akan perpajakan menyebabkan tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan. 
Penyebab dari wajib pajak pelaku bisnis online shop tidak mengetahui adanya pajak penghasilan yang dibebankan kepada pelaku usaha online karena pelaku bisnis online shop  hanya menganggap bahwa yang dapat dikenakan pajak ialah atas usaha dengan penghasilan yang sudah ratusan juta dan menjalankan usaha non online. Kemudian, penyebab dari kurangnya pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop terkait pengenaan tarif dan juga peraturan perpajakan online  shop/UMKM  karena pelaku bisnis online shop tidak mengetahui informasi yang valid terkait peraturan perpajakan untuk pelaku bisnis online shop. Selain itu, pelaku usaha juga tidak pernah mengikuti sosialisasi baik secara langsung maupun tidak yang dilakukan oleh pihak instansi pajak. Selanjutnya, minimnya inisiatif dari para pelaku bisnis online shop untuk dapat mencari informasi perpajakan secara mandiri. Konsultan pajak juga menyatakan kurangnya pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh pelaku bisnis online disebabkan karena kurangnya petugas pajak untuk dapat menyalurkan informasi perpajakan. Oleh sebab itu, konsultan pajak menjadi fasilitator pemerintah dengan WP untuk menyampaikan informasi perpajakan.
Dampak yang ditimbulkan dari kondisi dari wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa atas usaha yang dijalankan juga dikenakan PPh Final UMKM ialah berdampak pada KPP dan juga bagi pelaku bisnis online shop sendiri. Bagi wajib pajak ialah pelaku bisnis online shop akhirnya masih acuh dan tidak tahu menahu tentang pajak yang dibebankan kepadanya. Kemudian, dampak kurangnya pemahaman perpajakan yang dialami dari wajib pajak tersebut akan menghambat wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. Disamping itu, menurut dampak yang dirasakan oleh pihak KPP Pratama Samarinda terkait permasalahan tersebut ialah mendapatkan keluhan dari wajib pajak dan saran yang disampaikan oleh konsultan pajak karena dalam penyampaian informasi tidak disampaikan secara meluas oleh KPP terkait peraturan perpajakan terbaru. Selanjutnya, sulit bagi KPP untuk melakukan pengawasan kepada pelaku bisnis online shop yang tidak paham akan perpajakannya.
Solusi dari peneliti terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku bisnis online shop dan KPP Pratama Samarinda Ulu yaitu pada dasarnya untuk mendapatkan informasi perpajakan bukan hanya dengan melalui sosialisasi yang dilakukan kepada KPP maupun instansi pajak terkait. Hal tersebut bisa dilakukan oleh wajib pajak mengingat bahwa sekarang zaman semakin canggih. Segala bentuk informasi dapat dipelajari dan didapatkan. Misalnya saja wajib pajak dapat mengikuti akun media sosial yang dimiliki oleh DJP maupun KPP. Tak hanya itu, pihak KPP tidak dapat selalu melaksanakan sosialisasi secara langsung karena terbatas oleh ruang dan waktu sehingga sulit untuk menjangkau wajib pajak pelaku bisnis online shop untuk dilakukan penyebaran informasi secara meluas dengan proses tatap muka. Mengingat jumlah wajib pajak pelaku bisnis sangat banyak. Kemudian, dengan kesadaran perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak hendaknya mencari tahu terkait hal-hal yang berhubungan dengan usahanya untuk dapat melakukan antisipasi. Contohnya pelaku bisnis online shop sebagai usahawan tentunya harus melihat juga dari sisi perpajakannya. 
Selain itu, pihak KPP juga tidak hanya berfokus untuk melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan banyak pelaku online shop maupun UMKM. Langkah yang dapat ditempuh oleh KPP yaitu membuka suatu stand pada acara-acara festival. Contohnya pada saat festival tersebut KPP dapat terjun langsung kelapangan dan tentu pada saat itu banyak sekali UMKM-UMKM yang bahkan sebelumnya hanya online dapat ikut serta dalam festival tersebut. Dengan KPP membuka stand perpajakan pada festival tersebut dapat membuat suatu penawaran dengan membuka jasa konsultasi perpajakan untuk membantu wajib pajak UMKM maupun pelaku bisnis online shop membuat NPWP dan memberi pemahaman kepada WP terkait tata cara melaporkan dan membayar pajak. Selanjutnya, pihak KPP juga bisa selalu update terkait peraturan terbaru guna memberikan pemahaman perpajakan dan mengenalkan pajak kepada wajib pajak yang masih awam.
Selanjutnya solusi yang ditawarkan oleh konsultan untuk dapat menggali pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilannya yaitu pihak perpajakan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha secara door to door untuk dapat menggali potensi bagi yang belum mendaftarkan NPWP dan memberikan pemahaman perpajakan. Kemudian, konsultan pajak juga menyatakan bahwa kepada pelaku bisnis online shop  memiliki kesadaran ketika penghasilan yang dimiliki mencapai Rp.500.000.000 hendaknya membayar pajak sesuai ketentuan. Serta, apabila belum mendaftarkan NPWP maka segera mendaftarakan diri untuk memperoleh NPWP.
Hubungan hasil penelitian dengan teori pemahaman pajak penghasilan online shop mencakup bahwa pada penelitian ini pelaku bisnis online shop merupakan subjek penelitian. Menurut Resmi (2011) dalam bukunya menyatakan bahwa segala bentuk maupun sesuatu yang memiliki potensi untuk dapat memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dapat dibebankan pajak. Berdasarkan pada UU No. 28 tahun 2007 dalam penelitian ini, pelaku bisnis online shop ditempatkan sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini berperan sebagai wajib pajak. Berdasarkan pada UU No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 2, menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
     Subjek pajak penghasilan akan dikenai pajak ketika menerima maupun memperoleh penghasilan (Santoso, 2019). Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa subjek pajak penghasilan yaitu wajib pajak. Wajib pajak ini dikenai pajak atas penghasilan yang telah diperolehnya selama satu tahun pajak. setiap pelaku usaha UMKM yang termasuk didalamnya yaitu pengusaha online shop  memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh) ketika mendapatkan keuntungan atas usahanya mulai dari ratusan hingga miliaran rupiah untuk setiap tahunnya. Pajak penghasilan yang dikenakan kepada pelaku online shop  merupakan jenis PPh atas omzet dari penjualan.
Pemahaman pajak penghasilan UMKM menjadi acuan dari pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. Apabila pelaku binsis online shop mengetahui adanya pajak yang berlaku bagi usaha mereka, maka hal tersebut yang akan menentukan sikap pelaku bisnis online shop dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilannya atau tidak peduli terhadap kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan dalam penelitian ini menjadi faktor eksternal dalam menentukan perilaku dari pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. Hal demikian relavan dengan teori atribusi, yang mengemukakan tentang bagaimana seseorang dalam berperilaku dan mengapa seseorang berperilaku demikian.  
Hubungan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu menyatakan bahwa masih banyak pelaku bisnis online shop yang tidak mengetahui terkait pengenaan pajak penghasilan yang dibebankan kepada mereka. Hasil penelitian tersebut menguatkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Aryani, 2020), (Lestari & Damayanti, 2019), (Tahar & Septiani, 2021),  dan (Puspawati, 2016a). Namun melemahkan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi et al., 2019). Hasil pada penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi et al., 2019) menyatakan bahwa para informan dalam penelitiannya cukup mengetahui mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Kemudian, hasil penelitian yang menunjukkan tingkat pemahaman pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan masih belum terpenuhi secara maksimal atau dapat dikatakan masih rendah. Hasil penelitian tersebut menguatkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Aryani, 2020), (Lestari & Damayanti, 2019), (Tahar & Septiani, 2021),  (Puspawati, 2016), dan (Wahyudi et al., 2019). Namun melemahkan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Damayanti, 2019). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Damayanti, 2019) menyatakan bahwa sebagian besar wajib pajak pelaku usaha online dalam penelitiannya telah mengetahui peraturan perpajakan yang menjadi tanggungjawab wajib pajak.
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penyebab pelaku bisnis online shop tidak mengetahui adanya pajak penghasilan yang dibebankan ialah menganggap bahwa yang dapat dikenakan pajak ialah atas omzet yang telah mencapai ratusan juta dan masih kurangnya informasi yang valid terkait peraturan perpajakan yang dibebankan. Hasil penelitian tersebut menguatkan penelitian yang dilakukan oleh  (Aryani, 2020), (Lestari & Damayanti, 2019), (Wahyudi et al., 2019), (Tahar & Septiani, 2021),  dan (Puspawati, 2016).
4.3.1.2 [bookmark: _Toc139244197][bookmark: _Toc139877769][bookmark: _Toc139879702][bookmark: _Toc147087210]. Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peraturan perpajakan UMKM/ online shop mendapatkan respon positif maupun negatif dari sudut pandang pelaku bisnis online shop, pihak KPP Pratama Samarinda Ulu dan konsultan pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang memfokuskan pada sudut pandang pelaku bisnis online shop  terkait dengan pernah atau tidaknya mengikuti sosialisasi langsung, dinyatakan bahwa seluruh pelaku bisnis online shop dalam penelitian ini tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi secara langsung oleh KPP maupun instansi terkait. Kemudian, berdasarkan sudut pandang dari pelaku bisnis online shop terkait adanya pemberlakuan pajak penghasilan terhadap pelaku bisnis online shop, hasil yang diperoleh tersebut cukup bervariasi. 50% informan pelaku usaha dalam penelitian mempermasalahkan adanya pemberlakuan pajak penghasilan bagi pelaku bisnis online shop, 16,6% informan pelaku usaha merasa tidak adil apabila omzet mereka masih kecil. 16,6% informan pelaku usaha merasa sedih dengan adanya pemberlakuan PPh Final kepada bisnis online, dan 16,6% informan pelaku usaha tidak memberikan tanggapan terhadap pemberlakuan pajak untuk bisnis online shop.
Berdasarkan hasil penelitian juga memperlihatkan sudut pandang dari pelaku bisnis online shop setelah diberi pemahaman perpajakan berupa tarif dan peraturan perpajakan terbaru bahwa pelaku bisnis online shop juga dipungut pajak berupa PPh Final. Hasil penelitin tersebut menunjukkan bahwa 83,3% informan pelaku online shop setuju dengan adanya pemberlakuan pajak UMKM bagi bisnis online shop dengan tarif 0% bagi yang memiliki penghasilan kurang dari Rp.500.000.000 dan akan dikenakan pajak sebesar 0,5,% apabila penghasilan lebih dari Rp.500.000.000. Berdasarkan pada hasil konfirmasi dengan pelaku bisnis online shop bahwa sudah setuju terkait dengan peraturan terbaru pajak UMKM yang melibatkan kegiatan transaksi penjualan online yang dilakukannya.
Dari tanggapan yang dikemukakan oleh pelaku bisnis online shop terkait pemberlakuan peraturan perpajakan online shop/UMKM,  hasil penelitian juga menunjukkan adanya saran maupun keluhan dari pelaku bisnis online shop terkait dengan peraturan perpajakan untuk pelaku bisnis online shop maupun UMKM. Hasil penelitian yang ditemukan, pelaku usaha  menyatakan bahwa pemerintah harus bisa lebih memperhatikan wajib pajak pelaku bisnis online shop maupun UMKM lain dengan melakukan sosialisasi guna mendapatkan informasi terkait peraturan perpajakan. Selain itu, dengan adanya peraturan perpajakan UMKM diharapkan tidak memberatkan UMKM dan memberikan tarif pajak yang adil dengan proses administrasi yang dipermudah.
Penyebab dari pelaku bisnis online shop tidak mengikuti atau terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi secara langsung yaitu kurangnya informasi terkait jadwal pelaksanaan sosialisasi yang akan diadakan. Contohnya, ketika KPP mengadakan sosialisasi, maka kemungkinan WP online shop yang hadir hanya sedikit karena jadwal kesibukan dengan pelaksanaan sosialisasi terjadi secara bersamaan. Disamping itu, pihak KPP kesulitan untuk mengawas WP yang belum memiliki pemahaman perpajakan maupun NPWP. Hal tersebut terjadi karena sulitnya menjangkau wilayah yang sangat luas. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran dari masing-masing dari wajib pajak pelaku bisnis online shop. Selanjutnya, penyebab dari pelaku bisnis memberikan respon yang negatif terkait dengan pemberlakuan pajak penghasilan. Pelaku usaha merasa kurang adil apabila bisnis online shop juga dikenakan pajak. Hal tersebut karena penghasilan mereka hanya cukup untuk kebutuhan dan menutupi modal yang dikeluarkan. Penyebab dari pelaku bisnis online shop setuju dengan pemberlakuan PPh karena merasa bahwa sudah sewajarnya untuk dipungut pajak karena telah memiliki penghasilan. Pelaku bisnis online shop yang setuju dengan peraturan tersebut tidak mempermasalahkan adanya pajak yang harus dibayar.
Dampak yang dirasakan pelaku bisnis online shop yang tidak mengikuti atau terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi ialah mereka tidak memperoleh pemahaman perpajakan secara langsung dengan baik sehingga akan menghambat dalam proses melaksankaan kewajiban pajak penghasilan. Kemudian, dampak dari hasil penelitian tersebut mengakibatkan KPP akan memiliki PR tambahan untuk memberikan bekal pemahaman perpajakan kepada pelaku bisnis online shop agar dapat memenuhi kewajiban pajak penghasilannya, baik dalam hal membayar  maupun melaporkan pajaknya.
Selain melihat dari sudut pandang pelaku bisnis online shop dalam menyikapi peraturan perpajakan online shop/UMKM, hasil penelitian juga menunjukkan sudut pandang dari KPP Pratama Samarinda Ulu dalam menyikapi peraturan perpajakan online shop/UMKM. Hasil penelitian menyatakan bahwa pajak UMKM pada tahun 2013 dikenakan pajak dengan 1% dari omzet bruto. Namun kemudian pada tahun 2018 dipermudah oleh pemerintah dengan melakukan penurunan tarif sebesar 0,5% sehingga sampai pada masa sekarang ini pada tahun 2022 berdasarkan pada UU N0.7 tahun 2021 pemerintah memberikan insentif pajak bagi UMKM orang pribadi, bagi wajib pajak yang omzetnya dibawah Rp.500.000.000 itu tidak dikenakan pajak. Namun diantara Rp.4,8 miliar itu tetap dikenakan pajak 0,5%. Menurut KPP untuk peraturan perpajakan terbaru itu tidak terlalu memberatkan bagi wajib pajak.
Selain itu, KPP juga menjelaskan bahwa peraturan perpajakan itu bersifat dinamis, tidak akan sama untuk setiap tahunnya. Berdasarkan dengan peraturan sebelumnya hingga saat ini menurut KPP peraturan perapajakan semakin dipermudah untuk UMKM maupun bisnis online shop. Peraturan perpajakan untuk online shop/UMKM sekarang ini dirasa cukup adil karena kantor pajak juga ingin melindungi UMKM-UMKM yang baru merintis usaha yang memiliki omzet yang tidak terlalu banyak. Kemudian pihak KPP juga menyatakan untuk memenuhi pemahaman  peraturan perpajakan online shop/UMKM kepada pelaku usaha, maka melakukan sosialisasi baik kepada UMKM maupun kunjungan kepada perusahaan-perusahaan. Kemudian, dikantor pajak setiap hari juga akan di tampilkan video pada bagian pelayanan terkait fasilitas perpajakan UMKM. Serta pihak KPP menyatakan bahwa akan selalu update informasi-informasi perpajakan terbaru melalui sosial media. 
Penyebab dari hasil penelitian yang disampaikan oleh KPP tersebut ialah karena dengan terus berubahnya peraturan perpajakan maka sangat sulit bagi wajib pajak pelaku bisnis online shop untuk mendapatkan informasi perpajakan yang pasti. Disamping itu, wajib pajak masih kurang dalam memahami peraturan pajak penghasilan online shop. Selain dari kurangnya pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop juga juga tidak memiliki NPWP sehingga sulit untuk melaksanakan kewajiban pajak penghasilan. Hal demikian terjadi karena bukan hanya terkait pemahamannya saja, namun juga sulit untuk melakukan prosedur administrasi. 
Dampak yang dapat dirasakan oleh wajib pajak pelaku bisnis online shop berdasarkan pada hasil penelitian tersebut bahwa dengan adanya peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM maupun online shop memberikan kemudahan dari sisi pemerintah dan juga dari pelaku bisnis online shop tersebut. Bagi UMKM atau pelaku bisnis online shop dengan peraturan perpajakan yang terbaru ini mereka dibebaskan dari pengenaan pajak UMKM sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan dari sisi KPP meskipun pelaku bisnis online shop tidak melakukan pembayaran pajak namun masih tetap harus melakukan pengawasan dimana tetap melaporkan SPT tahunannya. Kemudian akan lebih meringankan tugas untuk mengawas. Namun dengan pemahaman perpajakan yang minim yang didapatkan oleh wajib pajak, maka pengawasan untuk memenuhi pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop lebih dibutuhkan. Oleh karena itu, adanya peraturan perpajakan memberikan dampak positif bagi negara dimana dengan pemberian insentif ini penerimaan negara menjadi bertambah dan wajib pajak lebih aktif dalam berkontribusi terhadap perpajakannya, baik dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajaknya. Pihak KPP juga berharap dengan adanya peraturan perpajakan ini pelaku bisnis online shop maupun UMKM bisa lebih aktif dalam memantau informasi perpajakan karena KPP kesulitan untuk dapat menjangkau banyaknya UMKM maupun pelaku bisnis online dalam melakukan penyebaran informasi secara langsung. Oleh sebab itu KPP memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi.
Pandangan mengenai peraturan perpajakan juga disampaikan oleh konsultan pajak. Konsultan pajak menyatakan bahwa pajak UMKM yang lebih sederhana dan simple terjadi pada tahun 2018 dengan PP Nomor 23 tahun 2018 lalu kemudian berubah dari 1% menjadi 0,5% tarif Final hingga saat ini peraturan terbaru 0% bagi penghasilan bruto pertahun dibawah Rp. 500.000.000,00. Konsultan pajak tidak mempermasalahkan adanya peraturan terbaru tersebut mengenai tarif PPh Final. Namun yang disayangkan pada peraturan tersebut ialah adanya PPN PMSE. Baginya pajak penghasilan yang dibebankan kepada pelaku bisnis online shop seharusnya sudah cukup.
Dalam pengakuannya juga menjelaskan bahwa pemerintah juga memiliki kendala didalam memaksimalkan penerimaan pajak pelaku bisnis online shop. Hal tersebut dikarenakan kurangkan petugas pajak. Untuk itulah konsultan pajak hadir sebagai fasilitator antara pemerintah dengan wajib pajak untuk dapat memberikan informasi pemahaman perpajakan kepada pelaku bisnis online shop yang memerlukan jasa konsultan. Konsultan pajak juga memberikan tanggapannya bahwa pemerintah seharusnya melakukan banyak diskusi maupun sosialisasi kepada masing-masing UMKM setiap terdapat peraturan pajak terbaru untuk UMKM maupun pelaku usaha online agar mereka mengetahui dan paham terkait kewajiban pajak yang harus dilaksanakan. Pelaku bisnis online shop juga seharusnya memiliki kesadaran ketika telah memiliki penghasilan dan penghasilan lebih dari Rp.500.000.000,00 maka penuhilah kewajiban pajak penghasilan yang dibebankan dengan membayar dan melaporkan pajak ke kantor pajak sesuai domisili.
Penyebab dari hasil penelitian yang disampaikan oleh konsultan pajak tersebut ialah pemahaman peraturan perpajakan dimiliki oleh pelaku bisnis online shop cenderung kurang maksimal karena kurangnya peran pemerintah maupun KPP dalam memberikan informasi maupun dalam penyebaran informasi secara meluas. Selain itu kurang insiatif dari wajib pajak untuk mencari informasi perpajakan secara mandiri.
Dampak yang dapat dirasakan oleh wajib pajak terkait permasalahan tersebut ialah banyak dari wajib pajak cukup acuh karena tidak mendapatkan pemahaman perpajakan.  Hal tersebut dapat menghambat pelaku bisnis online shop untuk dapat memenuhi kewajiban pajak penghasilan, baik dalam hal pelaporan pajak maupun pembayaran pajak.
Solusi yang dapat ditawarkan peneliti terkait dengan pemahaman peraturan perpajakan online shop maupun UMKM yaitu pelaku bisnis online shop maupun UMKM diharapkan untuk lebih terbuka terkait dengan peraturan perpajakan terbaru, sehingga dapat memiliki pemahaman perpajakan untuk  memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. Kemudian, pihak KPP dapat memperluas melakukan sosialisasi kepada wajib pajak bisnis online shop dengan bekerja sama dengan komunitas-komunitas terkait seperti komunitas UMKM. pihak KPP hendaknya dapat melihat kelapangan bahwa banyak dari pelaku bisnis online shop masih kurang pemahaman terkait perpajakan namun telah mampu untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Untuk itu hal tersebut merupakan kesempatan bagi KPP untuk dapat menggali potensi penerimaan pajak yang bersaal dari pengusaha online.
Hubungan dari hasil penelitian dengan teori mengenai pandangan para informan penelitian terkait peraturan perpajakan online shop/UMKM. Pada hasil penelitian memuat seperti apa pelaksanaan sosialisasi yang pernah dilakukan oleh pelaku bisnis online shop.  Sosialisasi pajak dibutuhkan agar wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan secara keseluruhan dan mengetahui peran pentingnya dalam dunia perpajakan yang bermanfaat untuk pembangunan negara (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015). Pemahaman perpajakan dibutuhkan agar wajib pajak mengetahui tata cara perpajakan, sehingga pelaksanaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 
Pada hakikatnya pengenaan pajak atas usaha online setara dengan pengenaan pajak bagi unit usaha konvensional. Terdapat dua jenis pemberlakuan pajak bagi pelaku bisnis online shop yaitu PPN dan PPh. Kewajiban perpajakan bagi pelaku bisnis online shop terbagi menjadi dua jenis yaitu bentuk badan dan bentuk perorangan (Hardiningsih & Oktaviani, 2013). Subyek pajak berupa bentuk perorangan yaitu pelaku usaha yang menjalankan usaha secara individu, apabila pelaku usaha tersebut berbentuk badan maka subyek pajaknya ialah para pelaku usaha yang memiliki bisnis berbentuk CV,PT dan atau mempunyai perbedaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Makalalag, 2016).
Teori Atribusi (Attribution Theory) dalam penelitian ini diterapkan sebagai dasar untuk melihat sikap dari wajib pajak dalam menciptakan penilaian terhadap pajak. Robbins (1996) menuturkan bahwa pandangan seseorang untuk menciptakan penilaian sangatlah dipengaruhi oleh kondisi internal dan ekternal. Teori atribusi relavan dengan penelitian yaitu pemahaman perpajakan  akan menjadi faktor eksternal dalam menentukan perilaku dari pelaku bisnis online shop tersebut tentang kewajiban perpajakannya, sedangkan faktor internal yaitu niat dan kesadaran dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman pelaku bisnis online shop terhadap peraturan perpajakan merupakan metode wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih & Oktaviani, 2013). Pelaku bisnis online shop yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung tidak menaati peraturan perpajakan.
Hubungan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman perpajakan menghambat pelaku bisnis online shop untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. Hasil penelitian tersebut menguatkan penelitian yang dilakukan oleh  (Aryani, 2020), (Wahyudi et al., 2019), (Tahar & Septiani, 2021),  dan (Puspawati, 2016). Namun melemahkan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Damayanti, 2019). Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Damayanti, 2019), menunjukkan bahwa umur dalam menjalankan usaha yang memiliki pengaruh terhadap pemahaman dan pengetahuan seseorang untuk dapat memenuhi maupun menghambat dalam kewajiban pajak penghasilannya. Selanjutnya, hasil penelitian peneliti juga menyatakan bahwa sebelum memperoleh pemahaman perpajakan, pelaku bisnis online shop cenderung menolak peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian tersebut menguatkan penelitian yang dilakukan oleh (Aryani, 2020), dan (Puspawati, 2016). Namun melemahkan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Damayanti, 2019), (Wahyudi et al., 2019), dan (Tahar & Septiani, 2021), dengan menyatakan bahwa sebagian besar UKM telah memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dan setuju apabila dibebankan pajak penghasilan namun tetap ada batasan sehingga pajak yang dipungut tersebut dirasa cukup adil bagi pelaku usaha.
Hasil penelitian terkait dengan pandangan terhadap peraturan perpajakan online shop mengenai sosialisasi yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha  bisnis online shop belum pernah terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpajakan dan sulit untuk mendapatkan sosialisasi yang membahas mengenai peraturan perpajakan terbaru. Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut menguatkan penelitian yang dilakukan oleh (Aryani, 2020), (Lestari & Damayanti, 2019), (Wahyudi et al., 2019), (Tahar & Septiani, 2021),  dan (Puspawati, 2016). Kemudian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku usaha  memberikan tanggapannya terkait dengan pemberlakuan peraturan pajak penghasilan online shop. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaku bisnis online shop cenderung tidak mempermasalahkan dengan adanya peraturan perpajakan terbaru yang melibatkan dirinya karena merasa sudah kewajiban dan telah memperoleh penghasilan. Hasil penelitian tersebut menguatkan penelitian yang dilakukan oleh (Aryani, 2020), (Wahyudi et al., 2019), (Tahar & Septiani, 2021), (Puspawati, 2016) dan (Lestari & Damayanti, 2019). 
4.3.2. [bookmark: _Toc139244198][bookmark: _Toc139877770][bookmark: _Toc139879703][bookmark: _Toc147087211]. Perilaku pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan
Dari hasil temuan peneliti terhadap perilaku pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasihan ditemukan faktor membayar pajak, faktor tidak membayar pajak, serta perilaku pelaku bisnis online shop dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan. Berikut dibawah ini merupakan pembahasan dari hasil analisis setiap kategori :
4.3.2.1 [bookmark: _Toc139244199][bookmark: _Toc139877771][bookmark: _Toc139879704][bookmark: _Toc147087212]. Faktor membayar pajak
Dari hasil temuan peneliti, setiap informan memberikan tanggapannya terhadap faktor dalam membayar pajak. Hasil penelitian menunjukkan 66,6% informan pelaku bisnis online shop mengemukakan bahwa penghasilan  menjadi salah satu faktor penentu sikap dari wajib pajak online shop dalam hal membayar pajak. Selanjutnya, 16,6% informan pelaku bisnis online shop mengemukakan bahwa kesadaran pemahaman perpajakan dengan merasa bahwa membayar pajak merupakan suatu bentuk kewajiban merupakan faktor lain bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Selain faktor penghasilan dan kesadaran perpajakan, 16,6% informan pelaku bisnis online shop memilih untuk tetap menaati aturan perpajakan yang berlaku.
Menurut keterangan dari pihak KPP yang menyatakan bahwa sebenarnya sebagian besar pelaku bisnis online shop maupun UMKM sudah cukup memiliki kesadaran perpajakan. Wajib pajak tidak menolak informasi mengenai peraturan perpajakan. Kesadaran akan pemahaman perpajakan akan menentukan niat dan keinginan dari pelaku bisins online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang dibebankan. Berdasarkan pada hasil wawancara penelitian dengan para pelaku usaha, maka pandangan mereka terkait faktor penentu wajib pajak pelaku bisnis online shop dalam hal membayar pajak ialah berlandaskan pada penghasilan yang dimiliki, kesadaran akan kewajiban perpajakannya, mengikuti peraturan perpajakan, serta pemahaman kewajiban perpajakan yang baik oleh wajib pajak pelaku bisnis online shop.
Penyebab dari hasil penelitian terkait faktor membayar pajak disebabkan karena adanya niat dan keinginan dari pelaku bisins online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang dibebankan terkhusus dalam membayar pajak. Ketika seorang pelaku bisnis online shop merasa pajak merupakan suatu kewajiban warga negara, maka akan menentukan sikapnya untuk dapat memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Selain itu, dengan penghasilan yang sedikit juga akan menghambat wajib pajak dalam menyikapi perpajakan karena merasa bahwa penghasilan yang dimiliki hanya dapat mencukupi kebutuhan. Kemudian, penyebab dari kurangnya pemahaman perpajakan ialah pelaku bisnis hanya mengandalkan untuk mendapatkan informasi melalui sosialisasi maupun bentuk penyuluhan pajak lainnya.
Dampak yang dapat dirasakan oleh wajib pajak terkait dengan faktor membayar pajak tersebut ialah akan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan. Hal tersebut terjadi karena pelaku bisnis online shop merasa bahwa pajak merupakan suatu kewajiban warga negara. yang berdampak dapat mendorong wajib pajak untuk dapat membayar pajak yang dibebankannya. Oleh sebab itu, secara tidak langsung wajib pajak dapat berkontribusi untuk pembangunan negara. Selanjutnya, dampak dari hasil penelitian tersebut yang dirasakan oleh KPP ialah dengan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempermudah bagi KPP untuk melakukan pengawasan kepada wajib pajak yang belum melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Solusi yang dapat disampaikan oleh peneliti terkait dengan faktor membayar pajak tersebut ialah KPP harus lebih gencar dalam penyebaran informasi yang maksimal serta dapat menggali potensi yang lebih lagi mengingat bahwa sebagian pelaku bisnis online shop maupun UMKM memiliki kesadaran perpajakan. Selain itu wajib pajak yang telah memiliki kesadaran tersebut hendaknya mencari tahu secara inisiatif terkait pemahaman perpajakan agar mengetahui langkah selanjutnya yang akan dilakukan setelah memiliki kesadaran perpajakan tersebut.
Hubungan hasil penelitian dengan teori menyatakan bahwa faktor membayar pajak menjadi salah satu pembentuk perilaku pelaku bisnis online shop  untuk dapat melaksnakan kewajiban pajak penghasilan yang dibebankan kepada mereka. Menurut (Ajzen, 1991) bahwa semakin kuat niat individu untuk terlibat dalam suatu perilaku maka semakin besar pula kemungkinan untuk melakukan suatu tindakan tersebut. Akan tetapi, niat tersebut harus jelas, sehingga akan menghasilkan suatu tindakan dalam berperilaku dan diperkuat oleh suatu kendali. Kendali tersebut dapat menghasilkan suatu perilaku dimana individu tersebut akan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tersebut. Dalam hal ini ialah melaksanakan kewajiban pajak penghasilan atau tidak melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.
Menurut Theory of Planned Behavior, wajib pajak yang menyadari betapa pentingnya pajak bagi negara akan memiliki niat dan motivasi yang kuat dalam hal membayar pajak dengan berdasarkan pada peraturan  perpajakan yang berlaku. Niat dan motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut, berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri maupun berasal dari luar diri wajib pajak tersebut. Kesadaran akan pemahaman perpajakan akan menentukan niat dan keinginan dari pelaku bisins online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang dibebankan. Ketika seorang pelaku bisnis online shop merasa pajak merupakan suatu kewajiban warga negara, maka akan memberikan dampak yang positif terhadap perpajakan yang akan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan. Sebaliknya, apabila wajib pajak tidak memiliki pemahaman perpajakan dan kesadaran perpajakan maka akan menghambat kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh  (Puspawati, 2016a) juga menjelaskankan bahwa seorang wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik, akan memiliki pandangan kadilan yang positif terhadap sistem pajak yang mengakibatkan tingkat kepatuhan pajak menjadi tinggi. Selain adanya kesadaran perpajakan, terdapat pula persepsi bahwa faktor membayar pajak yaitu pelaku usaha hanya tetap akan mengikuti aturan yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan membayar pajak penghasilan bagi pelaku bisnis online shop maupun UMKM dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Kewajiban pelaku bisnis online shop dalam membayar pajak dituangkan dalam UU No. 7 tahun 2021 tentang UU Harmonisasi Perpajakan yang sebelumnya diatur dalam (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-commerce). Selanjutnya, berdasarkan pada UU No. 7 tahun 2021 bahwa pemerintah menerapkan tarif PPh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau pajak Online shop sebesar 0,5 persen, sedangkan untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak UMKM orang pribadi ditetapkan sebesar Rp. 500 juta dalam satu tahun (Kompas.com, 2021). Dengan penghasilan yang tidak terlalu banyak atau dibawah Rp.500.000.000,00 pertahun pelaku bisnis online shop merasa akan rugi apabila harus menanggung lagi pajak dengan penghasilan yang tidak stabil. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Margareth et al., 2017) menyatakan bahwa membayar pajak hanya akan menjadi beban yang nantinya tidak memberikan sesuatu yang nyata untuk bisa dinikmati sehingga tidak memberi nilai tambah baginya.
Hubungan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu terkait faktor membayar pajak. Hasil penelitian juga memperlihatkan faktor penentu perilaku wajib pajak dalam membayar pajak yaitu penghasilan, kesadaran pemahaman perpajakan, dan sikap untuk mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian tersebut menguatkan penelitian yang dilakukan oleh (Aryani, 2020), (Lestari & Damayanti, 2019), (Wahyudi et al., 2019), (Tahar & Septiani, 2021), dan (Puspawati, 2016).
4.3.2.2 [bookmark: _Toc139244200][bookmark: _Toc139877772][bookmark: _Toc139879705][bookmark: _Toc147087213]. Fakor tidak membayar pajak
Dari hasil temuan peneliti, setiap pelaku usaha memiliki respon yang berbeda-beda terhadap faktor seorang wajib pajak bisnis online shop tidak membayar pajak. Hasil penelitian juga disampaikan melalui sudut pandang pihak KPP terkait faktor tidak membayar pajak. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa  yang menjadi alasan utama untuk wajib pajak tidak berkenan membayar pajak penghasilan yang dibebankan karena mereka tidak mengetahui adanya kewajiban pembayaran pajak. Selain itu, petugas KPP Pratama Samarinda menyatakan bahwa yang menjadi faktor tidak membayar pajak ialah proses administrasi perpajakan.
Selanjutnya, hasil penelitian untuk mengungkapkan faktor tidak membayar pajak dari sudut pandang pelaku bisnis online shop, menyatakan bahwa 100% informan pelaku bisnis online shop serentak mengemukakan bahwa faktor tidak membayar pajak karena penghasilan yang dimiliki sedikit. Artinya, omzet yang dimiliki tersebut kurang untuk dapat disisihnya lagi membayar pajak. Kemudian, pelaku bisnis beranggapan akan merasa rugi apabila harus menanggung beban pajak dengan penghasilan yang tidak stabil untuk setiap bulan maupun setiap tahunnya. Hasil penelitian terkait faktor pelaku bisnis online shop tidak membayar pajak ialah pemahaman perpajakan yang masih kurang, kendala dalam melakukan administrasi perpajakan, dan penghasilan yang minim atau tidak tercukupi.
Penyebab dari hasil penelitian yang dinyatakan oleh KPP ialah kurangnya pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak sehingga tidak mengetahui kewajiban pajak penghasilan yang dimilki. Apabila mereka diberi pemahaman perpajakan secara maksimal, maka mereka akan cenderung mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini pelaku bisnis juga kesulitan dalam melakukan penyetoran dan melaporkan pajaknya, sehingga membutuhkan sistem administrasi yang lebih mempermudah dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Selain itu, penghasilan yang sedikit cenderung membuat pelaku bisnis online shop merasa keberatan dengan pajak yang harus dibayarkan.
Dampak dari hasil penelitian yang disampaikan oleh KPP ialah kendala terkait pemahaman perpajakan yang minim tersebut serta sistem administrasi yang sulit untuk dipahami  pelaku bisnis online shop akan menyebabkan ketidak patuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan baik dalam pembayaran maupun pelaporan pajaknya. Dampak yang dirasakan oleh wajib pajak terkait pernyataan tersebut ialah dengan kurangnya pemahaman perpajakan yang dimiliki maka wajib pajak pelaku bisnis online shop tidak mengetahui tahapan dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak. Pelaku bisnis online shop akan cenderung acuh terkait peraturan perpajakan. Bahkan dengan penghasilan yang sedikit wajib pajak tidak tahu menahu terkait dengan peraturan perpajakan karena merasa penghasilan yang sedikit, sehingga melepas kewajiban dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan.
Solusi yang dapat ditawarkan oleh peneliti berdasarkan pada hasil penelitian tersebut ialah wajib pajak terlebih dahulu mencari informasi seputar peraturan perpajakan terbaru terkait usaha online yang dijalankan tersebut. Peningkatan pemahaman perpajakan yang baik tentunya membuka persepsi yang berbeda terhadap pajak. Oleh karena itu, pelaku bisnis online shop harus memiliki kesadaran perpajakan bahwa membayar dan melaporkan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban. Selain itu wajib pajak hendaknya tidak sengaja melakukan penghindaran pajak atau acuh terhadap perpajakannya. Terlebih sudah termasuk dalam kategori wajib melaksanakan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan peraturan pajak UMKM/online shop yang berlaku. Wajib pajak harus lebih meningkatkan kesadaran akan perpajakannya. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan oleh KPP terhadap pelaku bisnis online shop ialah lebih berusaha lagi untuk penyebaran informasi kepada pelaku bisnis online shop terkait peraturan perpajakan. Hal tersebut dilakukan untuk membangun kesadaran perpajakan yang ada pada masing-masing pelaku bisnis online shop.
Hubungan hasil penelitian dengan teori yaitu ketidakpatuhan wajib pajak maupun pelaku bisnis online shop dalam membayar pajak tidak lepas dari beberapa faktor yang menghambat dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Dalam penelitian ini peneliti memiliki tiga temuan faktor tidak membayar pajak dari pelaku bisnis online shop. Pemahaman perpajakan yang minim akan menghambat pelaku bisnis online shop dalam melaksanakan kewajiban membayar maupun melaporkan perpajakannya. Tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan masyarakat yang rendah merupakan salah satu faktor penghambat yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Ningsih & Saragih, 2020). Hal dimikian juga disampaikan oleh konsultan pajak Samarinda, bahwa pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop cenderung minim. Menurutnya masih 90% pelaku bisnis online shop yang belum paham masalah perpajakan. Petugas KPP juga menyatakan bahwa  yang menjadi alasan utama untuk wajib pajak tidak mau membayar pajak penghasilan yang dibebankan karena mereka tidak mengetahui adanya kewajiban pembayaran pajak. Apabila mereka diberi pemahaman perpajakan secara maksimal, maka mereka akan cenderung mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. 
Hasil penelitian relavan dengan theory of reasonased action (teori tindakan beralasan yang menjelaskan terkait dengan perilaku individu. Berdasarkan teori tersebut menjelaskan tindakan yang didasari oleh niat dari seseorang. Dalam teori ini juga menjelaskan adanya sikap dan norma subyektif. Norma subjektif dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang dapat dilihat dari lingkungan sosial seseorang, sehingga dapat mempengaruhi suatu keputusan, sedangkan definisi sikap disini ialah tentang seperti apa perasaan seseorang mengenai perilakunya dan biasanya hal tersebut dapat diukur berdasarkan suatu pemikiran yang menyenangkan atau tidak menyenangkan (Peslak,et.al., 2010). Dalam penelitian ini niat dan norma subjektif akan mempengaruhi niat pelaku bisnis dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. Tindakan yang menjadi alasan untuk pelaku bisnis online shop tidak membayar pajak yaitu karena memiliki pemahaman perpajakan yang minim, sistem administrasi perpajakan yang sulit, serta karena memiliki penghasilan yang sedikit.
     Sehubungan dengan penelitian, teori ini memberi gambaran bahwa niat seseorang menjadi penentu dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam penelitian ini ialah pajak penghasilan.. Dalam hal ini pula pemahaman perpajakan menjadi acuan untuk membentuk niat yang besar dalam menentukan suatu tindakan. Tindakan tersebut berupa pemenuhan kewajiban pajak penghasilan oleh pelaku bisnis online shop.
[bookmark: _Toc139244201][bookmark: _Toc139877773][bookmark: _Toc139879706]Hubungan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu terkait dengan faktor penentu perilaku pelaku bisnis online shop dalam membayar pajak dan faktor tidak membayar pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan faktor tidak membayar pajak yaitu karena tidak mengetahui adanya kewajiban pajak penghasilan, administrasi atau tata cara perpajakan yang sulit, serta penghasilan yang sedikit. Hasil penelitian tersebut menguatkan penelitian yang dilakukan oleh (Aryani, 2020), (Wahyudi et al., 2019), (Tahar & Septiani, 2021),  dan (Puspawati, 2016a). Namun melemahkan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Damayanti, 2019).Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Damayanti, 2019) menyatakan bahwa umur dari usaha yang dijalankan oleh wajib pajak yang memiliki pengaruh dalam menentukan perilaku tidak membayar pajak penghasilan yang dibebankan.
4.3.2.3 [bookmark: _Toc147087214]. Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan  UMKM
[bookmark: _Toc139244202]Dalam hal melaksankaan kewajiban pajak penghasilan wajib pajak cenderung hanya mengetahui bahwa ketika mendengar kata pajak maka berhubungan dengan pembayaran pajak. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa selain membayar pajak, wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan pajaknya. Hasil temuan peneliti terhadap perilaku pelaku bisnis online shop ketika dihadapkan  harus membayar pajak secara tiba-tiba mendapatkan respon negatif dan juga postif dari kalangan pelaku bisnis online shop. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 33,3% informan pelaku bisnis online shop akan tetap melaksanakan kewajiban membayar pajak atau tidak mempermasalahkan ketika harus membayar pajak. Selain itu terdapat 66,6% informan yang kurang setuju dengan pemungutan pajak yang dilakukan. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa 66,6% informan pelaku bisnis online shop ketika memperoleh pemahaman perpajakan akan tetap melaporkan pajaknya.  Namun, 16,6% informan pelaku bisnis online shop memilih untuk belum bisa untuk memenuhi kewajiban untuk melaporkan pajak. Kemudian, 16,6% informan pelaku usaha menyatakan bahwa akan tetap melaporkan pajak apabila tidak dipersulit dengan administrasi. Selanjutnya melihat hasil temuan peneliti terhadap perilaku yang ditimbulkan dari pelaku bisnis online shop didalam penelitian ini ialah dikutip dari pernyataan yang disampaikan oleh pihak KPP bahwa pelaku bisnis online shop tetap melakukan pelaporan pajak SPT Masa maupun SPT Tahunan meskipun dibebaskan dari kewajiban dalam membayar pajak.
Penyebab dari hasil penelitian yang dilakukan terkait respon negatif yang diterima oleh pelaku bisnis online shop yang cenderung menolak dan tidak setuju apabila tiba-tiba harus membayar pajak. Kondisi ini terjadi apabila wajib pajak pelaku bisnis online shop tidak memiliki pemahaman perpajakan yang baik. Selain itu, pelaku bisnis online shop yang akan tetap melaksanakan kewajiban membayar pajak karena disebabkan adanya kesadaran perpajakan bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban. Selanjutnya penyebab dari pelaku bisnis online shop yang menolak melakukan pelaporan pajak  ketika telah memperoleh informasi perpajakan yaitu bahwa wajib pajak tersebut masih berusaha untuk mempelajari perpajakan karena merasa bahwa usahanya tersebut belum cukup stabil. Kemudian, penyebab lainnya karena sulitnya dalam proses administrasi yang dilakukan. Seperti tata cara dalam melaporkan dan membayar pajak serta syarat apa yang harus dipenuhi tersebut. Namun apabila administrasi perpajakan tidak sulit, maka wajib pajak tersebut akan melaksanakan kewajiban pajak penghasilannya. Selain itu, penyebab lain pelaku bisnis online shop tidak dapat melaksanakan kewajiban pajak penghasilan yaitu berdasarkan pada penelitian bahwa hanya 33,3% informan pelaku bisnis online shop yang memiliki NPWP. Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa pelaku bisnis online shop masih minim terkait dengan pemahaman perpajakan yang dimilikinya.
Dampak yang ditimbulkan dari hasil penelitian tersebut dapat dirasakan oleh wajib pajak pelaku bisnis online shop dan bagi KPP. Dampak yang dirasakan bagi pelaku bisnis online shop ketika kurangnya pemahaman perpajakan yang dimiliki akan menghambat dalam proses melaksanakan kewajiban pajak penghasilan. Sementara itu, wajib pajak yang acuh akan perpajakan akan membuat keputusan untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian dampak yang ditimbulkan ketika harus membayar pajak tanpa pemahaman perpajakan yang cukup maka pelaku bisnis online shop cenderung menolak, merasa kesal, bingung, dan tentu akan merasa terbebani dengan tagihan pajak yang diterima. Hal tersebut terjadi karena sebelumnya tidak mendapatkan penyuluhan dari KPP terkait pajak penghasilan yang dipungut. Oleh karena itu akan menyebabkan perilaku untuk tidak patuh terhadap perpajakan. Namun apabila telah diberi pemahaman perpajakan maka pelaku bisnis online shop cenderung untuk menerima informasi yang diberikan dan cukup terbuka dengan informasi tersebut.
Dampak yang dirasakan bagi KPP ialah akan sering mendapatkan keluhan dari WP yang tidak memiliki pemahaman perpajakan dan akan sulit bagi pihak KPP untuk dapat mengawas wajib pajak pelaku bisnis online shop yang belum memiliki NPWP ataupun yang telah memiliki namun tidak membayar maupun melaporkan pajaknya. Dampak lain bagi pemerintah dan juga KPP ialah dengan banyaknya pelaku bisnis online shop yang memilih untuk tidak patuh akan mengurangi penerimaan pajak apabila wajib pajak yang sudah mampu untuk membayar pajak namun memilih untuk tidak membayar pajak. Namun sebaliknya apabila wajib pajak pelaku bisnis online shop patuh akan peraturan perpajakan maka akan menambah penerimaan pajak. 
Solusi dari hasil penelitian tersebut ialah KPP masih harus tetap memperluas informasi perpajakan, bahkan sebelum melakukan pemungutan pajak terhadap wajib pajak. Terlebih dahulu memberikan penyuluhan dan penjelasan rinci terkait perpajakan agar pelaku bisnis online shop dapat memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. Selain itu, kendala yang dimiliki oleh wajib pajak ialah sistem administrasi yang rumit atau sulit dipahami. Oleh sebab itu, wajib pajak pelaku bisnis online shop bisa mendatangi KPP sesuai domisili atau mencari informasi perpajakan secara inisiatif terkait tata cara dalam melaporkan dan membayar pajak.
Hubungan dari hasil penelitian tersebut dengan teori yaitu berdasarkan teori atribusi dimana dijelaskan bahwa pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop merupakan penyebab internal yang dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi pelaku bisnis online shop dalam membuat keputusan terkait perilakunya dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang dibebankan kepadanya. Pelaku bisnis online shop yang paham terkait perpajakannya tentu akan membayar pajak maupun melaporkan pajak karena merasa hal tersebut adalah suatu kewajiban dan tidak merasa adanya kerugian atas pemungutan pajak dan tidak ada paksaan. Artinya dalam hal ini pelaku bisnis online shop membayar pajak secara sukarela dan sadar akan kewajibanya sebagai warga negara yang taat akan perpajakan. Namun terkadang pemahaman perpajakan UMKM ini sering kali disalahartikan oleh pelaku usaha bisnis online shop maupun UMKM lain karena merasa terbebani harus membayar pajak. 
Pelaku bisnis online shop perlu diberikan kejelasan kriteria pengenaan pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak, serta memberikan kepastian agar mereka tidak merasa dirugikan (Puspawati, 2016a). Hal tersebut dibutuhkan agar pelaku bisnis online shop dapat melaksanakan kewajiban pajak penghasilan yang dibebankan kepada mereka. Pelaku bisnis online shop juga memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai domisilinya. Pada dasarnya wajib pajak orang pribadi wajib melakukan pelaporan SPT Tahunan pada setiap tahunnya. Peraturan ini tercantu dalam UU No. 6 Tahun 1982 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir yang berlaku adalah UU N0. 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Didalam aturan terbaru ini disebutkan bahwa pelaku bisnis online shop atau UMKM yang memiliki penghasilan maksimal Rp. 500 juta pertahun maka tidak akan dikenakan pajak Final 0,5% dari peredaran brutonya. Meskipun tidak dikenakan pajak, wajib pajak UMKM maupun pelaku bisnis online shop dengan penghasilan tersebut dihimbau untuk tetap melakukan peralopan SPT Tahunan (CBNC Indonesia, 2023). 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan tanggal pelaporan SPT Tahunan berakhir pada 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi, dan 30 April bagi wajib pajak badan. SPT Masa mengacu pada Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2018 (PMK 99/2018) menyatakan bahwa PPh Final wajib disetor dan dilaporkan untuk masa pajak paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dikutip dari Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan dianggap telah menyampaikan SPT masa sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran pajak (SSP), dan jika wajib pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu maka tidak diwajibkan untuk menyapaikan SPT Masa.
[bookmark: _Toc139877774][bookmark: _Toc139879707]Hubungan hasil penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu dapat menguatkan dan melemahkan. Berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwa perilaku dari pelaku bsinis online shop ketika telah memperoleh pemahaman perpajakan akan cenderung setuju dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian tersebut menguatkan penelitian yang dilakukan oleh (Aryani, 2020), (Lestari & Damayanti, 2019), (Wahyudi et al., 2019), (Tahar & Septiani, 2021),  dan (Puspawati, 2016). 
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5.1. [bookmark: _Toc139244204][bookmark: _Toc139877776][bookmark: _Toc139879709][bookmark: _Toc147087217]Kesimpulan
Setelah peneliti menganalisis informasi yang diperoleh dari para informan mengenai “Pemahamahan Perpajakan Pelaku Bisnis Online Shop Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Pelaku Bisnis Online Shop Di Kota Samarinda”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaku bisnis online shop masih banyak yang belum memahami terkait pajak penghasilan UMKM. Pelaku bisnis online shop tidak mengetahui bahwa atas usahanya juga dikenakan pajak yaitu PPh Final. Mereka hanya mengetahui yang dibabankan pajak yaitu atas usaha yang telah besar dan memiliki toko. Pelaku bisnis online shop juga kurang inisiatif untuk memperoleh NPWP, hal demikian disebabkan karena tidak mengetahui tata cara pembuatan NPWP. Dengan kurangnya pemahaman perpajakan yang diterima oleh pelaku bisnis online shop akan menghambat dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan baik dalam hal membayar maupun melaporkan pajak.
2. Perilaku pelaku bisnis online shop ketika dihadapkan harus memenuhi kewajiban pajak penghasilan ketika dalam situasi belum memiliki pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop akan cenderung menolak dan keberatan untuk membayar pajak. Namun ketika dalam situasi memiliki pemahaman perpajakan maka akan memenuhi kewajiban pajak penghasilannya baik dalam hal membayar dan melaporkan pajak. Pelaku bisnis online shop masih memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Seperti yang telah disampaikan informan pelaku bisnis online shop bahwa perilaku pelaku bisnis bisnis online shop ketika diwajibkan dalam membayar pajak disebabkan oleh faktor penghasilan yang banyak, kesadaran dan pemahaman perpajakan yang baik, serta keinginan pelaku bisnis untuk menaati aturan perpajakan yang berlaku. Hal demikian akan memberikan peluang yang besar untuk dapat memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Sebaliknya, perilaku yang ditunjukkan oleh pelaku bisnis online shop ketika menolak untuk membayar pajak hal demikian disebabkan oleh pemahaman perpajakan yang rendah, administrasi yang sulit, serta memiliki penghasilan yang sedikit. Perilaku demikian akan menghambat pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. 
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Dari hasil penelitian yang diperoleh dan kesimpulan yang telah disusun pada penelitian ini, maka penulit memiliki beberapa saran sebagai berikut :
1. Untuk wajib pajak pelaku bisnis online shop pada penelitian ini diharapkan kedepannya dapat memenuhi kewajiban pajak penghasilan seperti dapat mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP, melaporkan pajak penghasilan UMKM dan membayar pajaknya. Pelaku bisnis online shop juga diharapkan lebih bisa terbuka dan menerima informasi perpajakan serta memiliki inisiatif untuk memperoleh informasi perpajakan guna mendapatkan pemahaman perpajakan yang baik.
2. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu dan pemerintah kedepannya diharapkan akan lebih banyak meningkatkan kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan guna memberikan pemahaman perpajakan untuk peraturan perpajakan UMKM agar dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga dapat melaksanakan suatu program yang bermanfaat bagi pelaku bisnis online shop maupun UMKM guna keberlangsungan usaha dan memenuhi kewajiban pajak penghasilannya.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas lagi daerah yang akan diteliti. Disamping itu, berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka selanjutnya dapat menggunakan metode yang berbeda yakni metode kuantitatif untuk dapat meneliti pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh pelaku bisnis online shop shop ataupun dapat menggali lebih lanjut lagi pemahaman perpajakan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan dari sudut pandang pelaku bisnis online shop menggunakan metode penelitian lainnya.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Informan
Pedoman wawancara digunakan peneliti untuk mencari data. Peneliti membuat 3 (tiga) macam panduan wawancara, pertama ditujukan kepada pelaku bisnis online shop di Kota Samarinda, kedua, ditujukan kepada bagian dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda, dan ketiga, ditujukan kepada konsultan pajak yang berada di kota Samarinda. Peneliti akan menanyakan beberapa point pertanyaan kepada informan kunci agar dapat menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
	Informan Kunci
	Indikator Pertanyaan

	Pelaku Bisnis Online shop di Kota Samarinda
	1. Sejarah pendirian usaha
2. Pemahaman perpajakan secara umum
3. Pemahaman perpajakan Pajak Penghasilan UMKM
4. Pandangan terkait peraturan perpajakan UMKM 
5. Faktor membayar dan tidak membayar pajak
6. Perilaku pelaku bisnis online shop ketika dihadapkan pada kewajiban pajak penghasilan

	Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Samarinda
	1. Kepemilikan NPWP pelaku bisnis online shop
2. Pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop
3. Pemungutan pajak penghasilan kepada pelaku bisnis online shop
4. Kebijakan peraturan perpajakan terkait pajak penghasilan untuk pelaku bisnis online shop
5. Dampak terhadap kebijakan peraturan perpajakan terkait pajak penghasilan pelaku bisnis online shop/UMKM

	Konsultan Pajak
	1. Jumlah klien UMKM/pelaku bisnis online shop
2. Opini tentang pajak terkait pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan dan terkait kebijakan pemerintah terhadap pengenaan pajak UMKM yang ditetapk an untuk pelaku bisnis online shop.









Daftar pertanyaan Wawancara
A. Pertanyaan Wawancara untuk Pelaku Bisnis Online shop
	No
	Pertanyaan
	Kode Informan
	Pertanyaan Penelitian (RQ)

	1.
	Di platform mana sajakan usaha ini dipromosikan untuk melakukan penjualan ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	2.
	Apakah anda/usaha anda memiliki NPWP?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	3.
	Kapan dan berapa lama usaha tersebut berdiri/ dibangun ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	4.
	Terkait dengan ushaa yang saudara jalankan tersebut, apakah saudara mengetahui adanya pajak yang dikenakan pada usaha online shop tersebut ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	5.
	Apakah anda mengetahui perpajakan secara umum ? dapatkah anda menjelaskan sedikit yang anda ketahui ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	6.
	Apakah anda mengetahui fungsi pajak untuk pererkoNomian Indonesia?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	7.
	Apakah anda mengetahui tentang kewajiban wajib pajak ? dapatkah anda sedikit menjelaskan yang anda ketahui tersebut ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	8.
	Apa yang anda ketahui tenang NPWP?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	9.
	Bagaimana cara anda memperoleh NPWP ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	10.
	Apakah anda mengetahui tentang sistem pemungutan pajak yang berlaku? Dapatkan saudara menjelaskan sedikit terkait sistem pemungutan tersebut ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	11.
	Bagaimana tanggapan saudara terkait dengan sistem pemungutan tersebut ? apakah sudah adil atau memudahkan para wajib pajak dalam membayar pajak ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	12.
	Apakah saudara mengetahui  tentang pajak penghasilan ? dapatkah saudara jelaskan menurut pemahaman saudara mengenai pajak penghasilan ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	13.
	Bagaimana tanggapan anda terkait dengan adanya pemberlakuan pajak penghasilan terhadap bisnis online shop ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	14.
	Bagaimana cara anda dalam menghitung, memungut, memotong dan melakukan pembayaran pajak penghasilan yang dibebankan kepada anda ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	15.
	Apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan pemberlakuan pajak penghasilan terhadap pelaku bisnis online shop untuk menunjang pemahaman pelaku bisnis online shop ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	16.
	Apakah anda mengetahui peraturan perpajakan UMKM ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	17.
	Bagaimana tanggapan saudara terkait peraturan perpajakan UMKM yang berlaku saat ini ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	18.
	Apakah anda mengetahui tentang tariff pajak UMKM yang berlaku ? bagaimana tanggapan anda terkair tariff UMKM yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	19.
	Bagaimana tanggapan anda terkait dengan penurunan pajak UMKM yang semula dibebankan sebesar 0,5% menjadi 0% atau tidak dikenakan pajak untuk omzet dibawah Rp. 500.000.000,00 ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	20.
	Bagaimana tanggapan saudara jika saudara diharuskan dalam  membayar pajak secara tiba-tiba maupun tidak ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	21.
	Bagaimana tanggapan saudara jika saudara diharuskan untuk memenuhi kewajiban pajak yang dibebankan kepada usaha online shop yang dijalankan ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	22.
	Apakah terdapat keluhan kepada pemerintah terkait penerapan pajak penghasilan yang dibebankan kepada pelaku bisnis online shop ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	23.
	Factor apa saja yang membuat saudara tidak membayar pajak ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	24.
	Factor apa saja yang membuat saudara membayar pajak ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	25.
	Apabila omzet pertahun saudara tidak mencapai Rp. 500.000.000,00 per tahun, apakah saudara tetap akan memenuhi kewajiban pajak penghasilan meskipun dibebaskan dari pajak ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1

	26.
	Apakah ada saran untuk perpajakan Indonesia, terkhususkan dalam bidang bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan ?
	NA,SN,IN,MJ,ZA,LI
	RQ1


 
B. Pertanyaan Wawancara untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu
	No.
	Pertanyaan
	Kode Informan
	Pertanyaan penelitian (RQ)

	1.
	Apakah sebagian besar wajib pajak terkhususnya pelaku bsinis online shop telah mengetahui cara untuk memperpoleh NPWP?
	MF
	RQ2

	2.
	Apakah saat ini data wajib pajak pelaku bisnis online shop yang mendaftarkan diri dan memiliki NPWP sudah sesuai dengan pelaku bisnis online shop  yang tersebar di Kota Samarinda ?
	MF
	RQ2

	3.
	Menurut Bapak/Ibu, apakah administrasi perpajakan pelaku bisnis online shop (UMKM) sudah efektif ?
	MF
	RQ2

	4.
	Bagaimana solusi dari pihak KPP Pratama Kota Samarinda dalam mengatasi wajib pajak pelaku bisnis online shop  yang tidak segera memperoleh NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakannya ?
	MF
	RQ2

	5.
	Menurut Bapak/Ibu apakah pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop sudah terpenuhi ? bagaimana cara dari KPP Pratama Kota Samarinda untuk memberikan pemahaman perpajakan kepada pelaku bisnis online shop?
	MF
	RQ2

	6.
	Apabila terdapat wajib pajak online shop yang patuh terhadap kewajiban perpajakanya, menurut pandangan Bapak/Ibu, faktor apa yang membuat palaku bsinis online shop  membayar pajak atau tidak membayar pajak yang ditetapkan ?
	MF
	RQ2

	7.
	Apakah pelaku bisnis online shop sebagian besar telah mengetahui tahapan memotong, membayar, dan melaporkan  pajak ?
	MF
	RQ2

	8.
	Apakah pelaku bisnis online shop telah mengetahui kewajibannya dalam membayar pajak penghasilan ?
	MF
	RQ2

	9.
	Apakah pelaku bisnis online shop mengetahui sistem pemungutan pajak yang berlaku ?
	MF
	RQ2

	10.
	Apakah pelaku bisnis online shop termasuk UMKM yang juga dikenakan pajak penghasilan atas usahanya ?
	MF
	RQ2

	11.
	Apakah sebagian besar dari pelaku bsinis online shop telah memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang ditetapkan kepada mereka ?
	MF
	RQ2

	12.
	Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk pelaku bisnis online shop ? apakah penetapan peraturan tersebut sudah adil bagi wajib pajak pelaku bisnis online shop ?
	MF
	RQ2

	13.
	Menurut bapak/ibu atas dasar apa pelaku bisnis online shop harus membayar pajak penghasilan yang ditetapkan oleh pemerintah ?
	MF
	RQ2

	14.
	Menurut bapak atau ibu apakah pengenaan pajak penghasilan 0,5% dari pendapatan bruto setahun pelaku bsinis online shop sudah cukup adil ? mengapa demikian ?
	MF
	RQ2

	15.
	Menurut Bapak/ibu apa saj hambatan dari pihak pemerintah maupun KPP dalam hal pemungutan pajak penghasilan terhadap pelaku bisnis online shop/UMKM ?
	MF
	RQ2

	16.
	Apakah pernah terjadi keluhan dari pelaku bisnis online shop terkait pengenaan pajak penghasilan yang kenakan ?
	MF
	RQ2

	17.
	Bagaimana dampak insentif pajak bagi pemerintah dan UMKM  terhadap pemungutan pajak UMKM
	MF
	RQ2

	18.
	Bagaimana seharusnya perilaku yang bijak yang diberikan oleh pelaku bisnis online shop ketika harus memenuhi kewajiban pajak penghasilan atas usahanya ?
	MF
	RQ2

	19.
	Apakah sebelumnya pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan pemberlakuan pajak penghasilan terhadap pelaku bisnis online shop ?
	MF
	RQ2

	20.
	Apakah Bapak/Ibu memiliki saran kepada pemerintah terkait peraturan perpajakan yang berlaku untuk bisnis online shop dalam memenuhi pajak penghasilan?
	MF
	RQ2



C. Pertanyaan Wawancara untuk Konsultan Pajak
	No.
	Pertanyaan
	Kode Informan
	Pertanyaan penelitian (RQ)

	1.
	Apakah sebelumnya pernah memiliki klien seorang pelaku bisnis online shop ?
	SU
	RQ3

	2
	Apabila ada, apa perbedaan pemajakan pada pengusaha online dengan pengusaha konvensional ?
	SU
	RQ3

	3
	kira-kira berapa jumlah klien yang pernah meminta jasa dari seorang konsultan pajak ?
	SU
	RQ3

	4
	bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pajak penghasilan atas aktivitas perdagangan online (online shop) ?
	SU
	RQ3

	5
	menurut Bapak/Ibu apakah wajib pajak pelaku bisnis online shop, sudah memiliki pemahaman yang baik terkait dengan perpajakan ?
	SU
	RQ3

	6
	bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait dengan pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan ?
	SU
	RQ3

	7
	Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait  kebijakan pemerintah terhadap pengenaan pajak penghasilan UMKM kepada pelaku bisnis online shop ?
	SU
	RQ3

	8
	menurut Bapak/Ibu berapa potensi pajak yang dapat digali pemerintah atas penghasilan perdagangan online (online shop) ?
	SU
	RQ3

	9
	menurut bapak/ibu langkah apa yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menggali potensi tersebut ?
	SU
	RQ3

	10
	Menurut Bapak/Ibu apa mungkin terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkait dengan penerapan pajak penghasilan atas aktivitas perdagangan online yang dilakukan oleh pelaku bisnis online shop?
	SU
	RQ3

	11
	Menurut Bapak/ibu bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut ?
	SU
	RQ3

	12
	Apakah bapak/ibu memiliki saran untuk perpajakan di Indonesia terkait dengan Pajak Penghasilan bagi pelaku bisnis online shop atas perdagangannya ?
	SU
	RQ3





Lampiran 2.  Transkrip Wawancara Informan (reduksi data dan coding)
A. Transkrip Wawancara Pelaku Bisnis Online shop
	Kode Informan
	:
	NA

	Informan (Inisial)
	:
	NA (Kecil)

	Usia
	:
	20 tahun

	Jenis Kelamin
	:
	Perempuan

	Tingkat Pendidikan
	:
	Mahasiswa

	Usaha (Inisial)
	:
	Na_____@smd

	Jenis Usaha
	:
	Percetakan

	Lama usaha
	:
	6 tahun

	Platform usaha
	:
	Instagram, whatsapp

	Pewawancara
	:
	Rizka Amalia Hidayat

	Tipe wawancara
	:
	Semi terstruktur

	Hari, Tanggal, waktu
	:
	Jumat, 05 Mei 2023, Pukul : 19.30 WITA

	Lokasi usaha
	:
	Dirumah (Jl. Pattimura)

	Pertanyaan Penelitian
	:
	RQ1



	Inisial
	Transkrip
	Ref
	Hasil Coding
	Kategori

	RA
	:
	“Assalamualaikum dan selamat malam, saya Rizka Amalia Hidayat selaku pewawancara. Sebelumnya izin bertanya nama Mbak siapa ?
	
	
	

	NA
	:
	“ Waalaikumsalam. Nama saya NA”
	
	
	

	RA
	:
	lokasi untuk melakukan usaha tersebut dimana yah mbak ?
	
	
	

	NA
	:
	untuk lokasi sendiri itu ada di rumah alamatnya Jl. Pattimura
	
	
	

	RA
	:
	untuk melakukan promosi penjualan tersebut melalui platform apa saja yah mbak ?”	
	
	
	

	NA
	:
	“biasanya di Instagram, kalau dulu ada fecebook, namun sudah tidak begitu aktif. Jadi fokusnya hanya di instagram dan Whatsapp. Di Whatsapp itu bagian story-nya”
	
	
	

	RA
	:
	“karena sekarang mbak memiliki usaha, apakah mbak memiliki NPWP ?”	
	
	
	

	NA
	:
	“saat ini masih belum”
	NA-1
	Kepemilikan NPWP
	Pemahaman NPWP

	RA
	:
	“sudah berapa lama usaha mba berdiri ?”
	
	
	

	NA
	:
	“untuk usahanya sendiri sudah mulai sejak SMP, jadi sekarang terhitung kurang lebih 6 Tahun”	
	
	
	

	RA
	:
	“apa yang membuat mbak akhirnya ingin membangun usaha ini ?”
	
	
	

	NA
	:
	“karena hobi. Suka saja”
	
	
	

	RA
	:
	“untuk jenis usaha yang mbak jalankan ini apa ?”
	
	
	

	NA
	:
	“percetakan”
	
	
	

	RA
	:
	“untuk modal awal dalam membangun usahanya ini berapa ?
	
	
	

	NA
	:
	“mungkin sekitar Rp.50.000,00 karena itu sudah lama yah.”
	
	
	

	RA
	:
	“terkait dengan usaha yang mbak jalankan tersebut, apakah mba mengetahui adanya pajak yang dikenakan pada usaha online shop ?”
	
	
	

	NA
	:
	“menurut sepengetahuan saya sendiri, saya tidak tau”
	NA-2
	Tidak tau Pengenaan pajak UMKM
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“bagaimana dengan perpajakan secara umum? Apakah bak tau ?”
	
	
	

	NA
	:
	“tau tau gitu aja sih. Gak begitu mendalami. Cuma taunya untuk orang yang sudah bekerja itu memang wajib membayar pajak”
	NA-3
	Ketika sudah bekerja wajib membayar pajak
	Pemahaman pajak secara umum

	RA
	:
	“terkait dengan fungsi pajak, menurut saudara itu apa ?”
	
	
	

	NA
	:
	“mungkin sebagai sumber pemasukan untuk Negara”
	NA-4
	Sumber pemasukan negara
	Pemahaman pajak secara umum

	RA
	:
	“apakah mbak tau tentang kewajiban wajib pajak ? bisa dijelaskan sedikit ?”
	
	
	

	NA
	:
	“yah setau saya itu seperti, orang yang bekerja wajib membayar pajak”
	NA-5
	Orang bekerja wajib bayar pajak
	Pemahaman perpajakan secara umum

	RA
	:
	“bagaiaman dengan memotong, membayar, dan melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, apakah anda mengetahuinya ?
	
	
	

	NA
	:
	“Seperti pajak kendaraan yah misalnya. Seperti yang ada di plat motor itu waktu tahunnya itu sudah berapa tahun dan dilaporkan lagi ke kantor pajak, misalnya 2 tahun tidak membayar, ada kan di STNK itu perbulan atau pertahun gitu, dikalikan dengan berapa tahun kita nunggak itu. Itu sih kewajiban pajak kendaraan yang saya tahu.”
	NA-6
	Contoh pelaporan pajak kendaraan
	Pemahaman perpajakan secara umum

	RA
	:
	“berarti salah satu contohnya itu yah mbak”
	
	
	

	NA
	:
	“iya benar”
	
	
	

	RA
	:
	“sebelumnya mba bilang bahwa mba belum memiliki NPWP. Apakah mbak sendiri tau apa itu NPWP ?”
	
	
	

	NA
	:
	“kalau setau saya itu, NPWP itu tanda bahwa kita memiliki penghasilan”
	NA-7
	Tanda memiliki penghasilan
	Pemahaman NPWP

	RA
	:
	“apakah anda tau cara untuk memperoleh NPWP ?”
	
	
	

	NA
	:
	“belum tau”
	NA-8
	Belum tau Prosedur NPWP (belum tau)
	Pemahaman NPWP

	RA
	:
	“apakah mbak tau sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini?”
	
	
	

	NA
	:
	“belum tau”
	NA-9
	Belum tau sistem yang berlaku
	Pemahaman sistem pemungutan pajak

	RA
	:
	“sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah self assessment system dimana hal ini wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk memungut, menghitung, memotong, dan melaporkan pajaknya sendiri. Apakah menurut mbak dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku tersebut sudah adil untuk masyarakat UMKM ?”
	
	
	

	NA
	:
	“kalau menurut saya itu sudah adil, karena kalau seperti itu kita bisa memperkirakan lagi dirumah, sebelum kita melaporkan itu kekantor pajak kita sudah ada perhitungan pada saat kita sudah lapor ke kantor pajak dan kantor pajak berkata telah sesuai dengan biayanya itu dan kita sudah ada persiapkan uangnya itu yang telah kita hitung sebelumnya dirumah itu”
	NA-10
	Sudah Adil
	Pemahaman sistem pemungutan pajak

	RA
	:
	“jadi menurut anda sudah cukup adil yah dengan sistem pemungutan tersebut ?
	
	
	

	NA
	:
	“iya. Kalau dilakukan oleh pihak pajak juga mungkin pada saat kita disana belum mengantrinya, sama orang yang antrian dibelakang itu kan bisa dibilang buang-buang waktu. Misalnya dirumah itu kita sudah hitung sendiri pada saat disana sudah bisa laporkan dan bisa bayar setelah itu.”
	NA-11
	Menghitung sendiri
	Pemahaman sistem pemungutan pajak

	RA
	:
	“apakah mbak tau tentang pajak penghasilan ?”
	
	
	

	NA
	:
	“Belum”
	NA-12
	Belum tau Pajak penghasilan
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“bagaimana dengan tanggapan mbak dengan adanya pemberlakuan pajak penghasilan terhadap bisnis online shop ?”
	
	
	

	NA
	:
	“kalau menurut saya, bisa saja online shop itu diberlakukan pajak. bisa dibilang sejenis UMKM,  hanya tempatnya saja yang beda. Karena orang yang punya online shop juga sudah punya penghasilan sendiri”
	NA-13
	Boleh diberlakukan pajak
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“apakah mbak mengetahui cara dalam menghitung, memungut,  memotong, melapor, dan melakukan pembayaran pajak penghasilan yang bebankan kepada mbak?”
	
	
	

	NA
	:
	“belum pernah”
	NA-14
	Belum pernah memenuhi Kewajiban pajak penghasilan
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan sosialisasi dari pihak perpajakan terkait dengan pemberlakuan pajak penghasilan kepada pelaku bisnis online shop ?”
	
	
	

	NA
	:
	“belum”
	NA-15
	Belum pernah dilakukan sosialisasi
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“apakah mbak tau jenis-jenis pajak yang belaku untuk pelaku UMKM ?”
	
	
	

	NA
	:
	“belum”
	
	
	

	RA
	:
	“bagaimana dengan peraturan perpajakan UMKM, apakah sebelumnya mbak sudah pernah membaca terkait dengan hal tersebut ?”
	
	
	

	NA
	:
	“belum”
	NA-16
	Belum tau peraturan perpajakn UMKM
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“apakah mbak tau tarif pajak UMKM maupun untuk online shop yang berlaku sekarang ?”
	
	
	

	NA
	:
	“tidak tau”
	NA-17
	Tidak tau tarif pajak UMKM
	Pemahman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“untuk tarif pajak UMKM sendiri saat ini adalah 0% atau dibebaskan dari pajak dengan omzet dibawah Rp.500.000.000,00  pertahun yang sebelumnya adalah 0,5%. Bagaimana tanggapan mbak dengan penurunan 0,5% menjadi  0%.?”
	
	
	

	NA
	:
	“menurut saya, bisa dibilang itu ada positif dan negatifnya. Karena mau gimanapun dia tetap ada penghasilan dimana penghasilan itu memang harus dilaporkan, dan hasil laporannya itu dia karena dia punya penghasilan jadi dia harus bayar pajak. tapi itu positif dari pemerintah, dan pemerintah menetapkan penurunan dari 0,5% menjadi 0% itu menjadi dampak positif juga bagi UMKM untuk tidak membayar  pajak. tapi disisi lain itu memang sebuah keharusan. Kalau dia itu memang harus membayar pajak.”
	NA-18
	Ada penghasilan, harus lapor dan bayar pajak
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“apakah anda mendapatkan insentif pajak ?”
	
	
	

	NA
	:
	“ya bisa, karena jika UMKM tersebut mengurus, itu bisa berdampak mengurangi beban UMKM tersebut dengan dibantu dengan pemerintah. Kalau pemerintah ini mengetahui jika UMKM ini penghasilannya masih dibawah standarlah untuk pertahunnya.”
	NA-19
	Mengurangi beban UMKM
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mbak jika diharuskan dalam membayar pajak secara tiba-tiba maupun tidak ?”
	
	
	

	NA
	:
	“sedikit bingung sih, karena kita belum mengetahui apa, dan rentetan bagaimana dan apa saja yang ada didalam pajak gitu”.
	NA-20
	bingung
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“apabila anda diharuskan dalam membayar pajak, apakah mbak mau membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun tidak ?”
	
	
	

	NA
	:
	“ bisa dibilang tetap membayar. Tapi dari orang yang memberitahu kita harus bayar pajak itu kenapa harus bayar pajak, dan urutannya itu gimana.”
	NA-21
	Membayar & memberikan informasi detail
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“Bagaimana tanggapan mbak jika mbak diharuskan untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang dibebankan ?
	
	
	

	NA
	:
	“ ya. Bisa saya lakukan”
	NA-22
	Bisa memenuhi kewajiban pajak penghasilan
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“apakah ada keluhan kepada pemerintah terkait dengan penerapan pajak penghasilan yang dibebankan kepada pelaku bisnis online shop ?”
	
	
	

	NA
	:
	“kalau dari saya selaku pelaku bisnis online shop, itu gak ngerasa terbebani buat pemerintah, karena kita sudah punya penghasilan gitu.”
	NA-23
	Tidak terbebani
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“apa saja faktor yang membuat mbak itu tidak membayar pajak ?”
	
	
	

	NA
	:
	“mungkin bisa dibilang, kalau siapa tau ada, ngga semua online shop yang walaupun dia punya penghasilan tapi nggak semuanya penghasilannya itu diatas secukupnya gitu. Bisa aja dia Cuma memenuhi kebutuhan yang dia butuhkan saja. Jadi bisa dibilang juga itu dia kurang, untuk bayar pajak itu, walaupun dia udah punya penghasilan, tapi penghasilannya itu hanya di keep untuk dirinya sendiri, uang pajak itu kan untuk pemerintah, kan gak tau uangnya nanti dipakai untuk apa.”
	NA-24
	Meskipun berpenghasilan tapi hanya cukup untuk diri sendiri tidak untuk bayar pajak
	Faktor tidak membayar pajak

	RA
	:
	“kalau factor yang akhirnya membuat saudara mau untuk membayar pajak itu apa ?”
	
	
	

	NA
	:
	“karena kewajiban kita sebagai, masyarakat Indonesia yah patuhi aturan pemerintah saja, itu kalau saya. Karena gak mau yang gimana-gimana ya, ikuti jalannya aja sesuai pemerintah. Kalau pemerintah ajarkan untuk bayar pajak ya ikutin saja, mana tau dapat apa gitu,Karena kita kan gak tau, orang kan ngiranya ih ini orangnya gak bayar pajak, sedangkan itu sudah aturan dari pemerintah yang tetapkan.”
	NA-25
	Patuhi aturan pemerintah
	Faktor membayar pajak

	RA
	:
	“berarti itu tergantung dari kesadaran sendiri itu yah. Yang menganggap pajak itu penting, karena untuk pembangunan negara ?”
	
	
	

	NA
	:
	“iya benar”
	
	
	

	RA
	:
	“apabila omzet pertahun mbak tidak mencapai Rp. 500.000.000,00 pertahun, apakah mbak tetap akan memenuhi kewajiban pajak penghasilan meskipun dibebaskan dari pajak ?”
	
	
	

	NA
	:
	“iya tetap”
	NA-26
	Tetap memenuhi kewajiban melaporkan
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“apakah ada saran untuk perpajakan indonesia, terkhususnya dalam bidang bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan ?”
	
	
	

	NA
	:
	“semoga pemerintah itu bisa lebih memperhatikan UMKM atau Online shop-online shop yang kecil, yang baru merintis. Jadi namanya baru merintis dia belum tau basic-basic yang dalam perpajakan, jadi mungkin bisa di kasih beberapa informasi yang belum ditau bagi orang yang baru mau memulai usaha.”
	NA-27
	Lebih memperhatikan UMKM atau online shop
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“baik sekian wawancara saya. Terimakasih atas waktunya”
	
	
	

	NA
	:
	“iya. Sama-sama mbak” 

	
	
	
















	Kode informan 
	SN

	Informan (Inisial)
	:
	SN (mikro)

	Usia
	:
	22 Tahun

	Jenis Kelamin
	:
	Perempuan

	Tingkat Pendidikan
	:
	Sarjana

	Usaha (Inisial)
	:
	@Bu_____.aja___

	Jenis Usaha
	:
	Bucket

	Lama usaha
	:
	16 bulan (1 tahun 4 bulan)

	Platform usaha
	:
	Instagram

	Pewawancara
	:
	Rizka Amalia Hidayat

	Tipe wawancara
	:
	Semi terstruktur

	Hari, Tanggal, waktu
	:
	Jumat, 05 Mei 2023, pukul : 20.30 WITA

	Lokasi usaha
	:
	Di Kost (Jl. Pramuka)

	Pertanyaan penelitian
	:
	RQ1



	Inisial
	Transkrip wawancara
	Ref
	Hasil Coding
	Kategori

	RA
	:
	“Assalamualaikum dan selamat malam mba. Perkenalkan saya Rizka Amalia Hidayat mahasiswa Akuntansi 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Sebelunya dengan mbak siapa ?”
	
	
	

	SN
	:
	“Waalaikumsalam. Saya SN”
	
	
	

	RA
	:
	“untuk lokasi melakukan usahanya itu dimana yah mbak ?”
	
	
	

	SN
	:
	“Disini. Di Pramuka, dikost”
	
	
	

	RA
	:
	“untuk platform dilakukannya promosi penjualannya itu dimana saja yah mba ?”
	
	
	

	SN
	:
	“Instagram, whatsapp.  Tapi lebih ke Instragram sih”
	
	
	

	RA
	:
	“apakah usaha mba maupun mba sendiri memiliki NPWP ?”
	
	
	

	SN
	:
	“belum ada”
	SN-1
	Kepemilikan NPWP
	Pemahaman NPWP

	RA
	:
	“kapan sekiranya usaha ini berdiri atau dilakukan ?”
	
	
	

	SN
	:
	“Desember 2021”
	
	
	

	RA
	:
	“berarti sudah setahun lebih yah mba ?”
	
	
	

	SN
	:
	“iya benar”
	
	
	

	RA
	:
	“apa yang membuat mba akhirnya memilih untuk menjalankan usaha ini ?”
	
	
	

	SN
	:
	“cari pengalaman, dan penghasilan sendiri, gitu”.
	
	
	

	RA
	:
	“untuk jenis usahanya itu apa yah mba ?”
	
	
	

	SN
	:
	“bucket. Buat bucket”
	
	
	

	RA
	:
	“untuk modal mba untuk membuat bisnis ini kira-kira kisaran awalnya berapa ?”
	
	
	

	SN
	:
	“Rp.500.000 sampai Rp. 1.000.000”
	
	
	

	RA
	:
	“untuk penghasilannya sendiri perbulan itu kira-kira berapa yah mba ?”
	
	
	

	SN
	:
	“kalau misalnya perbulannya sih itu gak pasti yah soalnya kan tergantung pesanan. Kadang bulan ini ramai, dan kadang bulan depan mungkin gimana gitu. Mungkin kisarannya itu 2 sampai 5 gitu”.
	
	
	

	RA
	:
	“berarti kalau 2 sampai 5 sudah cukup lumayan yah mba ?”
	
	
	

	SN
	:
	“iya benar. Lumayan untuk uang jajan gitu”
	
	
	

	RA
	:
	“terkait dengan usaha yang mba jalankan ini, apakah mba mengetahui ada pajak yang dikenakan kepada pelaku bisnis online shop ? “
	
	
	

	SN
	:
	“tidak tau”
	SN-2
	Tidak tau informasi pajak UMKM
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“apakah mengetahui terkait dengan perpajakan secara umum ?”
	
	
	

	SN
	:
	“pajak buat negara, pajak penghasilan yang seperti itu. Kalau lebihnya gak terlalu tau banyak, Cuma tau aja ada pajak”
	SN-3
	Pajak untuk negara
	Pemahaman pajak secara umum

	RA
	:
	“kalau fungsi pajak untuk perekonomian indonesia ?”
	
	
	

	SN
	:
	“yah paling untuk memajukan perkembangan Indonesia”
	SN-4
	Memajukan Indonesia
	Pemahaman pajak secara umum

	RA
	:
	“apakah mbak mengetahui kewajiban wajib pajak ?”
	
	
	

	SN
	:
	“tau. Kayak pajak STNK, pajak buat rumah tau”
	SN-5
	Tau jenis pajak yang dibayarkan
	Pemahaman pajak secara umum

	RA
	:
	“kalau untuk memungut, menghitung, memotong dan melaporkan pajak itu tau ?
	
	
	

	SN
	:
	“belum”
	SN-6
	Belum mengetahui kewajiban wajib pajak
	Pemahaman pajak secara umum

	RA
	:
	“sebelumnya mba bilang bahwa mba belum punya NPWP yah, kalau terkait dengan NPWP sendiri apakah mba tau ?
	
	
	

	SN
	:
	“taunya buat kerja”
	SN-7
	Buat kerja
	

	RA
	:
	“apakah mba tau cara untuk memperoleh NPWP sendiri ?”
	
	
	

	SN
	:
	“pernah sih dulu nemanin teman dimana gitu, dikantor gitu buat ngurusnya itu tapi gak tau caranya.
	SN-8
	Prosedur NPWP- Tidak tau caranya
	

	RA
	:
	“Di Kantor Pajak yah mba ?”
	
	
	

	SN
	:
	“kurang tau juga sih itu, udah lama juga soalnya, nemanin teman doang.”
	
	
	

	RA
	:
	“apakah mbak tau sistem pemungutan pajak yang berlaku sekarang ?”
	
	
	

	SN
	:
	“enggak tau. Buat usaha yah ?”
	
	
	

	RA
	:
	“ iya”
	
	
	

	SN
	:
	“oh gak tau”
	
	
	

	RA
	:
	“kalau untuk sistem pemungutan pajak secara umum ?”
	
	
	

	SN
	:
	“belum tau”
	SN-9
	Tidak tau sistem perpajakan yang berlaku
	Pemahaman sistem pemungutan pajak

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mbak terkait dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini ? dimana sistem yang berlaku tersebut ialah self assessment system, pada sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk melakukan pengurusan pajaknya secara mandiri. Wajib pajak memotong hingga melaporkan pajaknya mandiri. Apakah menurut saudara, apakah ini sudah cukup adil dan memudahkan para wajib pajak untuk melakukan pembayaran sendiri atau mungkin itu memberatkan wajib pajak ?”
	
	
	

	SN
	:
	“ kalau untuk pembayaran sendiri itu sih menurut saya adil-adil saja. Cuma itu untuk berapa persennya itu yang itu adil apa gak itu dari berapa persennya bukan dari siapa yang membayar.”
	SN-10
	Adil
	Pemahaman sistem pemungutan pajak

	RA
	:
	“apakah mbak tau tentang pajak penghasilan ?”
	
	
	

	SN
	:
	“tau. Tapi untuk bisnis online, gak tau . kalau untuk yang kecil-kecil gini harus bayar pajak itu gak tau”
	SN-11
	Tau, hanya kalau untuk usaha itu tidak tau.
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mbak terkait dengan adanya pemberlakuan pajak penghasilan terhadap bisnis online shop ?”
	
	
	

	SN
	:
	“kalau misalnya usaha kecil kaya saya ini dikenakan pajak gitu kayak gak adil aja gitu mba”
	SN-12
	Tidak adil
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“apakah sebelumnya mbak pernah menghitung, memungut, memotong, melakukan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan yang dibebankan kepada mbak ?”
	
	
	

	SN
	:
	“(menggeleng)”
	SN-13
	(bahasa tubuh) –tidak pernah, tidak pernah kewajiban pajak penghasilan
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“berarti belum pernah yah mba?”
	
	
	

	SN
	:
	“(mengangguk)”
	
	
	

	RA
	:
	“apakah mba sebelumnya pernah ikut sosialisasi atau pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan perpajakan atau pemberlakuan pajak penghasilan yang dibebankan kepada pelaku bisnis online shop atau UMKM gitu ?
	
	
	

	SN
	:
	“gak ada”
	SN-14
	Tidak pernah dilakukan/mengukuti
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“belum pernah ada gitu yah dilakukan ?”
	
	
	

	SN
	:
	“iya benar gak ada”
	
	
	

	RA
	:
	“apakah mba tau jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia untuk pelaku UMKM ?”
	
	
	

	SN
	:
	“pajak penghasilan. tapi tau pajak penghasilan. kalau buat kayak bisnis kaya saya itu gak tau kalau ada”
	
	
	

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui peraturan perpajakan UMKM ?”
	
	
	

	SN
	:
	“gak tau”
	SN-15
	Tidak tau peraturan perpajakan UMKM
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“jadi mengenai peraturan perpajakan UMKM, dimana UMKM juga dibebankan pajak. bisnis online shop juga merupakan jenis UMKM meskipun tidak memiliki toko. UMKM terdiri dari 3 jenis usaha, ada usaha menengah, kecil dan mikro. Meskipun online shop ini baru berkembang, namun perlu diketahui bahwa terdapat beban yang harus dibayar. Tarifnya yaitu sebesar 0% dimana dibebaskan dari pajak. namun terdapat syarat untuk hal tersebut, dimana pendapatannya hanya dibawah Rp.500.000.000 per tahunnya. Bagaimana tanggapan mba terkait dengan pemberakuan peraturan tersebut ?”
	
	
	

	SN
	:
	“setuju aja sih. Soalnya kan cukup gede juga yah itu Rp. 500.000.000 pertahunnya.“
	SN-16
	Setuju terkait pemberlakuan peraturan pajak UMKM 0% yang dibawah Rp.500.000.000,00
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“apakah sebelumnya mba tau tarif UMKM yang berlaku”
	
	
	

	SN
	:
	“gak pernah”
	SN-17
	Tidak pernah tau tarif UMKM
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“seperti yang sebelumnya saya jelaskan terkait dengan tarifnya yaitu sebesar 0% untuk yang dibawah Rp. 500.000.000 dan 0,5% untuk yang diatas Rp. 500.000.000. bagaimana tanggapan mba terkait dengan tarif tersebut ? apakah sudah sesuai atau cukup adil ?”
	
	
	

	SN
	:
	“sudah adil sih”
	SN-18
	Merasa adil dengan tarif 0% jika penghasilan dibawah Rp.500.000.000
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mba terkait dengan penurunan pajak UMKM yang semula dibebankan sebesar 0,5% menjadi 0% atau tidak dikenakan pajak untuk omzet dibawah Rp. 500.000.000 ?”
	
	
	

	SN
	:
	“ehm, mungkin karena banyak kali yah yang kurang setuju dengan itu, makanya cukup menyuarakan sih kalau bagi saya pengusaha kecil kayak gini. Lebih setuju untuk dibebaskan”.
	SN-19
	Setuju untuk dibebaskan
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mbak, yang awalnya mba belum tau bahwa online shop dibebankan pajak juga, dan bagaimana jika saudara akhirnya itu diharuskan dalam membayar pajak secara tiba-tiba ?”
	
	
	

	SN
	:
	“yah kurang setuju tadi. Gak cuma saya kan yang ini, pasti orang-orang juga pada gak setuju kalau pendapatannya, apalagi dibawah Rp. 10.000.000, disuruh bayar pajak yah gak mau”
	SN-20
	Kurang setuju
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mba jika mba diharuskan untuk memenuhi kewajiban pajak yang dibebankan. Misalnya, meskipun mba tidak membayar pajak maksudnya dibebaskan pajak karena 0% , dalam memenuhi kewajiban itu ada melaporkan pajak. meskipun dibebaskan dari pajak. apakah mbak tetap melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya, yaitu tetap melaporkan pajak meskipun dibebaskan dari pajak ?”
	
	
	

	SN
	:
	“kalau syarat untuk melaporkannya itu apa ? harus punya NPWP ?
	
	
	

	RA
	:
	“iya. Kalau mba sudah memiliki NPWP dan lain sebagainya itu, apakah mba akan tetap melaporkan? Atau dibiarkan saja?”
	
	
	

	SN
	:
	“kalau gampang persyaratannya, tetap melaporkan. Cuma kalau misalnya ibaratnya disulitkan dari pembuatan NPWP dan lain-lain kayaknya gak.”
	SN-21
	jika administrasinya tidak sulit tetap melaporkan jika sebaliknya maka tidak
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan 

	RA
	:
	“berarti tergantung sulit atau gak nya yah ?”
	
	
	

	SN
	:
	“(mengangguk)”
	
	
	

	RA
	:
	“apakah terdapat keluhan kepada pemerintah terkait penerapan pajak penghasilan yang dibebankan kepada pelaku bisnis online shop ?”
	
	
	

	SN
	:
	“gak ada sih. Soalnya sudah pas saja itu 0% untuk yang dibawah Rp. 500.000.000”
	SN-22
	Sudah sesuai 
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“factor apa yang membuat mbak akhirnya tidak ingin membayar pajak ?”
	
	
	

	SN
	:
	“karena penghasilannya itu gak sesuai untuk bayar pajak, gak konstan juga antara bulan ini, bulan depan. Kalau misalnya disuruh bayar pajak kan kayak merugikan gitu “.
	SN-23
	Penghasilan yang tidak sesuai
	Faktor tidak membayar pajak

	RA
	:
	“kalau factor yang mungkin membuat mbak untuk membayar pajak ?”
	
	
	

	SN
	:
	“kalau misalnya penghasilannya diatas Rp. 500.000.000 yah wajar-wajar saja bayar pajak gitu”
	SN-24
	Penghasilan lebih dari 500 juta 
	Faktor membayar pajak

	RA
	:
	“apabila omzet mba tidak mencapai Rp. 500.000.000 per tahunnya, apakah mba akan tetap memenuhi kewajiban pajak penghasilan meskipun dibebaskan dari pajak ?
	
	
	

	SN
	:
	“ini yang 0% itu yah, dan tetap setuju untuk melaporkan”.
	SN-25
	Tetap melaporkan
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“apakah ada saran untuk perpajakan Indonesia terkhususnya dalam bidang online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan ?
	
	
	

	SN
	:
	“Cuma itu saja sih tadi. Cuma setuju aja. Gak ada saran lain, selama itu masih 0% untuk dibawah Rp.500.000.000 sudah cukup adil”
	SN-26
	Setuju dan cukup adil
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	berarti sudah cukup dan dan tidak memberatkan yah mba?”
	
	
	

	SN
	:
	“Iya benar”
	
	
	

	RA
	:
	“baik mbak. Terimakasih atas waktunya”
	
	
	

	SN
	:
	“sama-sama mba”
	
	
	



	Kode Informan
	IN

	Informan (Inisial)
	:
	IN (mikro)

	Usia
	:
	22 tahun

	Jenis Kelamin
	:
	Perempuan

	Tingkat Pendidikan
	:
	Mahasiswa

	Usaha (Inisial)
	:
	1. @Cemil______.byin___
1. @Cemil______.pay

	Jenis Usaha
	:
	Cemilan dan pulsa

	Lama usaha
	:
	3 Tahun

	Platform usaha
	
	Instagram dan mitra shopee

	Pewawancara
	:
	Rizka Amalia Hidayat

	Tipe wawancara
	:
	Semi terstruktur

	Hari, Tanggal, waktu
	:
	Minggu, 07 Mei 2023, pukul : 19.00 WITA

	Lokasi usaha
	:
	Dirumah (Samarinda, Kec. Loa Janan Ilir)

	Pertanyaan penelitian
	:
	RQ1



	Inisial
	Transkrip
	Ref
	Hasil Coding
	Kategori

	RA
	:
	“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelumnya perkenalkan saya Rizka Amalia Hidayat selaku pewawancara Kalau boleh tau mba siapa yah ?”
	
	
	

	IN
	:
	“waalaikumsalam, nama saya IN…”
	
	
	

	RA
	:
	“untuk lokasi usaha mba ini ada dimana yah ?”
	
	
	

	IN
	:
	“di samarinda, kecamatan loa janan ilir, dirumah aja sih”
	
	
	

	RA
	:
	“untuk melakukan promosi penjualan dari usaha tersebut kalau boleh tau dilakukan di platform mana saja ?”
	
	
	

	IN
	:
	“di instagram, sama di shopee”
	
	
	

	RA
	:
	“apakah melakukan di whatsapp juga ?”
	
	
	

	IN
	:
	“oh iya, di whatsapp juga”
	
	
	

	RA
	:
	“apakah sebelumnya mba memiliki NPWP ?
	
	
	

	IN
	:
	“belum punya”
	IN-1
	Kepemilikan NPWP-belum punya
	Pemahaman NPWP

	RA
	:
	“sejak kapan usaha mba ini berdiri ?
	
	
	

	IN
	:
	“eh, kurang lebih 3 tahun, dari 2019 akhir”	
	
	
	

	RA
	:
	“untuk nama platform usahanya tersebut apa yah ?”
	
	
	

	IN
	:
	“cemilngemil…..”
	
	
	

	RA
	:
	“untuk modal awal melakukan bisnis ini itu kira-kira berapa ?”
	
	
	

	IN
	:
	“awal-awalnya itu, Rp. 80.000”
	
	
	

	RA
	:
	“apa yang membuat mba sendiri akhirnya memiliki untuk mengembangkan usaha tersebut ?”
	
	
	

	IN
	:
	“karena kita kan pelajar dulu, masih SMA dan butuh uang tambahan, jadi akhirnya jualan online” 
	
	
	

	RA
	:
	“terkait dengan usaha yang mba jalankan tersebut, apakah mba mengetahu adanya pajak yang dikenakan kepada pelaku bisnis online shop ?”
	
	
	

	IN
	:
	“kalau dulu-dulu tuh belum tau, kalau sekarang tuh tau, semenjak dulu ada pernah ada isu-isu online shop itu dikenakan pajak”
	IN-2
	Mengetahui informasi pajak UMKM
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui perpajakan secara umum? Menurut pandangan mba perpajakan itu apa?
	
	
	

	IN
	:
	“belum tau sih”
	IN-3
	tidak mengetahui definisi pajak
	Pemahaman pajak secara umum

	RA
	:
	“kalau untuk fungsi pajak untuk perekonomian Indonesia sendiri apakah mba tau ?”
	
	
	

	IN
	:
	“belum tau mba”
	IN-4
	Tidak mengetahui fungsi pajak
	Pemahaman pajak secara umum

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui tentang kewajiban wajib pajak ?”
	
	
	

	IN
	:
	“oh kalau itu tau, seperti wajib pajak kendaraan, terus rumah”
	IN-5
	Mengetahui jenis pajak yang dibayar
	Pemahaman pajak secara umum

	RA
	:
	“sebelumnya mba bilang bahwa belum memiliki NPWP pribadi, apakah mba sebelumnya tau apa itu NPWP ?”
	
	
	

	IN
	:
	“NPWP itu data diri yah kalau gak salah. Itu sih taunya”
	IN-6
	Data diri
	Pemahaman NPWP

	RA
	:
	“untuk cara memperoleh NPWP tersebut apakah mba tau ?”
	
	
	

	IN
	:
	“Belum tau”
	IN-7
	Prosedur NPWP-belum tau
	Pemahaman NPWP

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui tentang sistem pemungutan pajak yang berlaku ?”
	
	
	

	IN
	:
	“belum tau saya”
	IN-8
	Tidak tau sistem perpajakan yang berlaku
	Pemahaman sistem pemungutan pajak

	RA
	:
	“terkait dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku tersebut yaitu self assessment, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk melakukan kewajiban wajib pajaknya sendiri. Apakah menurut mba sistem tersebut sudah adil dan memudahkan bagi wajib pajak ?”
	
	
	

	IN
	:
	“kalau kayak gitu memudahkan dan bisa dilakukan dimana saja.”
	IN-9
	memudahkan
	Pemahaman sistem pemungutan pajak

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui tentang pajak penghasilan ?”
	
	
	

	IN
	:
	“oh tau, untuk usaha kita kan”
	
	
	

	RA
	:
	“bisa dijelaskan sedikit ?”
	
	
	

	IN
	:
	“jadi kayak pajak penghasilan yang pegawai itu kan dipotong untuk pajak”
	IN-10
	Pajak penghasilan pegawai-PPh 21
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“jadi hanya sebatas mengetahui pajak penghasilan untuk pegawai yah. Kalau untuk pajak penghasilan yang dipotong untuk online shop ?”
	
	
	

	IN
	:
	“belum tau”
	IN-11
	Belum tau tentang pajak penghasilan UMKM
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mba sendiri terkait adanya pemberlakuan pajak penghasilan terhadap online shop”
	
	
	

	IN
	:
	“kalau misalnya penghasilannya kayak saya itu kan kecil tuh, kayak aduh gimana lagi itu kayak ada sedih-sedihnya”
	IN-12
	Penghasilan yang kecil
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“sebelumnya apakah pernah mengetahui cara untuk menghitung, memungut, memotong dan melaporkan pajak penghasilan online shop ?”
	
	
	

	IN
	:
	“belum pernah”
	IN-13
	Tidak pernah melakukan kewajiban pajak penghasilan
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“apakah mba pernah ikut dalam kegiatan sosialisasi, ataukah pernah diadakan sosialisasi terkait dengan pemberlakuan pajak penghasilan terhadap pelaku bisnis online shop ?”
	
	
	

	IN
	:
	“belum pernah”
	IN-14
	Tidak pernah mengikuti sosialisasi
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia untuk pelaku UMKM ?”
	
	
	

	IN
	:
	“gak tau mba”
	
	
	

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui peraturan perpajakan UMKM ?”
	
	
	

	IN
	:
	“gak tau juga”
	IN-15
	Tidak mengetahui peraturan perpajakan UMKM
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui terkait dengan tarif pajak UMKM yang berlaku ?”
	
	
	

	IN
	:
	“belum tau”
	IN-16
	Tidak mengetahui tarif pajak UMKM
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“terkait dengan tarif pajak UMKM maupun online shop yang berlaku saat ini adalah 0% atau tidak dikenakan pajak dengan ketentuan penghasilan pertahunnya dibawah Rp. 500.000.000,00. Jadi bagaimana tanggapan mba tentang tarif yang berlaku tersebut ?”
	
	
	

	IN
	:
	“alhamdulillah berarti, tidak mengurangi penghasilan yang sudah kecil, harus bayar pajak lagi”
	IN-17
	Tidak mengurangi penghasilan kecil
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mba terkait dengan penurunan pajak UMKM yang semula 0,5% menjadi 0% atau tidak dikenakan pajak untuk omzet dibawah Rp. 500.000.000,00 ?”
	
	
	

	IN
	:
	“bagus sih, jadi kita yang UMKM kecil itu jadi lebih semangat gitu, gak terbebankan pajak”
	IN-18
	Tidak terbebankan pajak
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	bagaimana tanggapan mba jika diharuskan membayar pajak secara tiba-tiba ?” dimana sebelumnya anda belum mengetahui jika ternyata anda dibebankan pajak ?”
	
	
	

	IN
	:
	“pastinya langsung terbebani pastinya, dan bingung”
	IN-19
	Terbebani dan bingung
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mba diharuskan untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang dibebankan kepada pelaku bisnis online shop ?” dimana kewajibannya tersebut bukan hanya membayar pajak saja namun juga melaporkan. jadi meskipun tidak membayar pajak, namun tetap harus melaporkan pajaknya gitu. Jadi bagaimana tanggapan saudara terkait tentang kewajiban pajak tersebut ?
	
	
	

	IN
	:
	“gakpapa kalau Cuma melaporkan, karena kan katanya sudah bisa lewat aplikasi itu yah jadi memudahkan juga, jadi gakpapa kalau melaporkan”
	IN-20
	Tidak keberatan untuk melaporkan pajak
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“apakah mba punya keluhan kepada pemerintah terkait penerapan pajak penghasilan yang dibebankan kepada pelaku bisnis online shop ?”
	
	
	

	IN
	:
	“gak ada sih”
	IN-21
	Tidak ada tanggapan
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“factor apa yang membuat mba itu yang sekiranya itu tidak mau membayar pajak ?”
	
	
	

	IN
	:
	“yang pertama penghasilan saya itu tidak lebih dari Rp. 500.000.000 pertahun. Itu sih”
	IN-22
	Penghasilan tidak lebih dari 500 juta
	Faktor tidak membayar pajak

	RA
	:
	“kalau factor yang akhirnya membuat mba membayar pajak ?”
	
	
	

	IN
	:
	“yah penghasilan lebih dari Rp.500.000.000,00/tahun dan itu karena kewajiban”
	IN-23
	Penghasilan yang lebih dari 500 juta
	Faktor membayar pajak

	RA
	:
	“apabila omzet pertahun mba tidak mencapai Rp.500.000.000 pertahun, apakah mba akan tetap memenuhi kewajiban pajak penghasilan meskipun dibebaskan dari pajak ?”
	
	
	

	IN
	:
	“eh, tetap melaporkan”
	IN-24
	Tetap melaporkan
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“ jadi tetap melaksanakn kewajiban perpajakannya yah ?”
	
	
	

	IN
	:
	“iya tetap”
	
	
	

	RA
	:
	apakah mba ada saran untuk perpajakan Indonesia, terkhususnya dalam bidang bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan ?”
	
	
	

	IN
	:
	“mungkin pemerintah bisa sering melakukan sosialisasi kepada UMKM-UMKM yang baru merintis seperti saya jadi itu kami lebih tau perpajakan yang ada di Indonesia”
	IN-25
	Melakukan sosialisasi 
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“ baik mba, terima kasih atas waktunya mba sudah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara bersama mba”
	
	
	

	IN
	:
	“iya mba, sama-sama”
	
	
	



	Kode Informan
	MJ

	Informan (Inisial)
	:
	MJ (kecil)

	Usia
	:
	30 tahun

	Jenis Kelamin
	:
	Perempuan

	Tingkat Pendidikan
	:
	D3 Keprawatan

	Usaha (Inisial)
	:
	@Jc

	Jenis Usaha
	:
	Makanan (Kue)

	Lama usaha
	:
	5 tahun

	Platform usaha
	
	Instagram

	Pewawancara
	:
	Rizka Amalia Hidayat

	Tipe wawancara
	:
	Semi terstruktur

	Hari,Tanggal,waktu
	:
	Senin, 08 Mei 2023, pukul : 10.30 WITA

	Lokasi usaha
	:
	Jl. Aw. Syahranie

	Pertanyaan Penelitian
	:
	RQ1



	Inisial
	Transkrip
	Ref
	Hasil Coding
	Kategori

	RA
	:
	“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Amalia Hidayat, mahasiswa akuntansi angkatan 2019 fakultas ekonomi dan bisnis  universitas mulawarman. Disini saya selaku pewawancara dalam penelitian skirpsi saya.”
	
	
	

	MJ
	:
	“pagi, ownernya MJ”
	
	
	

	RA
	:
	“ untuk lokasi melakukan penjualan itu dimana yah mba ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“di Jl. Aw. Syahrani 1”
	
	
	

	RA
	:
	“kalau untuk melakukan penjualan tersebut menggunakan platform apa saja ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“di instagram dan facebook”
	
	
	

	RA
	:
	“apakah mba memiliki NPWP pribadi ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“saya pakai, sampai saat ini saya pakai NPWP pribadi”
	MJ-1
	Kepemiliki NPWP-Memiliki NPWP
	Pemahaman NPWP

	RA
	:
	“untuk lama melakukan usaha ini kira-kira sudah berapa lama ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“sekitar 5 sampai 6 tahun”
	
	
	

	RA
	:
	“apa yang membuat mba akhirnya membangun usaha tersebut ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“karena memutuskan untuk tidak bekerja. Dulu saya bekerja dirumah sakit, supaya bisa mengurus anak sambil bekerja, saya kerja dirumah. Jadi saya membuka usaha”
	
	
	

	RA
	:
	“untuk modal awal melakukan usaha tersebut kira-kira berapa ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“kurang lebih Rp. 5.000.000,00 diawal”
	
	
	

	RA
	:
	“terkait dengan usaha yang mba jalankan, apakah mba mengetahui ada pajak penghasilan yang dikenakan untuk pelaku bisnis online shop ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“iya, saya mengetahui mungkin sekitar 3 atau 4 tahun. Jadi saya sudah bayar pajak itu sekitar 3 atau 4 tahun juga”
	MJ-2
	Mengetahui pemahaman pajak yang dikenakan
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui perpajakan secara umum gitu ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“perpajakan secara umum itu tau. Secara garis besarnya yah, perpajakan itu sebagai bentuk kewajiban kita kepada negara, misalnya seperti kita punya usaha, pajak bangunan, salah satu juga mungkin kita makan di resto itu ada perpajakan, pekerjaan kayak gitu”
	MJ-3
	Secara garis besar pajak adalah bentuk kewajiban
	Pemahaman pajak secara umum

	RA
	:
	“untuk fungsi pajak sendiri, apakah mba tau ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“untuk pembiayaan negara, iya”
	MJ-4
	Pembiayaan negara
	Pemahaman pajak secara umum

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui tentang kewajiban wajib pajak?”
	
	
	

	MJ
	:
	“iya tau”
	
	
	

	RA
	:
	“mungkin bisa mba jelaskan ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“kewajiban pajak mungkin yang paling simple kendaraan yah, setiap warga negara yang mempunyai kendaraan wajib melaporkan SPT pajaknya, jadi sangat wajib. Kalau gak bayar pajak mungkin ada denda dan sebagainya.”
	MJ-5
	Jenis pajak yang dibayarkan-kendaraan
	Pemahaman pajak secara umum

	RA
	:
	“sebelumnya mba menjelaskan bahwa menggunakan NPWP sendiri, berarti mba tau tentang NPWP ?”	
	
	
	

	MJ
	:
	“NPWP itu garis besarnya, Nomor pajak saya untuk bayar”
	MJ-6
	Nomor pajak
	Pemahaman NPWP

	RA
	:
	“untuk memperoleh NPWP sendiri, apakah mba mengetahui ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“saya langsung ke dinas pajak waktu itu. Seperti itu. Sekarang kan sudah bisa online yah, waktu itu belum kayaknya, beberapa tahun yang lalu”
	MJ-7
	Langsung ke dinas pajak
	Pemahaman pajak NPWP

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui sistem pemungutan pajak yang berlaku sekarang?”
	
	
	

	MJ
	:
	“kalau sekarang kurang tau sih, tapi kayaknya paham sedikit, karena teman-teman juga ada, karena saya juga bayarnya via online-via online saja, sendiri. Melalui Banking biasanya kayak gitu. karena kan, mudah kan.”
	MJ-8
	Bayar via online  sendiri
	Pemahaman sistem pemungutan pajak 

	RA
	:
	“jadi yang mba lakukan tersebut adalah sistem perpajakan self assessment system yang sekarang berlaku, memang wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melakukan kewajiban pajaknya sendiri. Terkait dengan hal tersebut, apakah menurut mba sudah cukup adil dan mempermudah para wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak”
	
	
	

	MJ
	:
	“eh, kayaknya itu karena untuk kesadaran, kalau kita bilang adil gak bisa kita bilang adil juga. Tapi untuk kemudahan itu itu sangat baik sih. Karena kan orang yang kayak saya kerjanya, gak pakai jam, 24 jam kerja, jadi itu lebih mudah. Kita gak perlu pergi atau apa begitu, misalnya ke KPP gitu”
	MJ-9
	Tidak bisa dikatakan adil karena menyangkut kesadaran, namun sangat memudahkan
	Pemahaman sistem pemungutan pajak

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui tentang pajak penghasilan ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“pajak penghasilan, iya tau. Kayaknya itu yang saya terapkan dipembayaran saya. Jadi saya hitung, perbulan berapa, pertahun berapa. Karena kan saya belum ada NPWP usaha, masih pakai yang pribadi, tapi saya hitung dari hasil usaha saya.“
	MJ-10
	Pembayaran yang diterapkan, menghitung sendiri dari omzet
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	bagaimana tanggapan mba sendiri terkait dengan adanya pemberlakuan pajak penghasilan terhadap bisnis online shop ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“gak masalah sih. Kayaknya harus. Karena penghasilannya itu lumayan, sudah diatas toko pastinya, online shop sekarang “
	MJ-11
	Tidak keberatan
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“bagaimana cara mba sendiri dalam menghitung, memungut, memotong, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan yang dibebankan kepada mba ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“saya hitung dari profit bersih, per bulan, lalu saya kalkulasikan ke pertahun 1% sampai 1,5% kadang saya kasih 2% tapi minimal di 1%”
	MJ-12
	Hitung dari profit pertahun kemudian dikalkulasikan 1% bahkan lebih
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan pemberlakuan pajak penghasilan dari pihak perpajakan sendiri ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“ehm, belum pernah”
	MJ-13
	Belum pernah diadakan sosialisasi
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui jenis-jenis pajak yang berlaku untuk pelaku UMKM ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“belum tau banyak sih untuk UMKM”
	
	
	

	RA
	:
	“apakah mba tau tentang peraturan perpajakan UMKM ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“belum tau juga, secara detailnya”
	MJ-14
	Belum mengetahui peraturan perpajakan UMKM
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mba terkait dengan peraturan perpajakan UMKM? Dimana saat ini peraturan yang berlaku tersebut adalah 0% atau dibebaskan dari pajak dengan ketentuan omzet dibawah Rp. 500.000.000,00 pertahun”
	
	
	

	MJ
	:
	“kayaknya sih kalau untuk pajak, seharusnya sih penghasilan berapapun tetap bayar pajak mau dibawah Rp. 500.000.000,00, karena kan lumayan cukup besar penghasilan online shop, gak bisa dipungkiri. UMKM itu udah besar banget penghasilannya.”
	MJ-15
	Berapapun penghasilannya tetap bayar pajak
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mba dengan penurunan pajak UMKM yang semula pada tahun 2021 itu 0,5% dan muncul peraturan baru yaitu 0% ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“waktu itu kan penurunan karena covid yah, karena, tapi sebenarnya waktu covid itu UMKM malah naik, termasuk online shop. Karena semua orang belanja via online. Jadi saya rasa sih, sebaiknya gak perlu lagi 0% pajak sebaiknya dikembalikan ke 0,5%. Bahkan zaman saya awal itu pajak itu minimal 1%. 0,5% itu baru banget diturunkan. Sampai hari ini pun saya tetap bayar pajak 1%, ditahun 2018, 2019 itu saya 1% sampai hari ini”
	MJ-16
	Tarif tetap di 0,5%
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mba jika sebelumnya mba belum mengetahui informasi terkait pajak penghasilan untuk pelaku bisnis online shop, namun tiba-tiba diharuskan membayar pajak ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“kayaknya sih pasti bayar sih pasti. Karena kan kewajibankan”
	MJ-17
	bayar
	Melaksanakan kewajiban pajak panghasilan

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mba sendiri jika diharuskan untuk memenuhi kewajiban pajak yang dibebankan ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“tetap akan dilakukan kewajibannya”
	MJ-18
	Melaksanakan kewajiban
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“apakah mba memiliki keluhan kepada pemerintah terkait dengan penerapan pajak penghasilan yang dibebankan kepada pelaku bisnis online shop ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“Gak ada, baik saja”
	MJ-19
	Tidak ada keluhan
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“factor apa yang mba akhirnya mau membayar pajak ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“eh, merasa sebagai kewajiban aja sih. Merasa sebagai kewajiban warga negara sepertinya kita harus bayar pajak. sama halnya kaya kita makan di resotran, pasti ada pajak 10% gitu. jadi saya rasa itu hal yang maklum untuk dimaklumi untuk kemajuan negara sendiri. Jadi gakpapa”
	MJ-20
	Kewajiban warga negara
	Factor membayar pajak

	RA
	:
	“kalau yang membuat online shop ataupun mungkin sekiranya mba masih merintis, factor apa yang membuat mba tidak membayar pajak ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“mungkin karena penghasilannya belum stabil, biasanya seperti itu. Eh, karena awal saya mulai juga tidak langsung, sudah mulai 2 tahun saya merasa secara financial sudah stabil jadi saya rasa itu wajib kita untuk bayar pajak, tapi kalau mungkin untuk merintis, atau baru mulai tunggu seatle dulu deh, tunggu stabil dulu”
	MJ-21
	Penghasilan yang belum stabil
	Faktor tidak membayar pajak

	RA
	:
	“apabila omzet pertahun mba tidak mencapai Rp. 500.000.000,00 pertahun, apakah mba tetap akan memenuhi kewajiban pajak penghasilan meskipun dibebaskan dari pajak ? misalnya tetap melaporkan perpajakannya ?”
	
	
	

	MJ
	:
	“tetap-tetap, tetap saya laporkan”
	MJ-22
	Tetap lapor
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“apakah mba ada saran untuk perpajakan Indonesia, terkhususnya dalam bidang bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasian ?
	
	
	

	MJ
	:
	“kan orang banyak banget olshop yah, jadi mungkin sebaiknya gak diberlakukan lagi 0% mungkin balik lagi ke 0,5% karena buat negara juga, jadi kayaknya sebaiknya udah di Rp. 500.000.000,00 ke bawah itu sebenarnya besar, jadi kayaknya mereka mampu lah kalau Cuma 0,5%”
	MJ-23
	Gak diberlakukan tarif 0%, kembali pada 0,5%
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“baik mba. Hanya sampai disini saja wawancara saya. Sekiranya mohon maaf jika ada salah kata dan mengganggu waktu mba. Terikmasih”
	
	
	

	MJ
	:
	“iya mba, sama-sama”
	
	
	



	Kode Informan
	:
	ZA

	Informan (Inisial)
	:
	ZA (mikro)

	Usia
	:
	22 tahun

	Jenis Kelamin
	:
	Perempuan

	Tingkat Pendidikan
	:
	Mahasiswa 

	Usaha (Inisial)
	:
	@cal___.id

	Jenis Usaha
	:
	Bucket

	Lama usaha
	:
	2 tahun

	Platform usaha
	:
	Instagram, Facebook, dan Whatsapp

	Pewawancara
	:
	Rizka Amalia Hidayat

	Tipe wawancara
	:
	Semi terstruktur

	Hari, Tanggal, waktu
	:
	Senin, 08 Mei 2023, pukul : 13.30 WITA 

	Lokasi usaha
	:
	Di rumah (Jl. Merdeka 1)

	Pertanyaan Penelitian
	:
	RQ1



	Inisial
	Transkrip
	Ref
	Hasil Coding
	Kategori

	RA
	:
	“Assalamualaikum dan selamat siang, sebelumnya perkenalkan kembali saya Rizka Amalia Hidayat yang akan melakukan wawancara kepada saudara. Sebelumnya dengan mba siapa ?
	
	
	

	ZA
	:
	“waalaikumsalam. Nama saya Za”
	
	
	

	RA
	:
	“untuk lokasi melakukan usaha mba sendiri itu dimana yah ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“kalau untuk usaha sendiri saya masih melakukan dirumah yah karena saya juga penjualannya melalui sosial media gitu.”
	
	
	

	RA
	:
	“kalau boleh tau, diplatform mana saja untuk melakukan promosi penjualan ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“untuk platformnya sendiri saya menggunakan marketplace dari facebook sendiri, kemudian ada instagram, karena kan didalam instagram sendiri itu ada iklan berbayar yang sangat membantu sekali dan yang terakhir dari whatsapp gitu, jadi tuh rata-rata pelanggan yang pernah membeli melihat status dan akhirnya beli lagi gitu.”
	
	
	

	RA
	:
	“yang paling banyak biasanya pelanggan tersebut datang dari platform mana ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“eh, facebook sih. Itu banyak banget.”
	
	
	

	RA
	:
	“apakah saudara sendiri memiliki NPWP pribadi”
	
	
	

	ZA
	:
	“untuk NPWP saya memiliki NPWP pribadi”
	ZA-1
	Kepemilikan NPWP-memiliki NPWP sendiri
	Pemahaman NPWP

	RA
	:
	“kapan awal mula dari usaha mba ini dibangun ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“perkiraan 2 tahun”
	
	
	

	RA
	:
	“apa yang membuat mba pada akhirnya memilih untuk membangun usaha tersebut ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“dikarenakan sangat berpeluang sekali yah, terutama saya juga mahasiswa dan teman-teman saya sekitarnya mahasiswa yang sangat membutuhkan bucket jadi saya buka usaha ini”
	
	
	

	RA
	:
	“berarti jenis usaha ini yaitu bucket?”
	
	
	

	ZA
	:
	“iya benar”
	
	
	

	RA
	:
	“untuk modal awal melakukan usaha tersebut kira-kira berapa ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“em, sekitar tergantung sih yah, mungkin kalau misalkan custumer pada hari-hari atau 1 minggu  ada 3 custumer yang memilih bucket besar, sedang, dan kecil itu bisa memakan sampai Rp.400.000 an tapi tergantung dari yang dipesan”
	
	
	

	RA
	
	“terkait dengan usaha yang mba jalankan ini, apakah mba mengetahui adanya pajak yang dikenakan pada pelaku bisnis online shop ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“belum”
	ZA-2
	Tidak mengetahui
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“kalau terkait dengan perpajakan secara garis besarnya apakah mba mengetahui ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“tau”
	
	
	

	RA
	:
	“bisa mba jelaskan ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“kalau untuk pajak yang setau saya sih lebih ke usaha yang sudah termasuk menengah keatas yah. Itu saja. Mungkin itu saja”
	ZA-3
	Pajak untuk usaha menengah keatas
	Pemahaman pajak secara umum

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui fungsi pajak itu sendiri ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“tau”
	
	
	

	RA
	:
	“bisa dijelaskan mba ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“jadi untuk fungsi pajak yah pastinya untuk membangun feedbacknya ke pemerintah dan akhirnya nanti menjadi pembangunan yang ada di Kota Samarinda untuk salah satu contohnya”
	ZA-4
	Membangun feedback kepemerintah
	Pemahaman pajak secara umum

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui tentang kewajiban wajib pajk ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“tau”
	
	
	

	RA
	:
	“bisa dijelaskan mba?”
	
	
	

	ZA
	:
	“untuk kewajiban pajak sih, saya mengetahui khusus untuk pribadi yah, itu pastinya ada. kemudian untuk pajak lainnya yang mungkin seperti usaha besar  itu saya mengetahuinya dan juga mungkin pajak-pajak rumah, tanah, dan lain sebagainya”
	ZA-5
	Jenis pajak yang dibayarkan
	Pemahaman pajak secara umum

	RA
	:
	“sebelumnya mba bilang mba memiliki NPWP pribadi yah, apakah mba sendiri tau apa itu NPWP ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“kurang lebih tau”
	
	
	

	RA
	:
	“bisa mba jelaskan sedikit terkait dengan NPWP?”
	
	
	

	ZA
	:
	“NPWP itu secara garis besarnya yah, jadi tuh menurut saya suatu identitas yah untuk sejenis pajak yang dikenakan pribadi dan juga itu dipungut setiap tahunnya yah”
	ZA-6
	Suatu identitas
	Pemahaman NPWP

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui cara untuk memperoleh NPWP tersebut ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“dari website NPWP”
	ZA-7
	Website NPWP
	Pemahaman NPWP

	RA
	:
	“berarti dari suatu website saja yah ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“iya benar”
	
	
	

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini di Indonesia ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“kurang tau sih”
	ZA-8
	Tidak tau sistem perpajakan yang berlaku
	Pemahaman sistem pemungutan pajak

	RA
	:
	“jadi terkait dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini yaitu self assessment system, dimana wajib pajak diberi tanggung jawab dan kepercayaan penuh untuk melakukan inisiatif terhadap kewajiban perpajakannnya sendiri. Seperti memungut, menghitung, memotong, membayar dan melaporkan pajaknya. Terkait dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku tersebut, apakah menurut mba itu sudah adil dan mempermudah para wajib pajak ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“karena sekarang sudah era digital, dan juga semakin dipermudah, jadi menurut saya sudah semakin gampang, seperti itu”
	ZA-9
	memudahkan
	Pemahaman sistem pemungutan pajak

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui tentang pajak penghasilan ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“iya tau”
	
	
	

	RA
	:
	“bisa dijelaskan mba terkait dengan pajak penghasilan ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“kurang lebih pajak penghasilan yang saya ketahui itu NPWP itu sendiri yah, sebelum saya mendaftarkan ada di tanyakan, sekitar berapa penghasilannya gitu. mungkin hanya sebatas itu saja”
	ZA-10
	Jumlah penghasilan
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“ bagaimana tanggapan mba, tentang adanya pemberlakuan pajak penghasilan untuk pelaku bisnis online shop?”
	
	
	

	ZA
	:
	“kurang tau sih”
	ZA-11
	Tidak ada tanggapan
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui cara untuk memungut, menghitung, memotong, membayar dan melaporkan pajak penghasilan ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“kurang tau, karena saya bukan bisnis yang benar-benar besar yah”
	ZA-12
	Tidak mengetahui-Bukan bisnis yang besar
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan pemberlakuan pajak penghasilan terkhususnya kepada pelaku bisnis online shop atau UMKM ?
	
	
	

	ZA
	:
	“kalau dari saya sendiri belum, tapi mungkin, dari pihak perpajakan mungkin pernah mensosialisasikan”
	ZA-13
	Pernah dilakukan sosialisasi
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia untuk pelaku UMKM ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“kurang tau”
	
	
	

	RA
	:
	“apakah mengetahui peraturan perpajakan UMKM ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“kurang tau juga”
	ZA-14
	Tidak mengetahui
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mba terkait dengan perpajakan UMKM yang belaku saat ini dimana pajak yang dibabankan kepada UMKM maupun online shop itu sebesar 0% yang artinya tidak dipungut pajak atau dibebaskan dari pajak dengan ketentuan penghasilan yang dimiliki selama setahun itu kurang dari Rp. 500.000.000,00. Jadi bagaimana tanggapan mba terkait dengan peraturan perpajakan tersebut.”
	
	
	

	ZA
	:
	“kalau menurut saya adil yah, dan juga terutama yang UMKM yang penghasilannya masih sedikit itu juga sangat-sangat membantu gitu”
	ZA-15
	adil
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui tentang tarif pajak yang berlaku untuk UMKM maupun online shop ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“kurang tau”
	ZA-16
	Tarif pajak UMKM-Tidak mengetahui
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“terkait dengan tarif pajak yang berlaku tersebut saat ini yaitu 0% atau tidak dikenakan pajak untuk omzet dibawah Rp. 500.000.000,00. Bagaimana tanggapan mba terkait tarif pajak UMKM yang ditetapkan pemerintah saat ini ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“tarif pajak, yah. Tanggapannya saya bersyukur sih. Pemerintah tidak menentukan pajak sedikitpun persen, karena kan masih banyak juga UMKM yang masih bahasanya masih pelan-pelan berdiri gitu”
	ZA-17
	bersyukur
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mba terkait dengan penurunan pajak UMKM yang semula dibebankan sebesar 0,5% menjadi 0% atau tidak dikenakan pajak untuk omzet dibawah Rp. 500.000.000,00 ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“sebelumya karena 0,5% itu terasa kalau dikalikan dengan omzet. Itu terasa sekali yah bagi pelaku usaha. Jadi karena pemerintah sudah menurunkan, itu sudah sangat membantu untuk kenaikan penghasilan dari UMKM dan tidak perlu dibagi-bagi lagi gitu”
	ZA-18
	Sebelumnya terasa berat, penurunan tarif membantu UMKM
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mba jika diharuskan dalam membayar pajak secara tiba-tiba maupun tidak ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“kalau saya sebagai pelaku usaha, sebenarnya sedikit ada rasa  kesal atau bagaimana gitu, karena tidak ada pemberitahuan. Kemudian juga seharusnya ketika itu resmi dari perpajakan langsung dari pemerintah itu harus ada imbauan bahwa UMKM tersebut harus membayar pajak”
	ZA-19
	Kesal karena tidak ada pemberitahuan dan imbauan 
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mba jika mba diharuskan untuk memenuhi kewajiban pajak yang dibebankan kepada usaha online shop yang saat ini mba jalankan ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“tanggapan yah, kalau untuk online shop sendiri mungkin bisa, namun saya kurang setuju diratakan untuk semua online shop. Karena tidak semua online shop itu memiliki UMKM yang bahasanya menengah keatas semua”
	ZA-20
	Kurang setuju pengenaan pajak diratakan
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“apabila mba ini semisal dibebaskan dari pajak, apakah mba tetap akan melaporkan meskipun mba tidak membayar pajak ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“untuk saat ini karena saya masih mempelajari pajak, jadi saat ini belum”
	ZA-21
	Belum bisa melaksanakan kewajiban
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“apakah terdapat keluhan kepada pemerintah terkait penerapan pajak penghasilan yang dibebankan kepada pelaku bisnis online shop ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“sampai saat ini tidak ada”
	ZA-22
	Tidak ada keluhan
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“factor apa yang membuat mba itu mungkin tidak mau membayar pajak ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“karena kalau dari saya sendiri, sebagai pelaku usaha penghasilan yang ada pada usaha saya dibawah Rp. 500.000.000,00 dan itu juga sangat-sangat terbebani  jika kita harus membayar pajak gitu”
	ZA-23
	Penghasilan dibawah 500 juta 
	Faktor tidak membayar pajak

	RA
	:
	“kalau factor yang membuat akhirnya mba mau membayar pajak ? kira-kira factor apa ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“mungkin dari penghasilan saya sendiri juga sudah mencukupi, dan itu sudah membantu dan bisa dibagi lagi maka saya akan membayar pajak”
	ZA-24
	Penghasilan tercukupi
	Faktor membayar pajak

	RA
	:
	“apabila omzet pertahun mba tidak mencapai Rp. 500.000.000,00, apakah mba tetap akan memenuhi kewajiban pajak penghasilan meskipun dibebaskan dari pajak ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“ehm iya”
	ZA-25
	Memenuhi kewajiban- (bahasa tubuh ragu-ragu)
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“apakah akan tetap melaporkan pajaknya ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“iya”
	
	
	

	RA
	:
	“apakah ada saran untuk perpajakan Indonesia, terkhususnya dalam bidang bisnis online shop dalam memeuhi kewajiban pajak penghsilan ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“untuk sarannya, kedepannya semoga akan tetap terus tidak membebani para UMKM yang masih tergolong bawah ke menengah gitu, kalau misalkan perpajakan memang cocoknya pemerintah memungut biaya dari menengah keatas.”
	ZA-26
	Tidak membebani UMKM dan hanya memungut pada usaha menengah keatas
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“untuk omzet perbulannya itu kurang lebih berapa yah ?”
	
	
	

	ZA
	:
	“kalau misalkan terhitung bersihnya yah, kotornya saja misalnya perminggu saja tergantung orderan, kadang sampai RP.700.000 kadang bisa sampai Rp. 1.800.000 an tapi kalau misalkan bersih kan paling Rp. 300.000 an jadi total-total paling Rp. 800.000, kadang lebih juga, kadang kurang. Tergantung orderan juga”
	
	
	

	RA
	:
	“mungkin hanya sekian dari wawancara saya. Terimakasih untuk waktunya yah mba”
	
	
	

	ZA
	:
	“iya sama-sama juga mba”
	
	
	



	Kode Informan
	:
	LI

	Informan (Inisial)
	:
	LI (mikro)

	Usia
	:
	22 tahun

	Jenis Kelamin
	:
	Perempuan

	Tingkat Pendidikan
	:
	Mahasiswa

	Usaha (Inisial)
	:
	@ryfazzaskin.id

	Jenis Usaha
	:
	Skincare

	Lama usaha
	:
	3 tahun

	Platform usaha
	:
	Instagram dan whatsapp

	Pewawancara
	:
	Rizka Amalia Hidayat

	Tipe wawancara
	:
	Semi terstruktur

	Hari, Tanggal, waktu
	:
	Sabtu, 13 Mei 2023, pukul : 15.30 WITA

	Lokasi usaha
	:
	Di Kost (Jl. Juanda)

	Pertanyaan Penelitian
	:
	RQ1



	Inisial
	Transkrip
	Ref
	Hasil Coding
	Kategori

	RA
	:
	“Assalamualaikum dan selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan kembali saya Rizka Amalia Hidayat selaku pewawancara. Sebelumnya dengan mba siapa ?”
	
	
	

	LI
	:
	“waalaikumsalam. Nama saya Lia. Biasa dipanggil Lia
	
	
	

	RA
	:
	“untuk lokasi melakukan usahanya tersebut dimana yah mba ?”
	
	
	

	LI
	:
	“di wilayah samarinda,  samarinda ulu”
	
	
	

	RA
	:
	“itu untuk usahanya tersebut dilakukan dirumah atau dikost ?”
	
	
	

	LI
	:
	“di kost-kostan aja sih”
	
	
	

	RA
	:
	“apakah mba sendiri memiliki NPWP”
	
	
	

	LI
	:
	“untuk saat ini belum ada”
	LI-1
	Kepemilikan NPWP-belum ada
	Pemahaman NPWP

	RA
	:
	“kapan usaha mba tersebut berdiri yah”
	
	
	

	LI
	:
	“sejak 2020”
	
	
	

	RA
	:
	“berarti kurang lebih 3 tahun yah ?”
	
	
	

	LI
	:
	“iya benar”
	
	
	

	RA
	:
	“apa yang membuat mba pada akhirnya memilih untuk membangun usaha tersebut ?”
	
	
	

	LI
	:
	“yang pertama karena saya tertarik dengan, karena ditahun 2020 itu masa zaman covid jadi banyak sekali orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk membuka usaha, jadi saya juga cukup tertarik sehingga merintis terlebih dahulu ditahun 2020 itu”
	
	
	

	RA
	:
	“untuk jenis usaha yang mba lakukan tersebut apa ?”
	
	
	

	LI
	:
	“usahanya itu skincare”
	
	
	

	RA
	:
	“berapa modal awal yang digunakan untuk membangun usaha tersebut ?”
	
	
	

	LI
	:
	“diawal itu Rp. 300.000 pertamanya”
	
	
	

	RA
	:
	“kalau dengan omzetnya, kira-kira penjualannya perhari atau mungkin perbulan itu berapa ?”
	
	
	

	LI
	:
	“kalau itu tidak konsisten dalam satu bulan karena kan, pada awal itu baru membangun, tidak langsung banyak. mungkin dari perbulannya itu Rp.1.000.000 atau dibawah Rp. 1.000.000 gitu”
	
	
	

	RA
	:
	“terkait dengan usaha yang mba jalankan tersebut, apakah mba mengetahui adanya pajak yang dikenakan kepada pelaku bisnis online shop ?” 
	
	
	

	LI
	:
	“untuk saat ini, saya mengetahui bahwa itu ada”
	LI-2
	Peraturan perpajakan UMKM-mengetahui
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“apakah anda mengetahui perpajakan itu secara umum ?”
	
	
	

	LI
	:
	“iya jadi kalau sebagai perpajakan itu adalah pemungutan pajak kepada wajib pajak, dimana sebagai wajib pajak itu kita wajib membayar pajak gitu”
	LI-3
	Pemungutan pajak oleh wajib pajak
	Pemahaman pajak secara umum

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui terkait dengan fungsi pajak bagi perekonomian Indonesia ?”
	
	
	

	LI
	:
	“fungsinya untuk pembangunan sih lebih tepatnya. Pembangunan nasional”
	LI-4
	Untuk pembangunan
	Pemahaman pajak secara umum

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui kewajiban wajib pajak?”
	
	
	

	LI
	:
	“membayar”
	
	
	

	RA
	:
	“membayar gitu yah mba?”
	
	
	

	LI
	:
	“iya membayar, dan melaporkan”
	LI-5
	Kewajiban wajib pajak-membayar dan melaporkan
	Pemahaman pajak secara umum

	RA
	:
	“sebelumnya mba bilang belum memiliki NPWP, terkait dengan NPWP tersebut apakah mba mengetahui apa itu NPWP ?”
	
	
	

	LI
	:
	“Nomor Pokok Wajib Pajak kalau tidak salah. Maksudnya identitas kita, sebagai wajib pajak.”
	LI-6
	Definisi NPWP-Identitas wajib pajak
	Pemahaman NPWP

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui cara untuk memperoleh NPWP itu ?”
	
	
	

	LI
	:
	“sejauh ini belum tau, karena belum ada kepikirin untuk membuat NPWP karena juga usahanya masih merintis jadi masih belum kepikiran sih”
	LI-7
	Prosedur NPWP-belum mengetahui karena belum memikirkan membuat NPWP
	Pemahaman NPWP

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit ?”
	
	
	

	LI
	:
	“pernah sih baca-baca gitu, kalau pemungutan itu harus membayar pajak sendiri, kayak untuk mandiri bayarnya”
	LI-8
	Pemungutan dan membayar pajak secara mandiri
	Pemahaman sistem pemungutan pajak

	RA
	:
	“terkait dengan sistem pemungutan tersebut, apakah mba sudah merasa adil dan memudahkan para wajib pajak dalam membayar pajak ?”
	
	
	

	LI
	:
	“kalau sekarang sih sistemnya semuanya online gak sih, tidak ada lagi yang seperti dulu jadi lebih memudahkan sih”
	LI-9
	memudahkan
	Pemahaman sistem pemungutan pajak

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui tentang pajak penghasilan ?”
	
	
	

	LI
	:
	“kurang mengetahui”	
	LI-10
	Pajak penghasilan-kurang mengetahui
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mba terkait dengan adanya pemberlakuan pajak penghasilan terhadap bisnis online shop ?”
	
	
	

	LI
	:
	“kalau untuk pemberlakuannya sih gakpp, kalau untuk omzet pertahunnya sudah mencapai ratusan juta, tapi kalau misalkan untuk yang belum kayaknya kurang adil yah”
	LI-11
	Tidak mempermasalahkan namun kurang adil jika omzet kecil
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“bagaimana cara mba dalam menghitung, memungut, memotong, melakukan pembayaran pajak serta melaporkan pajak penghasilan yang dibebankan kepada mba?
	
	
	

	LI
	:
	“pernah”
	
	
	

	RA
	:
	“bisa dijelaskan mba bagaimana ?”
	
	
	

	LI
	:
	“kalau untuk menghitung itu kalau tidak salah setau saya dari omzet dikali dengan barapa persen gitu sih. Selebihnya kurang tau, karena saya gak pernah melakukan itu”
	LI-12
	Menghitung dari omzet dikali dengan tarif pajak
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“apakah sebelumnya mba pernah mengikuti pelatihan maupun sosialisasi yang mungkin pernah dilakukan oleh pihak perpajakan terkait dengan pemberlakuan pajak penghasilan terhadap pelaku bisnis online shop ?”
	
	
	

	LI
	:
	“sejauh ini belum pernah. Belum ada”
	LI-13
	Sosialisiasi perpajakan UMKM-belum pernah
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui jenis-jenis pajak yang berlaku saat ini untuk pelaku UMKM?
	
	
	

	LI
	:
	“tau”
	
	
	

	RA
	:
	“yang seperti apa?”
	
	
	

	LI
	:
	“biasanya kalau ke restoran atau ke indomaret itu biasanya ada”
	
	
	

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui peraturan perpajakn UMKM ?”
	
	
	

	LI
	:
	“iya”
	LI-14
	Peraturan perpajakan  UMKM-mengetahui
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	Konfirmasi ulang
“Sebelumnya mba menjawab mengetahui peraturan perpajakan. bisa dijelaskan terkait peraturan perpajakan yang mba ketahui ?”
	
	
	

	LI
	:
	“iya saya hanya pernah dengar mba, kalau untuk usaha online itu bisa dikenakan pajak, kalau tidak salah ya itu PPh Final UMKM. seperti itu mba”
	
	
	

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mba terkait dengan peraturan perpajakan UMKM yang berlaku saat ini?
	
	
	

	LI
	:
	“ehm, kalau untuk peraturannya sih saya gak masalah yah, karena kita kan hidupnya dinegara hukum, jadi kita butuh peraturan-peraturan untuk mengatur, gitu. apalagi untuk perpajakan itu sangat penting untuk negara gitu”
	LI-15
	Tidak masalah dengan peraturan pajak UMKM
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“apakah mba mengetahui tentang tarif pajak UMKM  yang berlaku sekarang ? dan bagaimana tanggapan mba terkait dengan tarif tersebut ?
	
	
	

	LI
	:
	“kalau yang saya tau sih, tau Cuma kalau untuk berapa tarifnya itu saya belum atau kurang mendalami yah”
	LI-16
	Tarif pajak-belum mengetahui
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“terkait dengan tarif UMKM tersebut yaitu 0% atau tidak dikenakan pajak mungkin dengan kata lainnya itu dibebaskan dari pajak dengan ketentuan bahwa omzet pertahunnya itu dibawah Rp. 500.000.000,00. Dengan tarif seperti itu bagaiana tanggapan mba ?”
	
	
	

	LI
	:
	“sebenarnya untuk tarif 0% itu bisa, tapi ketika itu memang masih belum ratusan juga, tapi kalau misalkan omzetnya itu sudah ratusan juta meskipun dalam pertahun itu dia gak sampai Rp. 500.000.000,00 itu udah dikenakan 0,5% gak masalah, karena kalau hanya 0,5% itu dalam setahun jumlahnya tidak terlalu banyak kalau untuk omzet yang ratusan juta.”
	LI-17
	Tarif 0% bisa jika belum mencapai raturan juta, penghasilan diatas ratusan bisa 0,5%
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mba terkait dengan penurunan pajak UMKM yang semula 0,5% menjadi 0% atau dibebaskan dari pungutan pajak untuk omzet dibawah Rp. 500.000.000,00 ?
	
	
	

	LI
	:
	“kalau untuk itu, mungkin kalau itu di zaman covid yah kalau gak salah, kalau yang gak ada dibebankan. Sebenarnya kalau misalkan dibebankan pun kayaknya aman-aman saja sih, karena ditahun 2020 sampai sekarang itu terkait dengan online shop itu sangat melesat. Apa yah, perkembangannya sangat cepat, apalagi kan banyak platform-platform yang contohnya seperti tiktok yang bisa mudah untuk mendapatkan omzet. Jadi kalau dipikir-pikir untuk adanya penurunan itu, saya rasa itu tidak akan membebani wajib pajak jika omzetnya ratusan juta”
	LI-18
	Tidak mempermasalahkan, tidak membebankan wajib pajak  
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mba sendiri jika diharuskan dalam membayar pajak secara tiba-tiba ?”
	
	
	

	LI
	:
	“yah gakpp sih. Karena kan kewajiban kita sebagai wajib pajak yah memang harus membayar”
	LI-19
	Tidak mempermasalahkan
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan mba jika diharuskan untuk memenuhi kewajiban pajak yang dibebankan kepada usaha online shop mba yang sedang mba jalankan ini ?” semisal omzet mba ini dibawah Rp. 500.000.000 yang artinya hanya dikenakan omzet 0% atau tidak dipungut pajak, apakah mba akan tetap melaksanakan kewajiban dengan melaporkan saja? meskipun dibebaskan dari pajak ?
	
	
	

	LI
	:
	“kalau melaporkan itu pasti membayar. Karena sebelum itu kita membayar dulu, biasanya sih kayak gitu. jadi, kalau misalkan saya disuruh melaporkan maupun membayar pajak yah saya tetap kalau memang omzet saya itu sudah dikatakan cukup atau berkembang. Kalau misalkan masih dibawah Rp. 1.000.000 itu saya rasa belum bisa untuk dipungutkan pajak dalam setahun”
	LI-20
	Melaporkan dan membayar
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“apakah terdapat keluhan kepada pemerintah terkait dengan penerapan pajak penghasilan yang dibebankan kepada pelaku bisnis online shop ?”
	
	
	

	LI
	:
	“ehm, sebenarnya gak sih, karena sekarang tuh apa yah, kita pintar-pintar mencari informasi. Kalau misalkan kita gak mencari informasi yah gak akan dapat. Kalau kita hanya menginginkan dari pihak kantor pajaknya untuk turun langusung kemasyarakatnya itu agak susah, karena mereka juga harus menangani yang ada disana, kalau kita Cuma meminta mereka untuk melakukan sebuah pemahaman wajib pajak kayaknya juga agak apa yah, agak sulit. Jadi yah pintar-pintar kita aja gitu”
	LI-21
	· Tidak ada keluhan
· Pintar mencari informasi
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“apa yang membuat mba itu pada akhirnya tidak mau membayar pajak ?”
	
	
	

	LI
	:
	“faktor itu yah pertama tadi, omzet saya yang tidak terlalu banyak gitu, dan masih belum terlalu berkembang gitu”
	LI-22
	Omzet tidak banyak dan usaha belum berkembang
	Faktor tidak membayar pajak 

	RA
	:
	“kalau faktor yang akhirnya membuat mba membayar pajak itu seperti apa ?”
	
	
	

	LI
	:
	“yah kurang lebih sih, kalau omzet saya mencukupi saya pasti bayar pajak”
	LI-23
	Omzet mencukupi
	Faktor membayar pajak 

	RA
	:
	“apabila omzet mba pertahun tidak mencapai Rp. 500.000.000, apakah mba tetap akan memenuhi kewajiban pajak penghasilan meskipun dibebaskan dari pajak ?”
	
	
	

	LI
	:
	“tetap melakukan kalau mungkin omzet saya diatas Rp. 500.000.000”
	LI-24
	Tetap melakukan
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“apakah ada saran untuk perpajakan Indonesia terkhususnya dalam bidang bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan ?
	
	
	

	LI
	:
	“kalau untuk saran mungkin apa yah. Mungkin dalam administrasi aja sih, untuk lebih dipermudah untuk dipermudah, kan kadang kalau kita ngurus suatu hal itu biasanya itu administrasinya saja sih yang sulit, biasa kalau untuk prosesnya tuh mudah saja”
	LI-25
	Administrasi yang dipermudah
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“baik hanya sampai disini saja untuk wawancara, kurang lebihnya mohon maaf dan terimakasih”
	
	
	

	LI
	:
	“iya, sama –sama mba”
	
	
	




B. Transkrip Wawancara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda
	Kode Informan
	:
	MF

	Informan
	:
	Muhammad Firhandi 

	Usia
	:
	24 tahun

	Jenis Kelamin
	:
	Laki-laki

	Tingkat Pendidikan
	:
	Diploma I

	Jabatan
	:
	Pelaksana

	Masa Kerja
	:
	3 Tahun

	Pewawancara
	:
	Rizka Amalia Hidayat

	Tipe wawancara
	:
	Semi Terstruktur

	Hari, Tanggal, waktu
	:
	Selasa, 09 Mei 2023, pukul : 10.00 WITA

	Lokasi
	:
	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda

	Pertanyaan penelitian
	:
	RQ2



	Inisial
	Transkrip
	Ref
	Hasil Coding
	Kategori

	RA
	:
	“Assalamualaikum dan selamat pagi. Perkenalkan saya Rizka Amalia Hidayat Mahasiswa Akuntansi angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Sebelumnya izin bertanya untuk nama masnya sendiri siapa ?
	
	
	

	MF
	:
	“Nama saya Firhandi dari KPP Samarinda Ulu”
	
	
	

	RA
	:
	“apakah sebagian besar wajib pajak terkhususnya pelaku bisnis online shop itu telah mengetahui cara untuk memperoleh NPWP ?”
	
	
	

	MF
	:
	“jadi untuk mendapatkan NPWP itu sebenarnya semua orang sudah tau. Caranya itu bisa daftar secara online melalui situs direk.pajak.co.id jadi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP bisa segera mendaftarkan NPWP selama dia memenuhi 2 syarat. Yang pertama syarat subjektif dan syarat objektif. Pertama syarat subjektifnya itu dia sudah dewasa, udah 18 tahun keatas atau sudah menikah, yang kedua syarat objektifnya itu adalah dia sudah memiliki penghasilan yang memang sudah diwajibkan untuk mendapatkan NPWP. Untuk kartu NPWPnya bisa kami kirimkan secara online via elektronik ke email yang terdaftar atau juga otomatis kita kirimkan itu ke alamat rumah.”
	MF-1
	Wajib pajak sudah tau cara mendapatkan NPWP
	Pemahaman Perpajakan

	RA
	:
	“apakah saat ini data wajib pajak pelaku bisnis online shop yang mendaftarkan diri dan memiliki NPWP sudah sesuai dengan pelaku bisnis online shop yang tersebar di Kota Indonesia ?”
	
	
	

	MF
	:
	“jadi untuk pendaftaran NPWP itu kan kesadaran masing-masing, kami dari kantor pajak tugasnya hanya melakukan pengawasan kepada wajib pajak yang belum mendapatkan NPWP untuk segara melakukan pendaftaran NPWP sekaligus untuk memberikan pelayanan bagaimana cara mendaftarkan NPWP sekaligus untuk tata cara melakukan kewajiban perpajakannya salah satunya itu adalah pembayaran pajak UMKM dan juga untuk pelaporan SPT tahunannya. Tapi kalau berdasarkan data yang kami miliki untuk di Samarinda sendiri untuk UMKM sudah sadar kok sama kewajiban perpajakannya.”
	MF-2
	· NPWP adalah kesadaran WP
· UMKM sadar dengan kewajiban perpajakannya
	Pemahaman perpajakan

	RA
	:
	“apakah menurut Bapak, administrasi perpajakan pelaku bisnis online shop ini sudah efektif ?”
	
	
	

	MF
	:
	“untuk administrasinya yah, administrasi perpajakan saat ini sudah efektif, jadi kewajiban wajib pajak UMKM sudah dipermudah. Untuk sebelumnya itu wajib pajak di tahun 2013, itu UMKM dikenakan pajak yang kecil 1% dari omzet brutonya. Kemudian ditahun 2018 dipermudah lagi oleh pemerintah diturunkan tarifnya menjadi 0,5% dan kemudian yang terbaru ditahun 2022 berdasarkan UU No. 7, pemerintah memberikan insentif bagi UMKM orang pribadi, bagi wajib pajak yang omzetnya dibawah Rp. 500.000.000 itu tidak ada kewajiban p tidak dikenakan pajak, tapi diantara Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp.4,8 Miliar itu tetap dikenakan pajak 0,5% itukan kecil, jadi tidak terlalu memberatkan lah, karena kan ini juga sifatnya gotong royong, dari yang berpenghasilan untuk semua wajib pajak Indonesia.”
	MF-3
	· Administrasi efektif
· Peraturan perpajakan UMKM
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“menurut mas sendiri, bagaimana solusi dari KPP pratama Samarinda ini, dalam mengatasi wajib pajak pelaku bisnis online shop yang tidak segera memperoleh NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakannya?”
	
	
	

	MF
	:
	“sebagai salah satu tugas kami, untuk memberikan asistensi atau layanan kepada wajib pajak kami juga memberikan sosialisasi atau bimbingan teknis terkait tata cara pendaftaran NPWP kami juga aktif datang langsung ke perusahaan atau datang langsung ke komunitas-komunitas UMKM untuk membantu para UMKM ini mendaftarkan NPWPnya dan juga sekaligus untuk mengedukasi kalau NPWP itu gak Cuma dapat kartu saja lo, ada kewajiban yang harus dilakukan yaitu pembayaran pajak dan juga pelaporan pajaknya itu di SPT tahunannya begitu.”
	MF-4
	· Memberikan asistensi
· Memberikan sosialisasi
	Pemahaman perpajakan

	RA
	:
	“Menurut Bapak, apakah pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop sudah terpenuhi ?”
	
	
	

	MF
	:
	“untuk saat ini, kami juga masih pelan-pelan meningkatkan pemahaman kewajiban perpajakan bagi UMKM, karena gak semuanya mereka paham pajaknya, ada beberapa saja yang aktif secara mandiri untuk mengetahui tata cara pemenuhan kewajiban perpajakannya. Nah wajib pajak UMKM-UMKM yang aktif ini yang kami coba dekati untuk bisa secara sukarela melaporkan dan membayarkan pajaknya. Dengan adanya insentif yang seperti tadi itu, justru itu juga semakin menarik antusias wajib pajak untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah gitu.” 
	MF-5
	· Masih berusaha meningkatkan pemahaman perjakan
· Adanya insentif pajak
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“apabila terdapat wajib pajak online shop yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya, menurut pandangan Bapak, factor apa yang membuat pelaku bisnis online shop membayar atau tidak membayar pajak yang ditetapkan ?”
	
	
	

	MF
	:
	“yah oke. Sebenarnya untuk wajib pajak di Samarinda itu cenderung kontributif yah dalam pembayaran pajaknya. Hanya saja ketika mereka tidak membayar pajak itu salah satu alasan utamanya, karena mereka tidak mengetahui adanya kewajiban pembayaran pajak. kalau kita tanya kepada wajib pajak atau pengusaha UMKM ini, apakah mereka sukarela dan tidak merasa terbebani. Cuma mereka kendalanya di bagian administrasinya. Tentang bagaimana cara mereka menyetorkan pajaknya dan melaporkan pajaknya. Nah jadi untuk yang KPP Pratama Samarinda Ulu lakukan itu pertama adalah memberikan kemudahan, memberikan asistensi kepada wajib pajak dalam cara membayarkan pajak dan pelaporan pajaknya. Karena mereka pada saat kita arahkan untuk berapa tarifnya Nominal berapa, tarifnya berapa itu mereka cenderung sudah menerima mereka tidak menolak tidak denial terhadap informasi ini karena mereka juga sudah paham kewajiban perpajakannya. Hanya kendalanya dibagian caranya.”
	MF-6
	· Cenderung kontributif (faktor membayar)
· Tidak mengetahui kewajiban pembayaran pajak (faktor tidak membayar)
· Tidak menolak informasi (faktor menerima)
· Kendala pada administrasi dan prosedur (faktor tidak membayar)
	· Faktor membayar pajak
· Faktor tidak membayar pajak

	RA
	:
	“apakah pelaku bisnis online shop sebagian besar telah mengetahui tahapan memotong, membayar dan melaporkan pajak ?”
	
	
	

	MF
	:
	 “itu cenderung yang mereka kurang pahami, mereka tau ada kewajiban pembayaran, kewajiban pajak. tapi mereka tidak mengetahui tata cara bagaimana memotong, memungut sama membayar, dan melaporkan pajaknya. Itu yang sedang kami dorong supaya mereka itu lebih paham pajak gitu”
	MF-7
	Kurang memahami prosedur
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“apakah pelaku bisnis online shop telah mengetahui kewajibannya dalam membayar pajak penghasilan ?”
	
	
	

	MF
	:
	“kalau mengetahui tau. Cuman caranya tadi”
	MF-8
	Kewajiban pajak penghasilan-mengetahui
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“berarti apakah pelaku bisnis online shop mengetahui sistem pemungutan pajak yang berlaku ? dan hanya terkendala pada caranya saja ?”
	
	
	

	MF
	:
	“betul. Caranya saja. Dan beberapa marketplace itu sudah ditunjuk oleh DJP sebagai pemungut pajak. jadi dari pihak UMKM nya yang tidak berlaku sebagai pemotong pajak. jadi yang memotong pajaknya itu dari pihak e-commerce nya dari marketplacenya. Jadi dari pihak pembeli dan pihak penjual itu bebas dari administrasi perpapajakn. Kewajiban penjual hanya menampilkan harga PPN nya, terus kewajiban pembeli itu hanya menyetorkan pajaknya. Tapi administrasinya itu dilakukan oleh marketplacenya itu tadi  e-commerce.”
	MF-9
	· Marketplace sebagai pemungut
	Pemahaman perpajakan

	RA
	:
	“jika semisal ada online shop yang mempromosikan penjualannya itu di Instagram atau Facebook itu dan mereka hanya menggunakan NPWP pribadi, apakah itu bisa atau harus menggunakan NPWP usaha ?”
	
	
	

	MF
	:
	“kalau untuk NPWP usaha itu sebenarnya gak ada. adanya itu NPWP orang pribadi dan badan. Kalau untuk usaha atau pekerjaannya itu hanya tergantung penghasilannya. Jadi kalau misalnya dia pribadi, misalnya dia sebagai PNS dan dia juga ada penghasilan sebagai usahawan itu bisa, jadi NPWP nya itu dia melekatnya di orang pribadinya bukan di status pekerjaannya.”
	MF-10
	NPWP melekat pada diri pribadi bukan pekerjaan
	Pemahamanperpajakan

	RA
	:
	“apakah pelaku bisnis online shop termasuk jenis UMKM yang juga dikenakan pajak penghasilan atas usahanya ?”
	
	
	

	MF
	:
	“jadi kalau untuk definisi UMKM di pajak itu selama peredaran brutonya itu dibawah Rp. 4.800.000.000,00. Jadi kalau Omzetnya UMKM itu dibawah 4,8 miliar, itu termasuk kategori UMKM eh online shop UMKM. Dibawah 4,8 miliar. Tapi kalau online shopnya itu sudah besar sudah diatas 4,8 miliar itu sudah bukan tergolong UMKM lagi di DJP atau di sistem pajak.”
	MF-11
	UMKM jika peredaran bruto dibawah Rp.4.800.000.000
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“jadi sistem pemungutan pajak penghasilan juga diberlakukan untuk pelaku bisnis online shop ?”
	
	
	

	MF
	:
	“Betul. Betul, tapi juga beberapa e-commerce saja yang aku sampaikan itu sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPh. Jadi setiap transaksi di e-commerce tersebut itu diadministrasikan oleh e-commerce untuk marketplace tadi. Tapi beberapa saja.”
	MF-12
	Online shop dikenakan pajak penghasilan
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“apakah sebagian besar pelaku bisnis online shop telah memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang ditetapkan kepada mereka ?”
	
	
	

	MF
	:
	“belum. Gak semuanya sih, tapi beberapa mayoritas sudah paham lah”
	MF-13
	· Kewajiban pajak penghasilan-Belum melaksanakan
· Kewajiban pajak penghasilan-sudah paham
	· Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan
· Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“bagaimana pandangan Bapak terkait pajak penghasilan pelaku bisnis online shop yang dipotong otomatis pada aplikasi marketplace ?”
	
	
	

	MF
	:
	“justru itu mempermudah yah. Jadi dari pihak penjulan dan pembeli itu tidak membingungkan terkait administrasi perpajakannya. Jadi semua bukti potong pajak penghasilannya atau faktur pajaknya itu semuanya sudah diadminsistrasikan oleh e-commerce atau marketplace tadi. Contohnya untuk marketplace yang ditunjuk itu ada SIPlah untuk dinas pendidikan atau di bidang kebudayaan itu SIPlah itu semua yang membuat bukti potong atau faktur pajaknya. Jadi dari pihak sekolah atau pihak dinas sebagai pembeli barang dan juga pihak toko, CV atau PT sebagai penjual itu tidak mengurus dokumen perpajakan”
	MF-14
	Mempermudah dan tidak membingungkan
	Pemahaman perpajakan

	RA
	:
	“apakah pelaku bisnis online shop ini harus tetap melaporkan lagi pajaknya penghasilannya ke KPP ?”
	
	
	

	MF
	:
	“betul. Jadi untuk pelaporan pajaknya itu tetap wajib dilaporkan di SPT tahunan atau di SPT masanya. Jadi dokumen-dokumen yang sudah dibuat oleh pemungut pajak atau pemungut PPN itu harap disimpan oleh masing-masing pihak untuk dilaporkan di SPT tahunan atau SPT masanya.”
	MF-15
	Tetap melaporkan SPT tahunan dan SPT masanya
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“bagaimana pandangan bapak sendiri terkait peraturan perpajakan yang berlaku untuk pelaku bisnis online shop ?”
	
	
	

	MF
	:
	“jadi untuk peraturan perpajakan itu kan sifatnya dinamis yah, gak sama terus setiap tahun, itu semakin sekarang itu peraturan perpajakan semakin memudahkan wajib. Dua sisi, bagi wajib pajak sendiri dan juga bagi kantor pajak. contohnya untuk kebijakan yang pas Rp. 500.000.000 itu sebelumnya gak ada. terus pas covid itu ada, Cuma wajib pajak itu diwajibkan untuk melakukan pelaporan realisasi insentif. Jadi kalau omzetnya itu memang dibawah 4,8 miliar itu ada dari kantor pajak  mewajibkan WP untuk melaporkan omzetnya. Mereka wajib lapor realisasi insentifnya tapi mereka  gak wajib bayar dan sekarang itu dipermudah lagi bagi wajib pajak orang pribadi yang omzetnya dibawah Rp.500.000.000,00 itu tidak perlu melakukan pelaporan apa-apa tapi cukup catat saja di pembukuan pencatatannya, bahwa di bulan segini omzet saya sekitar sekian-sekian dan nanti itu yang dilaporkan di SPT tahunan.”
	MF-16
	Bersifat dinamis dan WP semakin dipermudah
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“apakah penetapan peraturan tersebut sudah adil bagi wajib pajak pelaku bisnis online shop ?”
	
	
	

	MF
	:
	“saya rasa cukup adil yah, karena kita dari kantor pajak juga ingin melindungi UMKM-UMKM yang baru merintis yang omzetnya itu belum terlalu banyak. jadi kami tetapkan jadi UMKM yang tadi omzetnya dibawah Rp.500.000.000,00 itu tidak dikenakan pembayaran pajak.”
	MF-17
	adil
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“menurut bapak, apakah pengenaan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari pendapatan bruto setahun itu sudah cukup adil ?”
	
	
	

	MF
	:
	“iya”
	MF-18
	adil
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“menurut bapak atas dasar apa pelaku bisnis online shop harus membayar pajak penghasilan yang di tetapkan oleh pemerintah ?”
	
	
	

	MF
	:
	“dasar hukumnnya? Atau atas dasar apa yah?. Kalau atas dasar apa itu di sistem perpajakan Indonesia itu kan menganut self assessment jadi masyarakat Indonesia sendiri diwajibkan untuk mendaftarkan diri, mendaftar, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Mendaftar itu maksudnya mendaftarkan NPWP, kemudian menghitung itu maksudnya menghitung total penghasilannya termasuk pajaknya, kemudian ada memperhitungkan, memperhitungkan itu maksudnya memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, kemudian membayar menyetor pajaknya, kemudian terakhir ada melaporkan. melaporkan pajaknya ini di SPT masa maupun SPT tahunan. Nah jadi kewajiban itu yang harus dilakukan oleh wajib pajak”
	MF-19
	Self assessment sebagai bentuk kewajiban wajib pajak







	Pemahaman perpajakan

	RA
	:
	“menurut Bapak sendiri apa saja hambatan dari pihak pemerintah maupun KPP dalam hal pemungutan pajak penghasilan terhadap pelaku bisnis online shop/UMKM ?”
	
	
	

	MF
	:
	“hambatan yah?. Untuk hambatan yang kantor pajak alami atau pemerintah alami itu biasanya dari karakter wajib pajaknya itu yang biasanya cenderung menolak untuk berkontribusi dalam perpajakan. Jadi kita sudah kasih tau cara pembayaran dan melaporkan pajaknya, mereka selalu saja ada alasan untuk menolak melakukan kewajiban itu. Strategi dari kami sih pelan-pelan mendekati wajib pajak tersebut dan memberikan asistensi supaya mereka itu bisa tau cara bayar dan melaporkan pajak gitu.”
	MF-20
	Hambatan KPP- karakter wajib pajak dan selalu ada alasan untuk menolak
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“apakah pernah terjadi keluhan dari pelaku bisnis online shop terkait dengan pengenaan pajak penghasilan yang dikenakan ?”
	
	
	

	MF
	:
	“untuk keluhan ada. Cuma mereka ngeluhnya kenapa peraturan perpajakan yang baru-baru ini yang mempermudah wajib pajak UMKM ini tidak disampaikan secara meluas kepada wajib pajak. kalau secara aturannya sendiri itu sudah memuaskan bagi mereka. Justru lebih meringankan kepada mereka dan juga meringankan ke kami Kantor Pajak, Cuma mereka mengeluhkannya itu informasinya itu kurang tersampaikan kepada wajib pajak. kalau wajib pajak mau lebih aktif sedikit itu mereka bisa lebih mereka bisa pantau media sosial kantor pajak ataupun kantor pemerintahan lainnya untuk informasi yang lebih update. Karena kan kita juga gak bisa menjangkau langsung yah kepada wajib pajak. Samarinda ini luas, Indonesia ini luas kami gak bisa menjangkau kontak satu persatu wajib pajak itu. Jadi kami biasanya memanfaatkan media sosial maupun media lainnya untuk menyampaikan informasi perpajakan”
	MF-21
	Informasi tidak disampaikan secara meluas, untuk aturan tidak mempermasalahkan
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan Bapak terhadap peraturan perpajakan yang dibuat pemerintah terkait pajak UMKM atau pelaku bisnis online shop yang berlaku saat ini ?”
	
	
	

	MF
	:
	“untuk peraturan sekarang ini, cenderung lebih memudahkan yah bagi wajib pajak dan juga dari sisi pemerintah. Karena untuk wajib pajak UMKM orang pribadi mereka dibebaskan dari pengenaan pajak UMKM dan dari sisi kantor pajaknya juga tidak  perlu melakukan pengawasan atas pajak UMKM yang Rp. 500.000.000,00 ini. Maaf, tetap diawasin cuma untuk pembayaran pajaknya itu ditiadakan tapi tetap melaporkan SPT tahunannya.”
	MF-22
	Memudahkan dari sisi wajib pajak dan pemerintah
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“bagaimana dampak insentif yang diberikan oleh pemerintah tersebut dan UMKM terhadap pemungutan pajak ?”
	
	
	

	MF
	:
	“dampak insentifnya yah? Untuk dampak insentif itu kan peraturan perpajakan ini insentifnya tadi itu updatenya per tahun 2021 sama 2022. Nah justru malah dengan adanya peraturan ini malah akan menambah penerimaan negara. Terbukti ditahun 2021 dan 2022 itu target penerimaan perpajakan di Indonesia itu lebih dari 100% dan yang terakhir itu tahun 2008 kalau gak salah kita mencapai tarif sampai dengan 100%. Jadi tahun 2008 kita 100%, 100% lagi itu kita di tahun 2021 dan 2022. Jadi untuk insentif perpajakan ini bukannya mengurangi penerimaan perpajakan, justru dengan adanya insentif justru wajib pajak itu lebih aktif dalam kontribusi dalam perpajakannya baik pembayaran sama pelaporan hasilnya itu bisa kita liat dari realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia tahun 2021 dan 2022 yang sudah lebih dari 100%.”
	MF-23
	Dampak insentif menambah pemenerimaan negara
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“bagaimana seharusnya perilaku yang bijak yang diberikan oleh pelaku bisnis online shop ketika harus memenuhi kewajiban pajak penghasilan atas usahanya ?”
	
	
	

	MF
	:
	“perilaku bijaknya yah, untuk kewajiban perpajakan mereka bisa lebih aktif yah dalam mencari informasi tentang pajak yang saat ini berlaku. Karena untuk peraturan perpajakan sendiri kan update terus yah tidak stuk setiap tahun terus, selalu ada update-updatenya. Terus  mereka juga bisa lebih aktif untuk konsultasi ke kantor pajak apabila ada kendala yang dialami. Baik dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya. Dan juga mereka lebih bersifat terbuka pada setiap informasi perpajakan yang ada, jangan menutup diri” 
	MF-24
	· Aktif mencari infromasi
· Konsultasi ke kantor pajak
· Terbuka dengan informasi
	Melaksanakan kewajiban pajak penghasilan

	RA
	:
	“terkait dengan upaya KPP sebagai regulator pajak dalam penuhian kewajiban pajak penghasilan pelaku bisnis online shop, apakah sebelumnya pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan pemberlakuan pajak penghasilan terhadap pelaku bisnis online shop ?”
	
	
	

	MF
	:
	“jadi sebenarnya untuk pihak regulator itu dari pihak DJP yah, kalau dari pihak KPP itu hanya sebagai pelaksananya saja. Jadi untuk sosialisasi peraturan yang terbaru itu setiap hari atau setiap hari itu kita stel video di kantor pajak itu dibagian pelayanan bahwa ada fasilitas perpajakan yang UMKM tadi itu sudah diatur di peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2022. Jadi untuk UMKM yang dibawah Rp. 500.000.000,00 itu dibebaskan dari pajaknya. Kemudian sosialisasi, setiap adanya kelas pajak atau ada kami kunjungan lapangan keluar itu kami selalu sosialisasikan baik ke UMKM atau ke bagian perusahaan itu bahwa ada peraturan terbaru yang tadi PP Nomor 55 tahun 2022 dan juga dikantor pajak itu ada agenda besar yaitu pemadadanik, pemadadanik sebagai NPWP itu di atur di PMK 112 jadi semua wajib pajak termasuk UMKM orang pribadi itu diwajibkan untuk melaporkan pemadadanik NPWP karena nanti tahun 2024 Nomor NPWP itu nanti sudah digantikan dengan NIK jadi kita menggunakan single indentity number jadi kita tidak wajib, tidak perlu membawa kartu banyak-banyak cukup KTPnya saja. Tapi disaat ini, perhari ini kita masih tahap transisi untuk melakukan pemadadanik indentitas sebagai NPWP.” 
	MF-25
	Sosialisasi perpajakan UMKM-stel video, kelas pajak, kunjungan lapang ke perusahaan dan UMKM
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“baik terakhir, apakah Bapak memiliki saran kepada pemerintah terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk bisnis online shop itu sendiri dalam memenuhi pajak penghasilannya ?”
	
	
	

	MF
	:
	“untuk saat ini saran yah, kepada pihak regulator itu mungkin bisa lebih mempermudah tata cara pembayaran sama pelaporan pajaknya karena bercermin dari wajib pajak yang sering kami hadapi itu wajib pajak itu sebenarnya patuh terharap perpajakan, Cuma mereka ada kendala di cara pembayaran sama pelaporan pajaknya. jadi saran untuk KPP sendiri itu mungkin kami bisa lebih mempermudah sistem pembayaran sama pelaporan pajaknya.”
	MF-26
	Mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“baik. Terima kasih mas atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata”
	
	
	

	MF
	:
	“iya mba gak papa. Sama-sama”
	
	
	



C. Transkrip Wawancara Konsultan Pajak
	Kode Informan
	:
	SU

	Informan
	:
	Suherman, SE.M.Ak.BKP/SU

	Usia
	:
	43 tahun

	Jenis Kelamin
	:
	Laki-laki

	Tingkat Pendidikan
	:
	S2 Pajak

	Jabatan
	:
	Konsultan Pajak dan Manajer pajak PT MAH

	Masa Kerja
	:
	3 tahun dan 15 tahun

	Pewawancara
	:
	Rizka Amalia Hidayat

	Tipe wawancara
	:
	Semi Terstruktur

	Hari, tanggal, waktu
	:
	Selasa, 20 Mei 2023, pukul : 13.00 WITA

	Lokasi
	:
	Kantor Konsultan Pajak Suherman, SE. M.Ak. BKP

	Pertanyaan penelitian
	:
	RQ3



	Inisial
	Transkrip
	Ref
	Hasil Coding
	Kategori

	RA
	:
	“Selamat siang, sebelumnya perkenalkan kembali saya Rizka Amalia Hidayat mahasiswa Akuntansi angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Sebelumnya izin bertanya dengan Bapak siapa ?”
	
	
	

	SU
	:
	“iya, saya Suherman, SE., M.Ak., BKP konsultan pajak terdaftar”
	
	
	

	RA
	:
	“apakah sebelumnya Bapak pernah memiliki klien seorang pelaku bisnis online shop ?”
	
	
	

	SU
	:
	“iya pernah. Ada beberapa”
	
	
	

	RA
	:
	“apa ada perbedaan pemajakan pada pengusaha online dengan pengusaha konvensional ?”
	
	
	

	SU
	:
	“ada perbedaan sedikit saja. Terutama PPN yah PPN PMSE dan kalau yang lain itu sama UMKM”
	SU-1
	Terdapat perbedaan pada PPN
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“kira-kira berapa jumlah klien yang pernah menggunakan jasa Bapak sebagai konsultan pajak ?”
	
	
	

	SU
	:
	“ada 3 klien pelaku bisnis online shop. Masih tetap”
	
	
	

	RA
	:
	“bagaimana pendapat Bapak mengenai pajak penghasilan atas aktivitas perdagangan online ?”
	
	
	

	SU
	:
	“rata-rata yah mereka ini datang ke saya mereka masih awam, masih awam tentang masalah pajak online shop, apa sih kewajibannya yak an, subjek objek pajaknya ini kan mereka masih sangat awam. Kemudian mereka datang dan saya jelaskan, apa saja sih pajaknya yang untuk online shop. Online shop itu kan biasanya UMKM, pake tarif UMKM, Final kan. Tergantung si online shopnya tersebut apabila dia sudah besar yak an, berbentuk apa dia berbentuk wajib pajak orang pribadi atau yang CV atau Badan. Kalau apabila sudah 4,8 miliar dia harus PPN. Tapi apabila mereka bertransaksi dengan seperti marketplace mereka itu di pajaki PPN terbaru UU Harmonisasi.”
	SU-2
	Wajib pajak masih awam (belum paham)
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“menurut Bapak apakah wajib pajak pelaku bisnis online shop ini sudah memiliki pemahaman yang baik terkait dengan perpajakan ?”
	
	
	

	SU
	:
	“masih 90% mereka masih belum paham masalah pajak. untuk itu mereka konsultasi ke Kami, kesaya ya lah. Apasih pajak yang harus saya bayar, kami lapor setiap bulannya dan setiap tahunnya itu”
	SU-3
	90% belum paham
	Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan pemahaman perpajakan pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan ?”
	
	
	

	SU
	:
	“jadi bisnis kebetulan, tugas kami sebagai konsultan sebagai penengah sih. Sebetulnya kewajibannya itu adalah dari pihak DJP, melakukan seringlah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak seperti itu. Nah kami sebagai konsultan pajak, apabila si WP klien kami datang kami menginformasikan ini loh bisnis kalian online ini seperti ini, pajaknya apa yang harus dibayar, dilapor, terus peraturan perpajakan online shop itu seperti apa, mereka jadinya tau dan aware seperti itu”
	SU-4
	DJP melakukan sosialisasi
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“bagaimana tanggapan Bapak terkait kebijakan pemerintah terhadap pengenaan pajak penghasilan UMKM kepada pelaku bisnis online shop ?”
	
	
	

	SU
	:
	“UMKM sebenarnya penyederhanaan dan lebih mudah dan simple di tahun 2018 yang PP 23 2018, sekarang berubah lagi dari 1% jadi 0,5% tarif Final. Setiap sales penjualan ada itu kita lapor Final. Biarpun itu biaya berapa tetap. Nah ada satu yang saya sayangkan itu PPN nya PMSE itu keluar, sebetulnya dengan yang sudah bagus lah UMKM contoh online shop itu berkembang pesat gitu yah, terutama di zaman covid itu meledak gitu yah. Tapi pemerintah menerapkan PPN untuk menarik dana dari pelaku pelaku online. Itu sebetulnya yang saya sesalkan. Harusnya kenapa sih ada PPN harusnya lebih tarifnya gak usah lah PPN kan udah cukup tarif yang Final itu UMKM itu sudah cukup sebetulnya. Sangat disayangkan seperti itu. Tapi saya liat, saya baca terus saya liat di orang DJP mereka bilang, mereka melihat bukan dari sisi WP nya UMKM online ini, tapi untuk sebagai perantaranya, contoh marketplace. Itu kan mereka kan besar pak, kalau kita pajakin kita rugi lah pak. Apalagi rata-rata 95% itu pihak luar yang punya. Facebook, goggle. Itukan besar pak tarifnya, kalau kita pajakin itu kita bisa mengalami kerugian yang sangat besar penerimaan negara hilang”
	SU-5
	· UMKM simple di tahun 2018
· Adanya PPN PMSE
	· Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop
· Pemahaman pajak penghasilan UMKM

	RA
	:
	“menurut Bapak berapa potensi pajak yang dapat digali pemerintah atas penghasilan perdagangan online ?”
	
	
	

	
	:
	“seperti yang saya bilang itu sangat besar, apalagi zaman covid itu kan sangat besar sekali. Online shop itu rata-rata 95% kita online. Pesanan online. Benar kan. Baik makanan, ritel, segala macam online itu sangat besar, lumayan lah itu menambah devisa penerimaan dari sector pajak”
	SU-6
	Potensi pajak online shop sangat besar
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“Menurut Bapak langkah yang harus dilakukan oleh DJP untuk menggali potensi tersebut ?”
	
	
	

	SU
	:
	“menggalinya mereka itu harus sebetulnya kaya sekarang ini harus door to door setiap ada pelaku usaha di setiap sisi, contohlah Samarinda Kota, mereka door to door ke pelaku-pelaku usaha yang ada potensi yang belum mendaftarkan atau memiliki NPWP sehingga mereka menggali dan memberikan sosialisasi, inilah bisnisnya WP tersebut seperti ini apa yang harus dibayarkan, itu sudah mulai saya lihat diluar Samarinda, tapi Samarinda belum. Diluar Samarinda seperti pulau Jawa, Sumatra, itu sudah mulai menyisir untuk potensi-potensi pajak yang belum tergali lah, seperti itu.”
	SU-7
	Sosialisasi dengan door to door
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“menurut Bapak apakah terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkait dengan penerapan pajak penghasilan atas aktivitas perdagangan online yang dilakukan oleh pelaku bisnis online shop ?” 
	
	
	

	SU
	:
	“kalau kendala yah saat ini gak ada kendala yah. Karena kan sudah ada brand smart lah, kantor pajak itu setiap daerah ada brand smart, inilah lokasi ini ada potensi online shop atau ritel yang lain. seperti itu. Mereka ada brand smart, mereka tinggal mempraktekkan aja gimana mensosialisasikan, menarik NPWP berpotensi, seperti itu.”
	SU-8
	Tidak ada kendala
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“menurut Bapak bagaimana cara pemerintah itu untuk mengatasi kendala tersebut ?”
	
	
	

	SU
	:
	“kendala tersebut seperti, kurangnya petugas pajak, sangat minim. Untuk itulah kita sebagai konsultan pajak membantu pemerintah sebagai fasilitator untuk jadi jembatan antara pihak pemerintah dengan WP ya kan. Kita juga mensosialisasikan apabila ada bertemu, ngobrol, iniloh potensi pajak yang harus kalian bayarkan kalau pemerintah seperti ini.”
	SU-9
	Sebagai fasilitator
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“apakah bapak memiliki saran untuk perpajakan di Indonesia terkait dengan pajak penghasilan bagi pelaku bisnis online shop atas perdagangannya ?”
	
	
	

	SU
	:
	“kalau saran saya sih ada beberapa yah. Contohnya itu mempermudah. Setiap kantor pajak itu mau lah memberikan diskusi atau sosialisasi, setiap peraturan yang baru itu merka tolonglah mensosialisasikan ke masing-masing UMKM baik yang ritel, online shop seperti itu. Sehingga yah pelaku usaha itu mereka jadi paham, apa sih kewajibannya yang harus dibayar, dilapor setiap bulan.  Yang harus dibayar dan lapor tahunannya seperti apa. Sehingga setiap ada peraturan mereka tetap tolonglah sosialisasi. Yang kedua juga pihak masyarakat sebagai pelaku online shop sadar diri juga, bahwa itu kan istilahnya apabila kita ada penghasilan diatas Rp. 500.000.000,00 bayarlah pajak UMKM sebesar 0,5% dan mendaftakan. Apabila belum mendaftarkan menjadi wajib pajak, daftarlah ke kantor pajak terdekat sesuai KTP dan domisilinya.”
	SU-10
	Kepada pemerintah-mempermudah dan melakukan sosialisasi kepada WP
Kepada WP-sadar diri terkait kewajiban pajak
	Pandangan informan terkait peraturan perpajakan UMKM/online shop

	RA
	:
	“baik pak. Terimakasih atas waktunya. Apabila saya memerlukan data tambahan apakah saya boleh kembali menghubungi Bapak ? jika saya kekurangan data.”
	
	
	

	SU
	:
	“siap. Siap. Boleh. Sama-sama mba”
	
	
	




Lampiran 3. Hasil Konfirmasi Informan
Hasil konfirmasi dilakukan oleh peneliti kepada informan pelaku bisnis online shop terkait dengan hasil wawancara  dari KPP Pratama Samarinda Ulu. Selain itu, peneliti juga melakukan konfirmasi kepada KPP Pratama Samarinda Ulu terkait hasil wawancara pelaku bisnis online shop.
1. Konfirmasi Narasumber NA (NA)





















2. Konfirmasi kepada Narasumber IN (IN)



3. Konfirmasi kepada Narasumber ZA (ZA)











4. Konfirmasi kepada Narasumber LI (LI)

5. Konfirmasi pihak KPP Pratama Samarinda Ulu
	Pernyataan Hasil Penelitian
	Hasil Konfirmasi

	Berdasarkan hasil penelitian dari informan bahwa pelaku bisnis online shop masih belum mengetahui bahwa pajak atas usahanya juga dapat dikenakan pajak penghasilan apabila sudah melebihi dari ketentuan Rp. 500.000.000 pertahun sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman perpajakan masih sepenuhnya belum sampai kepada pelaku usaha. Bagaimana konfirmasi maupun tanggapan saudara terkait dengan hal tersebut ?
	Penerapan tarif PPh Final UMKM dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP Nomor 46 Tahun 2013 mengatur bahwa wajib pajak UMKM dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar, dapat memilih untuk menggunakan tarif PPh Final 1% dari peredaran bruto.

Di tahun 2018, ditetapkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pada PP 23 2018, ditetapkan penurunan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5% dan berlaku sejak 1 Juli 2018.

Terakhir, ditetapkan PP No 55 Tahun 2022 yaitu untuk memberikan fasilitas wajib pajak UMKM orang pribadi dengan peredaran bruto dibawah 500 juta, tidak dikenakan PPh Final UMKM 0,5% yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2023.

Saat ini wajib pajak kurang mengetahui adanya fasilitas PPh UMKM orang pribadi karena masih terbiasa dengan tarif yang lama.

Untuk menyosialisasikan peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak aktif dalam beberapa kegiatan atau publikasi. Diantaranya publikasi melalui media sosial, Whatsapp blast, kelas pajak, dan Business Development Services

	Bagaimana dampak yang dirasakan oleh KPP apabila masih banyak dari pelaku bisnis online shop yang belum memiliki pemahaman perpajakan mengenai pajak penghasilan untuk usaha online nya?
	Dampaknya jadi tingkat penerimaan pajak dari PPh UMKM masih belum optimal dan banyaknya wajib pajak yang menghubungi KPP untuk mendapatkan informasi terkait peraturan perpajakan terbaru

	Berdasarkan pada pernyataan anda sebelumnya dalam wawancara dan pada kuesioner bahwa wajib pajak tetap melaporkan pajaknya meskipun mendapatkan insentif dari pemerintah yaitu dibebaskan dari pajak jika penghasilan 0,5%. Namun setelah ditelisik kepada wajib pajak, sebenarnya banyak yang mengkritik bahwa apabila penghasilan tidak stabil  atau bahkan tidak mencapai rp. 500 jt pertahun meskipun telah memiliki npwp. Tetap diwajibkan untuk melaporkan spt tahunannya. Bagaimana bentuk tanggapan/konfirmasi saudara terkait hal tersebut ?
	Pelaporan SPT Tahunan itu menjadi bentuk self assessment wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. di SPT Tahunan juga utk melaporkan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak aktif. apabila penghasilan dibawah PTKP atau dibawah nilai peredaran tertentu, maka tidak dikenakan PPh

	Wajip pajak pribadi dengan omzet tidak lebih dari Rp. 500 juta wajib memenuhi kewajiban pajak dengan tetap melaporkan pajaknya
	Benar. selama status NPWPnya aktif.
1. penyetoran PPh (jika memang ada PPh yang belum dipotong/dilunasi)
2. pelaporan SPT Tahunan PPh

	Pihak konsultan pajak juga menyatakan bahwa sulit bagi wajib pajak untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai peraturan perpajakan online shop. Bagaimana bentuk konfirmasi saudara ?
	Untuk masyarakat awam, bisa akses akun instagram (@ditjenpajakri), twitter (@DitjenPajakRI), fb, tiktok untuk info-info update dan mudah dipahami.
Kalau untuk ke teknis aturan, bisa diunduh di pajak.go.id
https://www.pajak.go.id/id/peraturan
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Assalamualaikum dan selamat malam. mohon maaf
menganggu waktunya. saya rizka, selaku peneliti
yang sebelumnya meminta bantuan saudara untuk
menjadi informan dalam penelitian skripsi saya.
maksud dan tujuan saya menghubungi mba karena
saya ingin melakukan konfirmasi terkait dengan
wawancara dari pihak KPP kepada saudara. untuk itu
'saya meminta bantuan kepada saudara sekali lagi
untuk dapat merespon pesan yang saya sampaikan.

terimakasih ‘ 1851 W/

Kemarin

Assalamualaikum de. Mohon bantuannya sekali lagi

yah apabila senggang l Rzt

waalaikumsallamka g, ﬁ%

sebelumnya, pada pernyataan saudara bahwa
saudara belum memiliki NPWP dan belum memiliki
pemahaman NPWP. untuk itu, melalui pesan ini saya
izin menyampaikan bahwa pihak dari KPP Pratama
Samarinda memberikan konfirmasi dalam
pernyataannya “Caranya itu bisa daftar secara online
melalui situs direk pajak.co.id jadi bagi wajib pajak

= yang belum memiliki NPWP bisa segera
mendaftarkan NPWP selama dia memenuhi 2 syarat.
Pertama syarat subjektifnya itu dia sudah dewasa,
udah 18 tahun keatas atau sudah menikah, yang
kedua syarat objektifnya itu adalah dia sudah
memiliki penghasilan yang memang sudah
diwajibkan untuk mendapatkan NPWP"

untuk itu, bagaimana tanggapan saudara terkait hal
tersebut ? 09.02

[ §
nnti bisa dcoba buat bikin NPWP di situs tersebut
1116

selanjutnya, sebelumnya dalam pernyataan saudara
belum pernah mengikuti sosialisasi terkait
perpajakan UMKM maupun untuk bisnis online shop
yang dilakukan oleh pihak KPP. untuk itu, pihak KPP
memberikan konfirmasi berupa pernyataan bahwa
pihak KP"Jadi untuk sosialisasi peraturan yang
terbaru itu setiap hari atau setiap hari itu kita stel
video di kantor pajak itu dibagian pelayanan bahwa
ada fasilitas perpajakan yang UMKM. Kemudian
sosialisasi, setiap adanya kelas pajak atau ada kami
kunjungan lapangan keluar itu kami selalu
sosialisasikan baik ke UMKM atau ke bagian
perusahaan”

selain itu, pihak pajak juga menyampaikan “kalau
wajib pajak mau lebih aktif sedikit itu mereka bisa
lebih mereka bisa pantau media sosial kantor pajak
ataupun kantor pemerintahan lainnya untuk informasi
yang lebih update. Karena kan kita juga gak bisa
menjangkau langsung yah kepada wajib pajak.
Samarinda ini luas, Indonesia ini luas kami gak bisa
menjangkau kontak satu persatu wajib pajak itu. Jadi
kami biasanya memanfaatkan media sosial maupun
media lainnya untuk menyampaikan informasi
perpajakan”

untuk itu, bagaimana tanggapan mba terkait
pernyataan tersebut ? 135w
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6.selain membayar pajak pelaku bisnis juga
diharapkan untuk melaporkan pajaknya. pihak KPP
memberi konfirmasi bahwa berdasarkan dengan
peraturan perpajakan UMKM terbaru saat ini, yaitu
“sekarang tu dipermudah lagi bagi waiib pajak orang
pribadi yang omsetnya dibawah Rp.500.000.000,00

itu tidak perlu melakukan pelaporan apa-apa tapi
cukup catat saja di pembukuan pencatatannya,
bahwa di bulan segini omset saya sekitar
sekian-sekian dan nanti itu yang dilaporkan di SPT
tahunan” sehingga berdasarkan pada pernyataan
tersebut, bagaimana tanggapan saudara? 1o 59

maksudnya meloporkan hasil pendapatan gtu? 5 g

Klo dari pemerintah yang membebaskan bisa
mengikutl program pemerintah aja 2025 §
pihak KPP juga mengkonfirmasi bahwa sebenarnya
wajib pajak dapat patuh dengan perpajakannya,
hanya saja terkendala bahwa waib pajak tidak
mengetahui adanya kewajiban pembayaran pajak
atas usaha yang dijalankan. apakah mba setuju atau
. tidak setuju? bagaimana tanggapannya? 505,
r 5
setuju aja kama tu ketidak tahuan adanya kewaijiban s
pembayaran pajak atas usaha yang dijalankan 20 5o
apabila anda melaporkan atau tidak melaporkan
pajak yang dibebankan. faktor apa yang menjadi
penyebab mba melaporkan atau tidak melaporkan 7
2059 W

w
faktor melaporkan kara itu kawajiban

baik makasih yah de. maaf menganggu waktunya
2101 W




image80.jpeg
1335 aama - T RE: )

<4f.. sipa (Dekel)

Iya. Sepertitu 1o 5,/

6.selain membayar pajak pelaku bisnis juga
diharapkan untuk melaporkan pajaknya. pihak KPP
memberi konfirmasi bahwa berdasarkan dengan
peraturan perpajakan UMKM terbaru saat ini, yaitu
“sekarang tu dipermudah lagi bagi waiib pajak orang
pribadi yang omsetnya dibawah Rp.500.000.000,00

itu tidak perlu melakukan pelaporan apa-apa tapi
cukup catat saja di pembukuan pencatatannya,
bahwa di bulan segini omset saya sekitar
sekian-sekian dan nanti itu yang dilaporkan di SPT
tahunan” sehingga berdasarkan pada pernyataan
tersebut, bagaimana tanggapan saudara? 1o 59

maksudnya meloporkan hasil pendapatan gtu? 5 g

Klo dari pemerintah yang membebaskan bisa
mengikutl program pemerintah aja 2025 §
pihak KPP juga mengkonfirmasi bahwa sebenarnya
wajib pajak dapat patuh dengan perpajakannya,
hanya saja terkendala bahwa waib pajak tidak
mengetahui adanya kewajiban pembayaran pajak
atas usaha yang dijalankan. apakah mba setuju atau
. tidak setuju? bagaimana tanggapannya? 505,
r 5
setuju aja kama tu ketidak tahuan adanya kewaijiban s
pembayaran pajak atas usaha yang dijalankan 20 5o
apabila anda melaporkan atau tidak melaporkan
pajak yang dibebankan. faktor apa yang menjadi
penyebab mba melaporkan atau tidak melaporkan 7
2059 W

w
faktor melaporkan kara itu kawajiban

baik makasih yah de. maaf menganggu waktunya
2101 W




image11.jpeg
[EET W

Sipa (Dekel)

oiyaa jdi bisa diihat darl media sosial yaa 1 g
Iyamba seperti itu J, |, .0,
selanjutnya berdasarkan pada pernyataan saudara
sebelumnya tidak mengetahui terkait peraturan pajak
penghasilan untuk online shop serta berapa tarif
yang berlaku sekarang. untuk itu Pihak KPP
memberikan pernyataan bahwa berdasarkan UU No.
7, pemerintah memberikan insentif bagi UMKM orang
pribadi, bagi wajib pajak yang omsatnya dibawah Rp.
500,000,000 it tidak ada kewajiban pajak tidak
dikenakan pajak, api diantara Rp. 500.000.000
sampai dengan Rp.4:8 Milar tu tetap dikenakan
palak 0,5% itukan kecil jad tidak terlalu
memberatkan” bagaimana tanggapan mba ?
———

Anda
selanjutnya berdasarkan pada pernyataan saudara iy
sebelumnya tidak mengetahui terkait peraturan

pajak penghasilan untuk online shop serta berapa

berarti sama aja untuk dbwh penghasilan
500,000,000 itu tidak waiib bayar pajak? 1057

s i

R ik 1, Sepertite 107

6.elain membayar pajak pelaku bisnis juga
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peraturan perpajakan UMKM terbaru saat in, yaitu
ekarang itu dipermudah lagi bagi wajib pajak orang
pribadi yang omsetnya dibawah Rp.500.000.000,00
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cukup catat saja di pembukuan pencatatannya,
bahwa di bulan segini omset saya sekitar
sekian-sekian dan nanti itu yang dilaporkan di SPT
tahunan- sehingga berdasarkan pada peryataan
_ tersebut, bagaimana tanggapan saudara? 1.5/
7 LR ol
‘maksudnya meloporkan hasil pendapatan gtu? o,

 Klo dari pemerintah yang membebaskan bisa
. mengikuti program pemerintah aja 2028
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sebelumnya, pada peryataan saudara bahwa,
Saudara belum memiliki NPWP dan belum memiliki
pemahaman NPW. untuk itu, melalui pesan ini saya
izin menyampaikan bahwa pihak dari KPP Pratama

Samarinda memberikan konfirmasi dalam
pernyataannya “Caranya itu bisa daftar secara online
melalui situs direk pajak.co.id jadi bagi wajib pajak
yang belum memiliki NPWP bisa segera
mendaftarkan NPWP selama dia memenuhi 2 syarat.
Pertama syarat subjektifnya itu dia sudah dewasa,
udah 18 tahun keatas atau sudah menikah, yang
kedua syarat objektifnya itu adalah dia sudah
memiliki penghasilan yang memang sudah
diwalibkan untuk mendapatkan NPWP"

untuk itu, bagaimana tanggapan saudara terkait hal
tersebut 7

menurut saya sangat prakiis, karna sudah bisa daftar
‘secara oniine joi ia tidak perly keluar rumahdan |
upuR belum i NPWP tetap bisa >
mendafiar. sangat mempermudah masyarakat 1013
r

baik mba terimakasih tanggapannya.

selanjutnya, sebelumnya dalam pernyataan saudara
belum pernah mengikuti sosialisasi terkait
perpajakan UMKM maupun untuk bisnis online shop
Yang dilakukan oleh pihak KPP untuk itu, pihak KPP
memberikan konfirmasi berupa pernyataan bahwa

Sosialisasikan baik ke UMKM atau ke bagian
perusahaan

selain itu, pihak pajak juga menyampaikan “kalau
wajib pajak mau lebih akif sedikit tu mercka bisa
lebih mereka bisa pantau media sosial kantor pajak
ataupun kantor pemerintahan lainnya untuk informasi
yang lebih update. Karena kan kita juga gak bisa
fmenjangkau langsung yah kepada wallb pajak.
Samarinda inf luas, Indonesia ini luas kami gak bisa
menjangkau kontak satu persatu waib pajak itu. Jadi
kami biasanya memanfaatkan media sosial maupun
media lainnya untuk menyampaikan informasi
perpajakan”

untuk itu, bagaimana tanggapan mba terkait
pernyataan tersebit 7 19142
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Assalamualaikum dan selamat malam. mohon maaf
menganggu waktunya. saya rizka, selaku peneliti
yang sebelumnya meminta bantuan saudara untuk
menjadi informan dalam penelitian skripsi saya.
maksud dan tujuan saya menghubungi mba karena
saya ingin melakukan konfirmasi terkait dengan
wawancara dari pihak KPP kepada saudara. untuk itu
saya meminta bantuan kepada saudara sekali lagi
untuk dapat merespon pesan yang saya sampaikan.

terimakasih J, 18.47

sebelumnya dalam pernyataan saudara belum o
mengikut sosialisasi terkalt perpajakan UMK
maupun untuk bisnis online shop yang dilakukan oleh
pihak KPP, untuk itu, pihak KPP memberikan
konfirmasi berupa pernyataan bahwa pihak KPJadi
untuk sosialisasi peraturan yang terbaru itu setiap
hari atau setiap hari itu kita stel video di kantor pajak.
itu dibagian pelayanan bahwa ada fasilitas
perpajakan yang UMKM. Kemudian sosialisasi, setiap
adanya kelas pajak atau ada kami kunjungan
lapangan keluar itu kami selalu sosialisasikan baik ke
UMKM atau ke bagian perusahaan”

selain itu, pihak pajak juga menyampaikan “kalau
waiib pajak mau lebih aklif sedikit itu mereka bisa
lebih mereka bisa pantau media sosial kantor pajak
ataupun kantor pemerintahan lainnya untuk .. Baca
selengkapnya 1933w

B baik mba 505
- f; 2

sebelumnya dalam pemyataan saudara belum
pernah mengikuti sosialisasi terkait perpajakan
UMKM maupun untuk bisnis online shop yang dila.

Waitt baca 15,

Kalo menurut saya setuu saja, sosialisasi seperti tu
bagus agar masyarakat lebih sadar dan aktif untuk

membayar pajak. Di era zaman sekarang sosial media

mungkin mempunyai efek yang signifikan untuk

menjangkau ataupun sekedar mengsosialisasi

tentang pentingnya wajib pajak 1207 |
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selanjutnya berdasarkan pada pernyataan saudara
sebelumnya tidak mengetahui terkait peraturan pajak
penghasilan untuk online shop serta berapa tarif

yang berlaku sekarang. untuk itu Pihak KPP
memberikan pernyataan bahwa berdasarkan UU No.

7, pemerintah memberikan insentif bagi UMKM orang
pribadi, bagi wajib pajak yang omsetnya dibawah Rp.
500.000.000 tu tidak ada kewajiban pajak tidak
dikenakan pajak, tapi diantara Rp. 500.000.000
sampai dengan Rp.4,8 Milar itu tetap dikenakan

pajak 0,5% itukan kecil, jadi tidak terlalu
memberatkar” bagaimana tanggapan mba ? 1 4 ./
e

Anda
selanjutnya berdasarkan pada pernyataan saudara
sebelumnya tidak mengetahui terkait peraturan

pajak penghasilan untuk online shop serta berapa

Setuju, 0.5 persen menurut saya adalah angka yang
Kecil untuk wajib pajak dengan omset diatas 500 t ke
atas pertahun 4210

+ —— i
selain membayar pajak pelaku bisnis juga diharapkan
untuk melaporkan pajaknya. pihak KPP memberi
Konfirmasi bahwa berdasarkan dengan peraturan
perpajakan UMKM terbaru saat in, yaitu “sekarang itu

| dipermudah lagi bagi wajib pajak orang pribadi yang
omsetnya dibawah Rp.500.000,000,00 it tidak perlu
melakukan pelaporan apa-apa tapi cukup catat saja
di pembukuan pencatatannya, bahwa di bulan segini
omset saya sekitar sekian-sekian dan nantiitu yang
dilaporkan di SPT tahunan- sehingga berdasarkan
pada pernyataan tersebut, bagaimana tanggapan
saudara? Apakah akan setuju untuk akan melaporkan
pajak? Bgaimana tanggapannya? )
= -
Menurut saya, Mungkin untuk pelaku bisnis yang
mencatat pembukuan bisa untuk melaporkan, tp
untuk pelaku bisnis yang omsetnya naik turun dan
tidak mencatat pengeluaran pendapatan dan

# pemasukan mungkin akan sullt untuk membuat

pembukuan baru s
z s

Baik mba namun berdasarkan hasil penelitian saya

pada pernyataan KPP tersebut bahwa kewajiban

pajak penghasilan yang wajib dilaksanakan selain
memiliki NPWP dan membayar pajak. namun wajib.
pajak diwajibkan untuk melaporkan pajaknya.
meskipun waiib paijak dibebaskan dari pajak

sehingga tidak perlu membayar pajak. namun selain

membayar pajak kewajiban lain yang harus dilakukan

yaitu melaporkan. seperti itu mba. T
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Anda

Baik mba namun berdasarkan hasil penelitian saya
pada pernyataan KPP tersebut bahwa kewajiban
pajak penghasilan yang wajib dilaksanakan selain ..

Okee rizka 120

Ada pernyataan lain? 1,10 ;’_

Selain itu untuk sekedar informasi bahwa pajak
pelaku bisnis online shop untuk saat ini sama dengan
UMKM. Yaitu dikenakan PPh final. Dengan ketentuan
bagi WP pribadi dengan penghasilan kurng dari. 500jt
dibebaskan pajak atau tidak memiliki kewajiban

pajak. Apabila lebih dari 500jt maka dikenakan pajak
sebesar 0.5 % dikali dengan penghasilan bruto
pertahunnya. Oleh sebab itu bagi yg memiliki
penghasilan hendaknya memiliki NPWP oty

pihak KPP juga mengkonfirmasi bahwa sebenarnya
waijib pajak dapat patuh dengan perpajakannya,
hanya saja terkendala bahwa waijib pajak tidak
mengetahui adanya kewajiban pembayaran pajak
atas usaha yang dijalankan. apakah mba setuju atau
tidak setuju? bagaimana tanggapannya ? 1222w
_ o T
~ Setuju, beberapa UMKM memang masih “buta" terkait
pajak dan juga masih banyak yg tidak perduli dengan
kewajiban pajaknya. "ok

apabila anda melaporkan atau tidak melaporkan
pajak yang dibebankan. faktor apa yang menjadi
penyebab mba melaporkan atau tidak melaporkan ?

1227

Sebelumnya pada pernyataan bahwa mba sudah
memiliki NPWP namun karena merasa masih belum
stabil dalam bisnis yang dijalankan sehingga tidak
melaporkan pajak. Namun apabila merasa sudah
memenuhi syarat apakah akan memenuhi pajak
penghasilan atau melakukan penghindaran pajak?

29/

Mo
Anda

apabila anda melaporkan atau tidak melaporkan
pajak yang dibebankan. faktor apa yang menjadi
penyebab mba melaporkan atau tidak melaporkan ?

Faktor yg menjadi penyebab selain ketidak stabilan
penghasilan dan bisnis masih tergolong kecil. Saya
masih kurang paham terkait pembayaran pajak
. dsbnya. Dan juga bim pernah mengikuti atau melihat
edukasi/sosialisasi pajak. Sehingga masih minim
sekali informasi tsb 1231
- S——— T
Anda
Sebelumnya pada pernyataan bahwa mba sudah
memiliki NPWP namun karena merasa masih
belum stabil dalam bisnis yang dijalankan sehingg..

Mungkin saya akan mendaftarkan pajak, jika sesuai
syarat 12.32

= mare wm oo
Baik. Makasih mba atas tanggapannya JJ, 12000
Adalg? 553

i "1
" Mungkin untuk sekarang saya cukupkan dulu ‘
~ terimakasih sekali lagi ey
it &l o A .

® Ketik pesan
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Kalau penerapan seperti itu akan lebih baik mba
untuk UMKM. Terutama untuk saya yang penghasilan
masih tidak menentu. Jika hanya melaporkan pajak
saya tidak keberatan melakukannya. i

Baikmba 125

Benar mia, namun berdasarkan hasil penelftian saya
pada pernyataan KPP tersebut bahwa kevajiban
pajak penghasilan yang wajib dilaksanakan selain
‘memiliki NPWP dan membayar pajak. namun waijt
pajak diwajibian untuk melaporkan pajaknya
Teskipun wajib pajak dibebaskan dari pajak
Sehingga tidak perlu membayar pajak. namun selain
membayar pajak kewajiban lain yang harus dilakukan
Jaitt melaporkan. seperts fu mba. S

s

0o baik mba kalau seperti it informasinya. Sejaun

ini saya belum banyak mencar tau terkait pajak dri

usha yg saya jalankan hanya berfokus pada
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— —
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an e
Setuju, tapi masih perlu edukasi saja agar bisa T
mengetahui apa saja alurnya, sehingga menjadi wailb &
pajak yang patuh. o

= e 3
apabila anda melaporkan atau tidak melaporkan
pajak yang dibebankan. faktor apa yang menjadi
penyebab mba melaporkan atau tidak melaporkan ?

13.05
mr = omeoA

Karena kurangnya informasi yang saya dapatkan dn

176
e —

Baik mba terima kasih atas tanggapannya J,
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Baik mba, tapi untuk yang kunjungan dilapangan
untuk sosialisasi di UMKM saya sepertinya belum
ada, mungkin saja terlewati dan saya belum pernah
mendengar info tersebut. untuk selanjutnya mungkin
saya akan mengikuti sosialisasi tersebut. Sehingga,
kebijakan maupun solusi yang di terapkan oleh kantor
pajak sudah sangat bagus. Dengan adanya media
sosial kami lebih mudah untuk memahami atau
mengetahui info yang terbaru. Kedepannya saya lebih
banyak mencari informasi tersebut dan mengikuti
media social yang berkaitan dengan pajak umkm.

Menurut saya terkait hal tersebut sah2 saja di
terapkan peraturan tersebut. Sangat meringankan
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500,000,000 itu tidak ada kewajiban pajak tidak
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Assalamualaikum dan selamat malam. mohon maaf
menganggu waktunya. saya rizka, selaku peneliti
yang sebelumnya meminta bantuan saudara untuk
menjadi informan dalam penelitian skripsi saya.
maksud dan tujuan saya menghubungi mba karena
saya ingin melakukan konfirmasi terkait dengan
wawancara dari pihak KPP kepada saudara. untuk itu
saya meminta bantuan kepada saudara sekali lagi
untuk dapat merespon pesan yang saya sampaikan.

terimakasih JJ, 1851 W/

Walalaykumussalam, iya mba ada apa. 1q.0; Je,
03 L

2.sebelumnya, pada pernyataan saudara bahwa
saudara belum memiliki NPWP dan belum memiliki
pemahaman NPWP. untuk itu, melalui pesan ini saya
izin menyampaikan bahwa pihak dari KPP Pratama
‘Samarinda memberikan konfirmasi dalam
pernyataannya “Caranya itu bisa daftar secara online
melalui situs direk pajak.co.id jadi bagi wajib pajak
yang belum memiliki NPWP bisa segera
mendaftarkan NPWP selama dia memenuhi 2 syarat.
Pertama syarat subjektifnya itu dia sudah dewasa,
udah 18 tahun keatas atau sudah menikah, yang
kedua syarat objektifnya itu adalah dia sudah
memiliki penghasilan yang memang sudah
diwajibkan untuk mendapatkan NPWP"

untuk itu, bagaimana tanggapan saudara terkait hal

tersebut ? 19,03 W
= &7

Baik mba, menanggapi hal tersebut sima ini saya

hanya terfokus pada syarat kedua yang mana

memiliki penghasilan namun penghsiln dri asumsi

saya bahwa jika penghsilnnya sudah mencapai 500 jt

perthun. Sedangkan penghsiln yg saya dapatkan

masih sangat jauh dan tidak menentu dim

perbulannya. Terima kasih mba sebelumnya sudah

menyampaikan ini. 19.09

- terimakasih tanggapannya 1o,
—

Adalagimba? g4 "

selanjutnya, sebelumnya dalam pernyataan saudara
belum pernah mengikuti sosialisasi terkait
perpajakan UMKM maupun untuk bisnis online shop
yang dilakukan oleh pihak KPP. untuk itu, pihak KPP
memberikan konfirmasi berupa peryataan bahwa
pihak KP"Jadi untuk sosialisasi peraturan yang
terbaru itu setiap hari atau setiap hari itu kita stel
video di kantor pajak itu dibagian pelayanan bahwa
ada fasilitas perpajakan yang UMKM. Kemudian
sosialisasi, setiap adanya kelas pajak atau ada kami
kunjungan lapangan keluar itu kami selalu
sosialisasikan baik ke UMKM atau ke bagian
perusahaan”

selain itu, pihak pajak juga menyampaikan “kalau

~ wajib pajak mau lebih aktif sedikit itu mereka bisa
lebih mereka bisa pantau media sosial kantor pajak
ataupun kantor pemerintahan lainnya untuk informasi
yang lebih update. Karena kan kita juga gak bisa
menjangkau langsung yah kepada wajib pajak.
Samarinda ini luas, Indonesia ini luas kami gak bisa
menjangkau kontak satu persatu wajib pajak itu. Jadi
kami biasanya memanfaatkan media sosial maupun
media lainnya untuk menyampaikan informasi
perpajakan”

untuk itu, bagaimana tanggapan mba terkait
pernyataan tersebut ? 1901 W
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Di
‘Samarinda

‘Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Sarjana
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‘melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Tbu pimpin dengan judul :

Pemahaman Perpajakan Pelaku Bisnis Online Shop Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak
Penghasilan (Studi Kasus pada Pelaku Bisnis Online Shop kota Samarinda)

‘Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah

Nama : Rizka Amalia Hidayat

NIM £ 1901036116

TempatTanggal lahir  : Bulukumba / 12 Januari 2001

Jurusan : Akuntansi

Program Studi :S1 Akuntansi

Semester 8 (Delapan)

Alamat 11 Rukun gang sepakat 1t 24 Kelurahan Rapak.
Dalam, Kecamatan Loa Janan lir Samarinda

No. Telepon 082252855755

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

an Dekan
‘Wakil Dekan Bidang Akademik

NIP. 19700329 199903 2 001

Dot st et st g sk
Tew s o g st o .




image30.jpeg
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Alamat : Jalan Tanah Grogot No. 01 Gunung Kelua Samarinda Kode Pos 75119
Telepon : (0541) 738913.738915.79816 Fax : (0541) 738913-738916)
Laman : hitps:/feb.unmulac.id

Nomor : 1078 JUNI7.1/PL/2023 ‘Samarinda, 17 Mei 2023
Lampiran
Perihal : Penyusunan Skripsi Mahasiswa

Kepada Yth. : Pimpinan Kantor Konsultan Pajak Suherman, SE.M.Ak BKP

Samarinda

Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Sarjana
(S1) maka kami mohon kepada Bapak/Tbu kiranya berkenan menerima mahasiswa kami untuk
‘melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Tbu pimpin dengan judul

Pemahaman Perpajakan Pelaku Bisnis Online Shop Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak
Penghasilan (Studi Kasus pada Pelaku Bisnis Online Shop kota Samarinda)

‘Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah :

Nama Rizka Amalia Hidayat

NIM 1901036116

Tempat/Tanggal lahir : Bulukumba / 12 Januari 2001

Jurusan Akuntansi

Program Studi 51 Akuntansi

Semester 8 (Delapan)

Alamat J1 Rukun gang sepakat rt 24 Kelurahan Rapak
Dalam, Kecamatan Loa Janan Tlir Samarinda

No. Telepon 082252855755

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasi.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

F. Defung, MA., PhD

NIP. 19700329 199903 2 001

Dokumen i disatkan menggusakan s angan lkyonk
Telhtenverfkasi pada i feb mdac .




image31.jpeg
M

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Erisat Direktorat Janderal Pajak <riset@pajak go.d> Jum, 24 Feb 2023 pukul 1523
Balas ke:riset@pajak go.d
Kepada: amaliarizka7410@gmal com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
hogo VANWILDJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
g0
IALAN RUMUI RAHAYU NO. 1 RING ROAD, GUNUNG BAWAGIA, BALIKPAPAN 76114
TELEPON 08428860721, 0542-8860723; AKSIMILE 0842-8860722; SITUS v sk oo
LAYANAN INFORMAS! DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200,
EMAIL pengaduon @pajak.go d, formasi@palak go.d
Nomor Balikpapan, 24 Februari 2023
31/RISET/WP.14/2023 d
Sfat  :Biasa
Hal :Persetujuan izin Riset
ih Rizka Amalia Hidayat

1 Rukun Gang Sepakat Rt 24 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan lir Samarinda Seberang

Sehubungan dengan permohonan zinriset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 00885-2023 pada 18
Februari 2023, dengan informasi

N 1901036116
Kategori gy
Kategorl . Gelar-51

Jurusan - Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan . oersitas Mulawarman
Tinggi - Universitas Mul
Judul  : Pemahaman Perpajakan Pelaku Bsnis Online Shop Dalam Memenuhi Kewajban Pajak Penghasian

Riset  (studi Kasus Pa
tzinyang
{EnYen - Data, Kuisioner, Wawancara,
Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja i Lokasi Riset, dengan ini Saudar
diberikan (2in untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Samarinda Ulu, sepanjang data dan/atau nformasi
yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tdak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan
informasi publik yang dkecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
“Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubik

hal yang perlu Saudara perhatikan:

1) oy St et nacalh 24 b 2023 1423 Aot 2023

2)lzin Riset dapat diperpanjang paling banyak (tiga) kal, masing masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
AP e s e Ay o b vt

) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalu email ke iset 10k go 16,
5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil rset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset

elaku Bsnis Online Shop Di Kota Samarinda)

n dan Hubungan Masyarakat

Bud Hemowo
Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan se

[tog

halin dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang,




image32.jpg
FEE R -,

- T TTTTTIRRIRIRERRIA——e——h—,—————ee

Rizka Amalia Hidayat - 1901036116 Pemahaman perpajakan
pelaku bisnis online shop dalam memenuhi kewajiban pajak
penghasilan (studi kasus pada pelaku bisnis online shop di

_kota Samarlnda)

e

ORIG lNM"YHl
M1 7o 11% 119
SIMIL RITY INDEX INTERNET SOURCES ~ PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Submitted to Universitas Mulawarman 3ly
Student Paper 0
urnal. usb kp.ac. |d

. {nmrncl Source yp p 2%
repository.ub.ac.id

ImcFr)nm Sourcl;y 2%

. R. Ayu Ida Aryanl "STUDI KUALITATIF WAJIB ’I %
PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA
TERTENTU DALAM MELAKUKAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (Studi
Kasus Pada Pelaku Social Commerce)", Riset,
Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan),
2020

Publication

Submltted to Universitas Papua 1

Student Paper

H Submltted to Universitas Pakuan

Student Paper





image1.png





 


 


 


  


PEMAHAMAN PERPAJAKAN  PELAKU BISNIS 


ONLINE SHOP


 


DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN 


PAJAK PENGHASILAN


 


(STUDI KASUS PADA PELAKU BISNIS 


ONLINE 


SHOP


 


DI KOTA SAMARINDA)


 


 


SKRIPSI


 


Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi


 


 


 


 


 


 


 


Oleh :


 


RIZK


A AMALIA HIDAYAT


 


1901036116


 


S1


-


AKUNTANSI


 


 


 


FAKULTAS EKO


NO


MI DAN BISNIS


 


UNIVERSITAS MULAWARMAN


 


SAMARINDA


 


2023


 


 




         PEMAHAMAN PERPAJAKAN  PELAKU BISNIS  ONLINE SHOP   DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN  PAJAK PENGHASILAN   (STUDI KASUS PADA PELAKU BISNIS  ONLINE  SHOP   DI KOTA SAMARINDA)     SKRIPSI   Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi               Oleh :   RIZK A AMALIA HIDAYAT   1901036116   S1 - AKUNTANSI       FAKULTAS EKO NO MI DAN BISNIS   UNIVERSITAS MULAWARMAN   SAMARINDA   2023    

